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ABSTRAK
Nama . Simplexius Asa
Program Studi  : llmu Hukum — Sistem Peradilan Rada
Judul : Suatu Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kriminalidsiilaku

Beresiko Dalam Peraturan Daerah Tentang PenangguiddlV &
AIDS di Indonesia

Penelitian ini dirancang untuk menilai fungsionagishukum pidana dalam mengatasi
persoalan penanggulangan HIV & AIDS dalam Peratubaerah (PERDA) tentang
Penanggulangan HIV & AIDS. Tujuannya adalah untu&ngidentifikasi perbuatan
pidana dan subyek hukum pidana; menganalisis kesgsantara perilaku berisiko yang
dikriminalisasi dengan teori kriminalisasi; sertaenganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan PERDA dalam masyarakatigestspektif hukum pidana.
Penelitian ini adalahormative legal research dengan pendekatateskriptive-analitic.

Hasilnya penelitian memberi kesimpulan: (1) Petilalang dikriminalisasi adalah
perbuatan yang dapat secara langsung menyebabs@oraeg tertular HIV dan AIDS,
seperti: hubungan seks tanpa kondom; penyuntikaR2®Adengan jarum suntik tidak
steril secara bersama-sama dan berganti jarunk titaerapkamniversal precaution;
dengan sengaja mendistribusikan darah atau orgagga tubuh yang sudah terinfeksi
HIV kepada orang lain. Perilaku yang dapat menglsmipaya penanggulangan HIV
dan AIDS, seperti: tidak menyelenggarakan pembeindormasi/penyuluhan tentang
pencegahan dan HIV dan NAPZA; tidak memeriksakasehkatan tenaga kerja yang
berada dibawah pengawasannya; tidak merahasiakias $11V seseorang; memberikan
pelayanan kesehatan secara diskriminatif; telah bo&em status HIV seseorang tetapi
tidak melakukan tindakan medis apapun untuk memitkgk ketahanan dan kualitas
hidup ODHA. Subyek tindak pidana terdiri atas set@ang; kelompok masyarakat
secara komunal; petugas kesehatan; petugas labonatgaramedis dan dokter serta
pejabat pemerintah; badan hukum privat dan ataarbadkum publik. (2) Perumusan
perbuatan pidana telah sesuai dengan teori krireasal antara lain: perlindungan
terhadap kepentingan umum; efisiensi dan efeksvitarutamacost and benefit
principles;, azaskemanfaatan yang lebih besar serta aspgl morality. Kriminalisasi
terhadap perbuatan pidana tertentu tidak diformsgksara jelas dan pasti sesuai deas
certa danlex stricta sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasiadakgan penegak
hukum dan masyarakat. (3) Kriminalisasi dan pembemt norma hukum pidana belum
memperhatikan aspeabstance of law, structure of law danculture of law sehingga sulit
ditegakkan.

Kata Kunci:Hukum Pidana, Kriminalisasi, Peraturan Daerah, Rggalangan HIV dan
AIDS
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ABSTRACT
Nama . Simplexius Asa
Program Studi  : Jurispudence — Criminal Justicsesy
Judul : A Criminal Law Study against Risk Behavior Crimiizakion on

Local Regulation regarding HIV & AIDS Care in Indssia

This research is designed to assess utilizatioariofinal law to contend HIV and
AIDS problem in Local Regulation regarding HIV aAtDS care. In the perspective of
criminal law, the purposes of the research aréeatify the criminal offence and subject
of wrongdoers; to analyze the conformity betweamicralized risk behavior and theory
of criminalization; and to analyze the influentfakctors in the implementation of the
local regulation in the community. The researchaisiormative legal research with
descriptive analytical approach.

The research resulted the following concluding i) the criminalized behaviors
are actions that can directly cause HIV and AlID&smission to a person such as:
sexual intercourse without using condoms; narcaitisstance injection through sharing
of non-sterilized needles within the circle of ifjeg drug users; failure to apply
universal precaution principle; and intentionallistdbuting infected organ or blood
transfusion to other people. Other criminalized avebrs can impede the effort to
eradicate HIV and AIDS program such as failure @aaduct information dissemination
on HIV and AIDS and other dangerous substancesuréaito carry out medical
examination of employees by supervisors; failur&keep the confidentiality of people
living with HIV and AIDS (PLWHA); provide a discrimative heath services, disclosure
of the status of an HIV infected person without seduent medical intervention to
ensure improvement of the quality of life of PLWHPhe potential criminal wrongdoers
consist of: individual, community groups, healtfiicer, laboratory officer, medical
officer, medical doctor, government officer, prigaand/or public corporation. (2) In
general, formulations of criminal offences are aonéd by criminalization theories,
among others: public interest protections, effickeand effectiveness in particular cost
and benefit principles, principle of maximum uidg and principle of legal morality.
Criminalization against specific offences is undigand uncertainly formulated as clear
as principle of lex certa and lex stricta, thusah cause such multi-interpretation in the
circle of law enforcement officers. (3) Criminaliman and formulation of the norm of
criminal law is not grounded on the aspects of suze of law, structure of law and
culture of law as yet causing difficulties in th#@&cement.

Key Words:Criminal Law,Criminalization, Local Regulation, HIV & AIDS Care
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu permasalahan yang harus mendapatkaatigerierius dari pemerintah
dan segenap komponen bangsa Indonesia saat imhadesalah kesehatan. Perhatian
terhadap masalah kesehatan dipandang sangat saresa saat ini terlihat betapa
rendahnya derajakesehatan masyarakat. Kondisi ini tergambar melednidahnya
kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehathbekeratanya pelayanan kesehatan,
belum memadainya sarana dan prasarana kesehatayebae dan berkembangnya
penyakit menular seperti HIV& AIDS, ? Malaria, Filariasis, Diare, ISPA, TBC dan lain-
lain, daerah rawan bencana, masalah Kesehatan Anag&, dan kondisi gizi buruk yang
diderita masyarakat. Salah satu masalah yang senesgancam kehidupan dan
kesehatan masyarakat di daerah adalah menyebaedambang biaknya HIV & AIDS.

Secara global, hingga akhir tahun 260@rcatat bahwa situasi epidemi AIDS di
dunia sudah mencapai jumlah 40,3 juta orang hidungan HIV, sementara 3 juta infeksi
HIV baru terjadi pada tahun 2009. Tercatat pulaw@2 juta orang telah meninggal
karena AIDS, 45% diantaranya berusia antara 1524t Kondisi epidemi HIV &
AIDS di Indonesia juga sangat mengancam kehidupasyarakat, dan karenanya,
pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerdangeberupaya untuk mengatasi
berbagai masalah tersebut dengan dukungan bertnhgéibaik di dalam maupun di luar
negeri. Menurut Data dari Direktorat Jenderal Pemardiasan Penyakit Menular dan
Penyakit Lingkungan Departemen Kesehatan Repubdkresia® (Directorat General
of Communicable Diseases & Environmental Health,ptBement of Health, the

Republic of Indonesiaganggal 27 April 2011, secara kumulatif pengiddp’ Han kasus

! Menurut Stragtegi dan Rencana Aksi Nasional Peiziaggan HIV dan AIDS halaman viii, HIV adalah
singkatan darHuman Immunodeficiency Virus.

2 AIDS adalah singkatan dakcquired Immuno Deficiency Syndrortigd, halaman vii.

% Baca selengkapnya dala@iobal Report on HIV & AIDSyang diterbitkan oleltUnited Nation on AIDS
(UNAIDS),halaman 18 dan seterusnya.

* Baca data selengkapnya yang tersedia dan dapahdufiu (download), misalnya di:
http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=StatistiAIDS+Indonesia&btnG=Penelusuran+Google&a
g=f&agi=&aql=&oq=Statistik+AIDS+Indonesia&gs_rfaifg=c52159addf56e314
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AIDS di Indonesia dihitung dari tanggal 1 Janu&@871 sampai dengan 31 Maret 2011
adalah sebanyak 24.482 orang. Selama tahun 2Git0tezjadi 4.509 kasus HIV baru dan
1.507 kasus AIDS sehingga kumulatif kasus HIV & &lDi Indonesia sampai dengan 31
Maret 2011 terdiri dari AIDS/IDU sebanyak 9.270mya 4.603 orang diantaranya sudah
meninggal, semuanya tersebar di seluruh provingidtinesia.

Sesuai semangat desentralisasi yang dinyatakam daielang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), mpekerintah daerah memiliki
ruang kebijakan yang luas untuk mengatasi berbagasalah termasuk masalah
kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat melalui bpetukan PERDA yang
disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang. BekdasUndang-undang Nomor 32
Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undadgng Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannyd@ramNegara Tahun 2004 Nomor
125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) s&igaj disebut UUPD dan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtieraturan Perundang-
undangan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, dlaamb Lembaran Negara
Nomor 4389, selanjutnya disebut UUP3 maka PeratDesrah (PERDA) diakui sebagai
salah satu sarana percepatan keberhasilan pemlzengaria kesejahteraan masyarakat
di daerah. Pembentukan PERDBerfungsi:

1. Sebagai instrumen kebijakan pelaksanaan otononmaldagan tugas pembantuan
sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tadd dan UUPD.

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturanlgaitgtinggi. Dalam fungsi ini,
Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarkityrara perundang-undangan.
Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh kerigan dengan Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daentah pgnyalur aspirasi
masyarakat di daerah, namun dalam pengaturantgp tllam koridor negara
kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Bidancdan UUD Negara Rl
Tahun 1945.

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan késegjah daerah.

® Baca selengkapnya dalafanduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Dah, Departemen
Hukum dan Hak Azasi Manusia-Dirjen Perundang-undangekerja sama dengan UNDP, 2008, halaman
6 dan seterusnya.
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Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan &IXIDS di daerah maka
dikembangkan pula Peraturan Daerah tentang Persnggul HIV & AIDS yang
diarahkan untuk mendukung tujuérpencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
secara nasional yakni: (1) mencegah dan mengupsmgilaran HIV, (2) meningkatkan
kualitas hidup orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) d8h mengurangi dampak sosial
ekonomi akibat HIV & AIDS pada individu, keluargard masyarakat. Disamping itu,
PERDA tentang penanggulangan HIV & AIDS berfungsbagai payung hukum bagi
semua pihak yang terlibat upaya tersebut dan selgagaan politis bagi tersedianya
budget untuk pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDStukinmendukung
pencapaian tujuan penanggulangan HIV dan AIDS, ndhkdalam PERDA dilakukan
kriminalisasi terhadap tindakan/ perilaku bere<ikiitulari dan/atau menularkan HIV.

Sampai dengan awal tahun 2011, beberapa Rraeperti Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, JawgdrerKalimantan Barat, Daerah
Istimewa Jogyakarta dan lebih dari dua puluh Katemp&ota di Indonesia, sudah
memiliki PERDA tentang pencegahan dan penangguiamt® & AIDS bahkan ada
diantaranya yang sudah memiliki PERDA sejak lintautalalu.

® Strategi Nasional Penceggahan dan Penangggulatiya& AIDS tahun 2007-2010, yang diterbitkan
oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2007amaln 16. Pada tanggal 29 Januari 2010, Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKOKESR#elaku Ketua Penanggulangan AIDS
nasional menerbitkan PERMENKOKESRA Nomor: 08/PERNKE/KESRA/I/2010 tentang Strategi dan
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIR&uh 2010 — 2014. Pada halaman 19-20 dari
lampiran PERMENKOKESRA tersebut dikatakan bahweatsgi penanggulangan HIV dan AIDS
ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko [z@an HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA
serta mengurangi dampak social dan ekonomi akiBa€®HAIDS pada individu, keluarga dan masyarakat
agar setiap individu menjadi produktif dan bermabfantuk pembangunan. Tujuan khususnya adalah: (1)
meningkatkan upaya pencehgahan HIV & AIDS pada semopulasi kunci, (2) menyediakan dan
meningkatkan pelayanan perawatan, dukungan darmpatan yang bermutu, terjangkau dan bersahabat
bagi ODHA, (3) meningkatkan akses dan dukunganab@sionomi bagi anak dan keluarga terdampak,
serta ODHA vyang miskin, dan (4) menciptakan dan pe@inas lingkungan kondusif yang
memberdayakan masyarakat sipil untuk berperan adoarmakna, sehingga stigma dan diskriminasi
terhadap populasi kunci, ODHA dan orang-orang y@ngampak oleh HIV dan AIDS berkurang. Hal ini
termasuk pengembangan kebijakan, koordinasi prognaamajemen, monitoring dan evaluasi, termasuk
pemantauan epidemik, perilaku serta riset operakion

’ Dalam bukuAIDS Law in a nutshell,St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, halamadarvis, M.
Robert, et all, mengatakan bahwa HIV sesungguhnya dapat menullduineara yang sangat spesifik.
Disebutkan 4 hal yang memungkinkan tertularnya Hi&itu (1) sexual intercourse, (2) sharing the un-
sterilized syringes, (3) receipt of donation ofddpsemen, organ, etc (4) child birth or breastfeg of a
newborn.Dikatakan:“one of the parties to the activities listed aboveist be HIV-infected in other to
transmit the virus to the other party.”
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Iktisar : 1.1

Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah m&rERDA HIV dan AIDS

Daerah Peraturan Daerah
Propinsi Kabupaten / Kota
Jawa Timur PERDA Nomor 05 Tahun 2004
Kabupaten Banyuwangi PERDA Nomor 06 Tahun 2007
Kabupaten Malang PERDA Nomor 14 Tahun 2008
Bali PERDA Nomor 03 Tahun 2005
Kabupaten Klungkung PERDA Nomor 03 Tahun 2007
Kabupaten Gianyar PERDA Nomor 15 Tahun 2007
Kabupaten Badung PERDA Nomor 01 Tahun 2008
DKI Jakarta PERDA Nomor 05 Tahun 2008
Jawa Barat

Kota Tasikmalaya

PERDA Nomor 14 Tahun 200

Kabupaten Indramayu

PERDA Nomor 08 Tahun 20

Nusa Tenggara Timur|

PERDA Nomor 03 Tahun 2007

Nusa Tenggara Barat

PERDA Nomor 11 Tahun 20

Riau

PERDA Nomor 14 Tahun 2006

Kepulauan Riau

PERDA Nomor 15 Tahun 2007

Sulawesi Selatan

Kabupaten Bulukumba

PERDA Nomor 05 Tahun 20(

Papua

Kabupaten Jayapura

PERDA Nomor 20 Tahun 20

Kota Jayapura

PERDA Nomor 07 Tahun 2006

Kabupaten Biak

PERDA Nomor 04 Tahun 2006

Kabupaten Nabire

PERDA Nomor 18 Tahun 20(

Kabupaten Merauke

PERDA Nomor 05 Tahun 20(

Kabupaten Mimika

PERDA Nomor 17 Tahun 200

Papua Barat

Kota Sorong

PERDA Nomor 41 Tahun 2006

Kabupaten Manokwari

PERDA Nomor 06 Tahun 20(

Jawa Tengah

PERDA Nomor 05 Tahun 2009

DI Yogyakarta

PERDA Nomor 12 Tahun 201

Sumatera Utara

Kab. Serdang Bedagai

PERDA Nomor 11 Tahun 20

Kalimantan Timur

Kota Samarinda

PERDA Nomor 23 Tahu2007

Kota Tarakan

PERDA Nomor 06 Tahun 2007

Kalimantan Barat

PERDA Nomor 02 Tahun 200

3
D3

\‘

7

06

Sumber:Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, diolah olehuis.

Salah satu sarana di dalam PERDA yang diharap#tapat membantu upaya
penanggulangan HIV dan AIDS adalah ketentuan hukuisana. Di dalam PERDA

dirumuskan beberapa perilaku beresiko dan dikrisiasi sebagai perbuatan pidana,
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yang diharapkan akan menciptakan perubahan penlalla kelompok beresiko tertular
dan/atau menularkan HIV. Bertambahnya kasus HIV B3\ yang semakin besar
jumlahnya pada setiap tahun, memberi kesan bahwagpkan PERDA sepertinya
belum mengarah pada tujuan pembuatannya yaitu memhgaya pencegahan dan
penanggulangan HIV & AIDS.

1.2 Pernyataan Masalah

Mempertimbangkan uraian dalam latar belakang & déan memperhatikan kondisi
faktual yang ada, terutama mengenai fungsionalisekum pidana dalam mengatasi
persoalan hukum administrasi di daerah, maka peddahasan berikut pada ghalibnya
akan sampai pada persoalan sesuai tidaknya prosemdisasi dengan prinsip dan
kaidah yang dianut dalam hukum pidana. Sedemikian maka penelitian yang
dilakukan berhubungan erat, dan memberi perhatiamsds pada masalah-masalah
hukum dalam pelaksanaan ketentuan hukum pidank, rbaieril maupun formil atau
dengan kata lain, penelitian ini diarahkan untuknitaé sesuai tidaknya kriminalisasi
terhadap perilaku beresiko yang dipidana dalam PERDtang penanggulangan HIV &
AIDS, dihubungkan dengan kaidah kriminalisasi mahteori hukum pidana, termasuk
penegakannya dalam masyarakat. Hasil penelitianpgamahasan yang komprehensif
diharapkan dapat berkontribusi terhadap arah daartwdaripada fungsionalisasi hukum

pidana dalam mengatasi persoalan HIV dan AlIDSadrah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah sebagaimasebuérdi atas, maka thesis ini
difokuskan untuk menemukan jawaban atas beberapangaan yang dirumuskan
sebagai pertanyaan penelitian, yakni:

1. Perilaku beresiko apa saja yang dikriminalisasiadam PERDA?

2. Apakah perbuatan pidana yang dirumuskan dalam PER#&#h sesuai dengan
prinsip-prinsip kriminalisasi dalam hukum pidana?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang harus dipertimbamgd@ar ketentuan pidana yang
telah ditetapkan dalam PERDA dapat ditegakkan?
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1.4  Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini diarahkan untuk menilai sesuai tidak penetapan perbuatan pidana
dalam PERDA penanggulangan HIV & AIDS dihubungkanghn prinsip kriminalisasi,
serta korelasinya dengan penegakan PERDA, yangateau terarah pada proses
penjatuhan sanksi dalam rangka memberi efek jem palaku pelanggaran. Oleh
karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganklialitas perumusan kriminalisasi
dalam pembentukan PERDA. Secara khusus, tujuarijeeméni adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi perilaku (perbuatan beresiko) yatikjasifikasi sebagai perbuatan

pidana dan subyek hukum pidana dalam PERDA.

2. Menganalisis kesesuaian antara perbuatan pidarg diammuskan dengan prinsip-
prinsip umum kriminalisasi dalam hukum pidana.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor gaharus dipertimbangkan agar
ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam PEB&pat ditegakkan.

Kontribusi dari penelitian dan penulisan tesis:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dagtadioleh pelbagai pihak yang
ingin menginisiasi pembentukan PERDA tentang Peamangan HIV khususnya dan
pembentukan PERDA pada umumnya.

2. Sebagai bahan kajian akademis untuk penelitiamjsihya demi pengembangan

ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidanddilmm tata pemerintahan.

1.5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode yang dipergunakan untuk melaksanakarelpi@n dan menganalisis hasil
penelitian, dirancang sebagai berikut:
1.5.1 Jenis dan Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini bersifatdeskriptive-analitidanalisa deskriptif” dan dirancang sebagai

penelitian normati{normative-legal research) dengan perhatian utama pada persoalan

8 |brahin Johnny, Teori & Metodologi Penelitian huokuNormatif, Penerbit Bayu Media, Surabaya,
Cetakan Kedua, Januari 2006, halaman 45 —Nbfmative-legal researclatau doctrinal research is
library based research, focusing on reading andlgsia of the primary and secondary materials.
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teknis yuridis sehubungan dengan kriminalisasi tag#e perbuatan yang dapat

membantu upaya pencegahan dan penanggulangan HNMNIBS. Esensinya adalah

tentang kesesuaian antara prinsip-prinsip krinsaali dengan perbuatan pidana yang
dirumuskan dalam peraturan daerah dan aplikasifand mengatasi permasalahan
penyebaran HIV & AIDS di daerah. Langkah — langlanelitian dan analisis data,

adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, nbaken hukum primer berupa
peraturan daerah tentang pencegahan dan penangguladlV & AIDS baik
ditingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat ProvimBkumpulkan, dipilih dan
dianalisis sehingga dapat diketahui perbuatan pitiadak pidana dan pelaku tindak
pidana (subyek & obyek) yang dikriminalisasi diatal pelbagai PERDA tersebut.
Analisis dilakukan untuk mencermati keseluruhanmigiasi dalam pasal yang
memuat ketentuan pidana untuk melihat (a) suby&krhuidana, (b) perbuatan yang
dipidana (c) pertanggungjawaban pidana dan pemnadeya.

b. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua malkéukian klasifikasi dan analisis
terhadap bahan-bahan hukum primer berupa PERDA yalap diidentifikasi,
diklasifikasi dan dianalisis lebih jauh untuk mepdikan gambaran tentang
persesuaian antara perbuatan pidana yang telalapkiée dalam PERDA dengan
prinsip kriminalisasi. Teori utama yang digunakamulk melakukan analisis adalah
teori Douglas Husak yang didasarkan pada:enomic theoryang menekankan
pada efisiensi, (b) teoutility yang menekankan pada kemanfaatan darde(gl
morality, yang menekankan pada aspek moral. Tidak tertuempukgkinan untuk
mengunakan teori kriminalisasi lain, seperti tdoiminalisasi dari Sudarto dan/atau
kriteria kriminalisasi dari Simposium Hukum PidaNasional (SPHN) Tahun 1980.
Hal tersebut dilakukan jika dapat membantu anatiars kualitas hasil analisis.

c. Berdasarkan hasil analisis pada kedua langkah a$ atan untuk menjawab
pertanyaan penelitian ketiga maka akan dilakukagiarkaerhadap ketentuan Hukum
Acara di dalam PERDA serta bahan hukum sekundaspbeNaskah Akademis,
Risalah Sidang, PokokPokok Pikiran Pembentukan PER&N atau hasil penelitian
yang menjadi dasar pembentukan PERDA.
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1.5.2 Data dan Sumber Data

Sesuai pernyataan dalam sub 1.5.1 tentang jenisladmkah-langkah penelitian
bahwa penelitian ini bersifatleskriptive-analiticdnalisis deskriptif maka data yang
diperlukan dalam penelitian dan penulisan tesisamalah data sekunder atau bahan
hukum, terdiri atas: (a) bahan hukum primer berBg&RDA penanggulangan HIV &
AIDS yang ada di Indonesia pada umumnya dan sddaraus PERDA yang dipilih
untuk dikaji/dianalisis, dan (b) bahan hukum selarnoerupa naskah akademis, risalah
rapat, bahan konsultasi publik, daftar inventaresatah, dan/atau bahan-bahan lain yang
berkaitan. Peraturan Daerah yang ditetapkan unariatisis adalah:

a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukotarttaklomor 5 Tahun 2008.

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 T&004.

c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Né@@hun 2007.

d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogyakétmor 12 Tahun 2010.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahus 200
Penentuan/penunjukan Daerah/PERDA sebagai bahamhpitmer didasarkan pada

pertimbangan bahwa kelima daerah tersebut di atapdt provinsi dan satu kabupaten)

telah memiliki PERDA penanggulangan HIV dan AID@l&€n pertimbangan tersebut,
ada pula pertimbangan teknis lainnya, yaitu:

a. DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam sistem pemt&inan, dimana kewenangan
membuat PERDA hanya ada di tingkat provinsi saja.

b. Jawa Timur adalah provinsi pertama yang memilikRBPEA tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV & AIDS, dan termasuk salah gatwinsi dengan tingkat
epidemi HIV yang cukup luas.

c. Pemilihan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adatarena Provinsi NTT
dikategorikan sebagai provinsi dengan epidemi Hévidah (low level epidemic)
tetapi sudah membentuk dan memiliki PERDA.

d. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yargmiliki PERDA terbaru
sepanjang penelitian penulis.

e. PERDA Kabupaten Badung dipilih untuk memperkayail hasnelitian berkaitan
dengan tampilan PERDA yang bervariasi dan untukhaelebih jauh karakteristik
pengaturan ketentuan pidana dalam PERDA di tingkhupaten.
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1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dgferdengan mendatangi
instansi terkait yakni antara lain: Kantor Guberdan/atau Biro Hukum pada Sekretariat
Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Kaopati dan/atau bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Komisis Pendaggan AIDS Nasional, Komisi
Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kotgabpé-pejabat di lingkungan
Biro/Bagian Hukum pada Kantor Gubernur/KabupatetdliKdomisi Penanggulangan
AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRDAnggota DPRD, Dinas

Kesehatan, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat)(LSM

1.5.4 Analisis Data

Data yang telah diperoleh/dikumpulkan melalui stddkumen akan diklasifikasi
dengan menggunakan sistem kattards system)Analisis data dilakukan melalui
tahap-tahap: (a) Reduksi data, (b) Penyajian d##a, (c) Penarikan kesimpulan. Reduksi
data, dilakukan dengan cara mengelompokkan datadddem masing — masing
permasalahan dan unsur — unsur yang terdapat oidgéa Data yang dikelompokkan
dan/atau diklasifikasi, kemudian disajikan denganggunakan alat bantu tabel, matriks,
diagram dan Iktisar. Selanjutnya analisis dilakulkdeangan menafsirkan data yang
diperoleh secara induktif dan membandingkan dengeori yang sudah ada.
Pembandingan ini dimaksudkan untuk mengkaitkani tg@mg mengkaji hal-hal yang

menjadi fokus permasalahan penelitian.

1.6 Kerangka Teori

Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa Hukum @fdaremiliki tiga obyek
kajian utama, yakniperbuatan pidana, pertanggurapaw pidana, dan pidana dan/atau
pemidanaan. Perbuatan pidana berhubungan dengamgahgl harus dilakukan atau
tindakan yang dilarang, baik dalam undang-undadgn@ maupun undang-undang non
pidana, yang mengatur tentang perbuatan mana ykrgnd) dan perbuatan mana yang
diwajibkan; disertai dengan ancaman hukuman atabuptn-perbuatan tersebut.

%) Baca selengkapnya dan bandingkan dengan Bambeagdmodalam Asas-Asas Hukum Pidana,
Edisi Revisi, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, imala 19 — 22, khususnya tentang defenisi pidana.
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Memahami makna dari perbuatan pidana, tidak laalatsddmemahami unsur-unsur atau
elemen-elemen yang ditetapkan sebagai syarat timyang harus dipenuhi oleh
perbuatan/tindakan pelaku. Menariknya, perbuatalana berkembang dari waktu ke
waktu, seirama dengan perkembangan kehidupan na&syasedemikian rupa sehingga
suatu perilaku yang dulunya merupakan perbuatasnpidooleh jadi sekarang tidak lagi
merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau leeymali

Pertanggungjawaban pidana menguraikan terdaragyang ditempuh bagi seseorang
yang telah melakukan satu atau lebih perbuatanngjdantuk dapat didudukkan di
hadapan hukum dan dimintai pertanggungjawabanroaa&ukum pula. Perkembangan
ilmu hukum pidana memperlihatkan adanya perubal@admma dan kemajuan yang
cukup bermakna, mengingat begitu banyak perbuatag gnerugikan masyarakat di satu
pihak, sementara di pihak lain ilmu hukum pidanangagami kesulitan dalam meminta
orang-orang yang melakukan perbuatan tersebutnggtagjawab atas perbuatannya itu
secara hukum. Demikian pula dengan pidana dan pea&h, dibahas untuk melihat
sejauhmana pidana dan pemidanaan telah sesuaindengan dari penjatuhannya, dan
bahwa pemidanaan atas suatu perbuatan pidana,utusagggguh telah mendatangkan
manfaat, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat

Secara sederhana kriminalisasi didefinisikéeh ocClayton A. Hartjen dalam Tb.
Ronny R. Niti Baskoro'™ dengan mengatakarithe criminalization process begins,
therefore, with formulation of criminal lawsian bahwa dari proses itla new class of
criminal was instantly created.’Di Indonesia, kriminalisasi secara umum dimaknai
sebagai sebuah proses legislasi yang dilakukan péghbuat undang-undang untuk
menjadikan suatu tindakan tertentu sebagai tindalang, padahal tindakan atau
perbuatan tersebut sebelumnya tidak dikenai sagné#taha. Pemaknaan dan pemahaman
ini sekaligus memperlihatkan bahwa oleh karena &gabpembuat undang-undang
adalah lembaga politik maka suatu proses krimiaslikgislasi bukanlah semata-mata
proses hukum tetapi juga adalah proses politik, ldaananya maka kriminalisasi tidak

akan sepenuhnya terbebas dari warna dan wacati.poli

19 Baca selegkapnya dalam Th. Ronny R. Niti BaskoB@mpitnya Peluang Dekriminalisasi
Penyalahgunaan Narkoba di IndonesiaMakalah, disampaikan dalam sarasehan bertajukibelalisasi
Pengguna Narkoba Di Indonesia, di Hotel Bidakakatta pada hari Kamis, 7 Juni 2007. Tentang Clayton
A. Hartjen, baca selengkapnya dal@rime and Criminalization — Second Edition Praeger Publisher,
January 1978.
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Pembahasan tentang kriminalisasi, dengan demikidak tdapat tidak, harus
dirangkai dalam uraian mengenai legislasi, atawderkata lain, pembahasan tentang
kriminalisasi akan juga mendapat pertimbangan gmases-proses legislasi yang
merupakan motor penggerak atau dapur daripada ppveses kriminalisasi. Eratnya
keterkaitan antara kedua hal tersebut nampak dapenyang dikemukakan oleh Richard
G Singer'! dalam Criminal Law, “In political theory, legislature should be at lsq
predominantly, if not exclusively, the source afnamal law in a democracy. To the
extend that criminal law reflects moral sentimeothe community, the legislature, as
the most democratically elected institution, shqurevail.”

Kenyataan bahwa faktor politik dominan dalam prdg@sinalisasi, dipertegas oleh
Michael R. Gottfredson & Travis HirscHi “Criminologists often complain that they do
not control their own dependent variable, that tthefinition of crime is decided by
political-legal acts rather than by scientific pedtures. The state, not the scientist,
determines the nature or definition of criméyalam hubungannya dengan improvisasi
politik kriminal, Muladi & Barda™®* mengatakan,

“... sebagai usaha untuk penanggulangan kejahgtafitik kriminal dapat
mengejawantah dalam pelbagai bentuk. Bentuk yamtprpe adalah bersifat
represif yang menggunakan sarana penal, yang sdrsgjput sistem peradilan
pidana(criminal justice systemDalam hal ini, secara luas sebenarnya mencakup
pula proses kriminalisasi.”

Selanjutnya dikemukakan teori kriminalisasi Dougdtassak'* yang pada pokoknya
mengatakan bahwa dalam melakukan kriminalisasiuperémpertimbangkan secara
cermat hambatan internal dan hambatan eksterngl giaii melalui tiga alternatif teori
sebagai dasar, yakni: (Bconomic theorydari Richard Posner, (2)tilitarianism dari
Jeremy Bentham, dan (Bggal Moralitydari Michael Moore. Dalam abstrak dari tulisan

berjudulAlternative Theories of CriminalizatidbouglasHusakmengatakan,

1 Baca selanjutnya dalam Richard G. Singer & Johi.@FonddalamCriminal Law, Fourth Edition,
Wolters Kluwer Law & Busines£ hicago-USA, 2007, halaman 3 dan seterusnya.

12 Michael R. Gottfredson & Travis HirschA General Theory of CrimeStanford University Press,
California, USA, 2007, halaman 3

13 Baca lebih lanjut dalam Muladi, dan Barda Nawawie® Bunga Rampai Hukum Pidana, Edisi
Pertama, Penerbit PT. Alumni, Bandung Tahun 208&rhan 9 dan seterusnya.

4 Douglas HusakQvercriminalization- The Limits of the Criminal LawOxford University Press, 2009.
Abstractdari tulisan sebagaimana dimaksud di atas, ddpatdh di:_http://www.oxfordscholarship.com/
oso/public/content/philosophy/9780195328714/ac@it$30195328714-chapter-4.html
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“... Three competitive theories are surveyed, andg@adto be inferior to a
minimalist account: economic analysis as favored Bychard Posner;
utilitarianism as explicated most famously by Jerd8entham; and legal moralism
as defended by Michael Moore. The similarities différences between my theory
and each of these three alternatives are identiedl examined. The chapter
describes the remaining work that must be donemirdamalist theory is to succeed
in reducing the injustice caused by overcrimindii@ma Even though criminal law
minimalism is problematic, it represents major mexs in our thinking about the
moral limits of the penal sanction...”

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitastidan sebagai hasil, akibat,
dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapathastlkgn, membuahkan atau
mengakibatkar® Kata efektivitas berasal dari kata dasar efekdiigymengandung arti
menimbulkan, mencapai hasil. Efektivitas lebih meaf pada nuansa hasil atau hasil
guna.Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kebelpasaan hukum, dalam hal ini
berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukusendiri. Para pakar hukum dan
sosiologi hukum memberikan pendekatan yang beragartang makna efektivitas
sebuah hukum, bergantung pada sudut pandang Vaidgdia.

Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat wefialsti suatu hukum yang
ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan wargayerakat terhadap hukum, termasuk
para penegak hukumnya. Sedemikian itu maka dikeuwmatu asumsi, “Taraf kepatuhan
hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfimga suatu sistem hukum. Dan
berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukuselut telah mencapai tujuan
hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dannduslgi masyarakat dalam
pergaulan hidup.*®

Perihal efektivitas penerapan suatu peraturan pangiundangan termasuk
Peraturan Daerah, Soerjono Soekanto menyebutkanféiktor yang berpengaruh dalam

penegakan hukum, yaitu:

15 W.J.S.Poerwadarmint&amus Umum Bahasa IndonesiaBalai Pustaka, Jakarta, 1975, halaman 16.
Dalam Briyan A. Garner dalamlack’s Law DictionaryEight Edition, Thomson & West, 1999, halaman
554, kataeffectivediartikan sebaggyerforming the ranges of normal and expected stedgjachieving a
result. Jika diperbandingkan dengan Kamus Bahasa InggdisAesia karangan John M. Echols dan
Hassan Shadily halaman 206, katffective berarti berhasil/ditaati/mengesankan/mujarab, regicen
efektivitas ataweffectivenesberarti keefektifan/ kemujaraban/ kemanjuran.

16 Soejono Soekant&osiologi - Suatu PengantarRajawali Pres, Bandung, 1996, halaman 62.
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Faktor hukumnya sendiri.
Faktor penegak hukum.
Faktor sarana atau fasilitas.
Faktor masyarakat.

Faktor kebudayaar’

akrownpE

Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono So#karberkaitan erat dan
merupakan perluasan dari tiga aspek penting dalstans hukum yang dikemukakan
oleh Lawrence Friedmar?® yaitu content of law, structure of lawan culture of law.
Dalam mengukur efektivitas suatu peraturan perugpdengdangan, ketiga aspek ini perlu
dianalisis secara komprehensif. Masih tentang efedd, Ann Seidman, Robert B.
Seidman dan Nalin Abeyserkeré® mengemukakan kategorROCCIPI untuk
mengevaluasi efektivitas suatu peratuR@CCIPPImerupakan sebuah singkatan yang
terdiri tujuh kategori yakni:Rule (Peraturan),Opportunity (Kesempatan),Capacity
(Kemampuan) Communication Komunikasi), Interest (Kepentingan) Process(Proses)
dan Ideology (ldeologi). Dalam mengevaluasi efektifitas suaterapuran termasuk
Peraturan Daerah, maka teBOCCIPIdapat digunakan sebagai berikut:

1. RulePeraturan menyangkut apakah pembentukan peratawalah jelas dan
lengkap? Adakah konflik norma dalam pengaturesetrit?

2. OpportunityKesempatan menguraikan lingkungan dan kondisi akosiang
mempengaruhi lahirnya permasalahan yang hendaksddé¢ngan peraturan. Melalui
analisis tentang kesempatan dapat diketahui, ueE@turan yang dibentuk sudah
urgentmendesak, ataukgrematuredan/atau bahkan sudah terlamduatt/of date.

3. CapacityKemampuan, menyangkut ketersediaan dan pengguwusaiper daya yang
menjadi penyebab persoalan dalam masyarakat atayelpsb berhasil-tidaknya
upaya penanganan permasalahan melalui peraturgrdizentuk.

4. CommunicatiorKomunikasi adalah menyangkut sosialisasi tentakgof pemicu,
faktor penyebab dan/atau faktor penghambat tumleatbkng dan penanganan

permasalahan yang ada, baik sebelum, selama maafmlah peraturan dibentuk.

" Soerjono Soekantdsaktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,CV. Rajawali - Jakarta,
1983, halaman 5.

18 Soerjono Soekantdhid, halaman 45.

19 Baca selengkapnya dalam Ana Seidman, Rsnyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam
Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Edisi Terjemahan, ELIPS Il, 2001, halaman 67 dan
seterusnya.
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5. InterestKepentingandimaksudkanuntuk menguraikan tentang kepentingan dan
manfaat jika membentuk Perda. Suatu peraturan didukung dan dipatuhi jika
masyarakat berkepentingan dan mendapatkan mar@eit. karena itu, sebelum
membentuk peraturan, diperlukan adanya peneliteamgycermat tentang manfaat
yang akan diterima masyarakat, jika suatu peratditzantuk.

6. ProcessProses dimaksudkan menguraikan tentang mekanismdogntukan suatu
peraturan. Dengan kata lain, apakah tersedia ryang cukup bagi masyarakat
untuk ikut memberi masukan dan kontribusi dalamamalmembentuk suatu
peraturan.

7. ldeologyldeologi, yakni pandangan hidup masyarakat seterdpalaerah terkait
perilaku bermasalah yang akan diatasi dengan peratiaerah. Dalam menyusun
dan membentuk peraturan, mesti ada solusi terhaeldpku tersebut.

1.7 Kerangka Konsep

HIV adalah singkatan dakluman Immunodeficiency Virumerupakan virus yang
merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkBxs Adalah singkatan dari
Acquired Immune Deficiency Syndroni® yaitu kumpulan gejala penyakit yang
disebabkan oleh HIV. Virus ini hidup dalam cairabuh manusia, terutama dalam darah,
cairan vagina (pada wanita) dan cairan sperma (pada Penularannya dapat terjadi
lewat setiap aktivitas yang memungkinkan tertuleglmdahnya cairan tubuh manusia
dari yang sudah positif kepada yang negatif dapaiularkan virus HIV ini. Aktivitas
atau perilaku menularkan dan/atau ditulari virus/ Hiisebut juga perilaku beresiko.
Secara sederhana dapat dikatakan, perilaku beresmllatah setiap perbuatan atau
tindakan baik karena pekerjaan ataupun karena shatuyang lain, yang bersiko
menularkan atau ditulari HIV.

Oleh karena penularan HIV terjadi melalui aktivipesilaku yang beresiko, maka
sejak kasus AIDS diketemukan pertama kali di Inde@n@ada tahun 1987, pemerintah
Indonesia sudah menyadari bahwa aspek hukum meangei dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS. Akan tetapi prdsgsslasi untuk mendapatkan

2 Jarvis, M. Robert, et alpp. Cit.halaman 6-9.
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suatu peraturan perundangan, bukanlah jalan yateghsmna dan mudah, baik prosesnya
maupun materi muatannya. Oleh karena itu, upayadapatkan peraturan tentang HIV
dan AIDS mulai digagas melalui pertemuan dan dis#tiskusi non formal guna
mengidentifikasi pelbagai peraturan perundangarg aerhubungan dengan kegiatan
pencegahan yang sedang dilakukan oleh para aktengan kelompok berisiko yang
didampingi.

Sambil menunggu proses legislasi yang panjang, p&tavis berharap bahwa
kepentingan perlindungan hukum dalam upaya peneegdhn penanggulangan HIV
diharapkan akan terakomodasi dalam UU Kesehatap Segera akan diundangkan oleh
pemerintah RI, pada saat kasus AIDS menjadi fenargang mulai meluas di Indonesia.
Ternyata, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatayang diundangkan pada
tanggal 17 Sepetember 1997 khususnya dalam Pasay£8(3) dan Pasal 30 hanya
menyebutkan bahwa pemberantasan penyakit menudr pényakit yang dapat
menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kemgaiag tinggi harus dilaksanakan
sedini mungkin, antara lain dengan menghilangkambgs dan perantara penyakit.
Bahkan kata-kata HIV dan AIDS yang pada waktu ienjadi fenomena kesehatan yang
penting, justeru sama sekali tidak disebutkan ssbsaah satu penyakit menular yang
membutuhkan penanganan istimewa dalam undang-umaiang

Pada pertengahan tahun 2004donesian Forum of Parliamentarians on
Population and Developmefi-PPD)menggagas dan mempersiapkhaft Rancangan
Undang-Undang (RUU) Penanggulangan HIV dan AIDSagab peraturan yang
diharapkan mampu mengakomodir semua hal berhubudgagan pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS. Akan tetapi bertepatangan dibahasnydraft RUU
tersebut, terjadi perkembangan baru dalam penangangenyakit menular, dimana di

dunia mulai muncul penyakit — penyakit menular Haimnya seperti Avian Influenz&

21 pada saat tulisan ini dibuat, Undang-undang No2®iTahun 1997 tentang Kesehatan telah diganti
dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentasgh&tan, Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Neggralik Indonesia Nomor 50635063.

22 Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Flu_burungwian influenzaatau dalam Bahasa Indonesia disebut
flu burung adalah penyakit menular yang disebabdah virus yang biasanya menjangkiti burung dan
mamalia. Penyebab flu burung adalah virus influetiga A yang menyebar antar unggas. Virus ini
kemudian ditemukan mampu pula menyebar ke spesiesséperti babi, kucing, anjing, harimau, dan
manusia. Virus influensa tipe A memiliki beberapétipe yang ditandai adanydéemaglutinin(H) dan
Neuramidase (N). Ada 9 varian H dan 14 varian Nu¥flu burung yang sedang berjangkit saat iniatdal
subtipe H5N1 yang memiliki waktu inkubasi selama Bari.
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SARS? dan virus ebola, yang penanganannya juga memertindakan atau perlakuan
istimewa. Kenyataan ini, menyebabkan Tim Perudraft RUU tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV dan AIDS mengubah judul RUUetawrs menjadi RUU tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berbahgga, dapat mengakomodir
pelbagai penyakit menular/berbahaya lainnya, yanggkin akan timbul di kemudian
hari.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa untuidoneng upaya pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS maka dapat dibemekaturan Daerah, yang
berfungsi sebagai upaya menangkap dan menyalurpinasi masyarakat di daerah
dalam rangka menampung kondisi khusus daerah.nSelai pembentukan Paraturan
Daerah dimaksudkan sebagai alat transformasi peanbdi daerah. Peraturan Daerah
diharapkan dapat ikut menentukan keberhasilan petaban dan pembangunan di
daerah dalam hal ini keberhasilan dalam pencegdéapenanggulangan HIV dan AIDS
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkial mendasar yang perlu
diperhatikan dalam pembentukan PERDA adalah setagai ditegaskan dalam UUP3,
exPasal 12 yang berbunyi, “Materi muatan PERDA ddakluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugasaoénan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut paraperundangan yang lebih tinggi.”

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisalsa masuai UUPRx Pasal 10
sampai dengan Pasal 14, baik pemerintah provinsipora kabupaten kota memiliki
kewenangan yuridis untuk membentuk PERDA. Tang@awap pelaksanaan PERDA
berada di pundak Gubernur (Provinsi), Bupati (Katep) dan/atau Walikota (Kota).
Kesimpulan yang diperoleh dari ketentuan tersebbiMa alasan pembentukan PERDA,

adalah:

% Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/'SARSSevere Acute Respiratory SyndromiisjingkatSARSdalam
bahasa Indonesia disebut Sindrom Pernapasan Adat Bxdalah sebuah jenis penyakit pneumonia. SARS
pertama kali muncul pada November 2002 di Provisangdong, Tiongkok. SARS sekarang dipercayai
disebabkan oleh virus SARS. Sekitar 10% dari pet@d&SARS meninggal dunia. Setelah Tiongkok
membungkam berita wabah SARS baik internal maumberriasional, SARS menyebar sangat cepat,
mencapai negeri tetangga Hong Kong dan Vietnam p&ta Februari 2003, kemudian ke negara lain
dengan perantaraan wisatawan internasional. Kasalkhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003ldba
wabah itu, 8.069 kasus muncul yang menewaskan iéfgyoAda spekulasi bahwa SARS adalah penyakit
buatan manusia.
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1. Sebagai pelaksanaan dari perintah peraturan pergndalangan yang lebih tinggi.
2. Melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka maagemerintahan didaerah.
3. Mengatasi permasalahan yang berpotensi menguraimgkat kesejahteraan

masyarakat di daerah.

1.8 Sistematika Penulisan Tesis

Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian makarutelbasil penelitian akan
dituangkan dan disajikan sebagai sebuah tulisamebark tesis. Keseluruhan tesis akan
disistematisasi dalam lima bab. Bab satu-pendahuteediri dari delapan sub bab,
disajikan untuk menguraikan tentang latar belakaegnasalahan; pernyataan masalah;
pertanyaan penelitian; tujuan dan manfaat penelitilerangka teoritis; kerangka
konsepsional; metode penelitian dan sistematikal@am. Di satu sisi, uraian dalam bab
satu diharapkan dapat memberi gambaran umum dageloemh tentang urgensi dari
penelitian yang dilakukan serta pentingnya menggtesnasalahan yang ada. Di sisi
yang lain, bab satu merupakan dasar untuk membakguangka pemikiran dan
pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab dua dari tesis dimaksudkan untuk menguraikdihdlanendasar yang mesti
diketahui tentang hukum pidana di Indonesia. Perxminatas bab dua dibagi dalam tiga
sub bab dan dimaksudkan untuk menguraikan tentajgrabh hukum pidana di
Indonesia; pengertian, fungsi dan tujuan hukum magaerta hubungan antara hukum
pidana dan hukum adminstrasi. Oleh karena peneliiakukan terhadap PERDA yang
pada dasarnya merupakan kelompok peraturan pergnomiangan dalam bidang
hukum administrasi, maka melalui uraian dalam bah diharapkan dapat tergambar
hubungan dan korelasi antara hukum pidana dendanrhadministrasi.

Bab tiga diberi judul ‘kebijakan kriminalisasi dala hukum pidana’ dan
dimaksudkan untuk menguraikan tiga hal penting ydibgdah dalam tiga sub bab. Sub
bab pertama, menguraikan tentang kebijakan penéarggan pidana; sub bab kedua
menguraikan tentang proses dan kriteria krimingiisialam hukum pidana; sedangkan
sub bab ketiga menguraikan tentang perumusan parbysidana dalam PERDA.
Melalui uraian dalam bab 3, diharapkan dapat tebgairapaya penanggulangan terhadap

kejahatan dan/atau pelanggaran melalui kebijakiamralisasi dan kebijakan legislasi.
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Merujuk pada permasalahan yang telah dinyatakaandalalam bab satu, maka
uraian dalam bab empat dimaksudkan untuk menyajleda yang diperoleh dan diolah
sebagai hasil penelitian. Disamping itu, data y#&lgh diolah akan dianalisis guna
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tigp-fiertanyaan penelitian akan
dijadikan sebagai satu unit analisis, dan tiap andlisis berisi uraian lebih spesifik dari
dan terhadap pernyataan penelitian. Sebagaimatadidemukakan, ada tiga pertanyaan
penelitian, sehingga pembahasan dalam bab empah ©aadang tentu akan terdiri dari
tiga sub bab. Bab empat diberi judul ‘kriminalisagrilaku beresiko dalam PERDA’
sedangkan ketiga sub bab, masing-masing menguragkeaiisis terhadap subyek dan
bentuk perilaku yang dikriminalisasi; analisis sathp kesesuaian perumusan perbuatan
pidana dengan teori kriminalisasi; dan analisibadap faktor-faktor yang memengaruhi
penegakan PERDA tentang Penanggulangan HIV & AIDS.

Bab lima dan/atau bab terakhir merupakan bab ppnualisajikan dalam dua sub
bab terpisah, masing-masing: kesimpulan dan s&Matalui bab penutup, diharapkan
dapat ditegaskan kembali hasil-hasil pokok dari lpgmasan dan analisis terhadap

pertanyaan penelitian sekaligus disertai dengaansang aplikatif.

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



19

BAB 2
HUKUM PIDANA DI INDONESIA
2.1 Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Membahas sejarah hukum pidana pada umumnya, daralsefjukum pidana di
Indonesia khususnya, sesungguhnya adalah mengurégkdang sumber utama dan
perkembangan sistem hukum pidana yang berlakuddinksia. Sejarah hukum pidana
Indonesia, bertalian erat dengan sejarah perkemabamgkum pada umumnya dan
perkembangan hukum pidana di dunia. Sedemikiamy@aspektrum sejarah hukum dan
sejarah hukum pidana, maka Rene Davis & John BBrierley ** mengelompokkan
keluarga hukum ke dalam 3 (tiga) keluarga hukunkny&l) The Romano-Germanic
Famil, (2) Common Law Familydan (3) Socialist Law.Mengenai pengelompokan di
atas, lebih lanjut dikatakan oleh Rene Davis & JBhE. Brierley?® “The classification
of laws into families should not be made on thedakthe similarity or dissimilarity of
any particular legal rules, important as the may; lieis contigent factor is in effect,
inappropriate when highlighting what is truly sifjoant in the characteristic of a given
system.” Diakui bahwa walaupun ketiga keluarga hukum yangmukakan di atas
sangat penting pengaruhnya terhadap pelbagai shaikom, akan tetapi ketiganya tidak
berlaku di seluruh dunia. Masih ada beberapa kgduaukum lain yang juga penting,
yaknilslamic Law, Hindu Law, Far East LaganBlack Afrika’s Law?®

Sejarah panjang perkembangan hukum pada umumnyautam pidana khususnya,
baik secara global maupun secara khusus di Indmntsitu dipengaruhi oleh banyak
faktor. John Gillissen & Frits Gorl€ mengemukakan empat faktor utama dan penting,
yang tampil ke permukaan dalam beraneka ragam d#atbentuk, yakni (1) faktor
politik, (2) faktor ekonomi, (3) faktor religi-idlogis, dan (4) faktor kultur budaya.
Merujuk sejarah global maka hukum pidana Indonesimasuk dalam keluarga hukum

yang disebut sebagdihe Romano-Germanic Family.”

%4 Rene Davis & John E. C. Brierlefhe Major Legal System In the World Todateven & Son,
London, 1996, halaman 20.

% Rene Davis & John E. C. Brierleiid, halaman 20.

% Rene Davis & John E. C. Brierleijnid, halaman 27 sampai dengan halaman 31.

27 John Gillissen & Frits GorléSejarah Hukum Suatu Pengantayang disadur oleh Drs. Freddy Tengker,
SH. CN, Bab Ill, halaman 91 dan seterusnya.
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Membahas sejarah hukum di Indonesia pada umummyawaim pidana khususnya,
tidak dapat tidak mesti dihubungkan dengan perkegdma keluarga hukum tersebut
secara umum, baik mengenai struktur konseptfiamber hukum maupun institusinya.
Bukti-bukti sejarah mencatat bahwa sejak zamarejanah,*° masyarakat primitif sudah
memiliki norma hukum yang menganut karakter hukuasional.®* John Gillissen &
Frits Gorle mengatakan:

“...norma hukum berkarakter irasional adalah tatahekum primitif danarkais
dimana kepercayaan anggota kelompok masyarakadi@phkekuatan supranatural
berbanding seimbang dengan ketidak-tahuan merekantg hubungan sebab akibat
dari kejadian-kejadian tersebut. Oleh sebab itajuisgangguan terhadap ketertiban
masyarakat oleh suatu pelanggaran terhadap atwedlakp yang telah diterima
secara umum, memancing reaksi yang sama dengaru daeicana alam,
mengandalkan pada kekuatan supranatural.”

John Gillissen & Frits Gorl& mencatat pula,

“Hukum Yunani kuno adalah salah satu dari sumberbsr sejarah terpenting bagi
tatanan hukum modern di Eropah. Selain itu negaraa¥i bagi peradaban kita
nampaknya lebih penting lagi satu dan lain karesragpruh yang dipancarkan oleh
para filsuf dan pemikir-pemikirnya serta adanya amagnegara kota Yunani dan
diturunkannya hukum privat. Orang-orang Yunani mlida ahli-ahli hukum yang

besar karena mereka tidak mempunyai kitab undadgng nyaris tidak ada
undang-undang, bahkan tidak meninggalkan buku-bukum dan ajaran hukum.”

28 Rene Davis & John E. C. Brierle®p. Cit halaman 20

% John Gillissen & Frits Gorldbid, halaman 39. Dikatakan, “Pembedaan antara prekejima sejarah
hukum pada hakekatnya terletak pada perbedaanaab#ngsa-bangsa tuna aksara dan bangsa-bangsa
beraksara. Dengan demikian aksara dapat dikatalksopakan faktor kebudayaan penting pertama yang
menentukan pengevolusian hukum.”

30 John Gillissen & Frits Gorldpid, halaman 70. Tentangrkais yaitu orang yang berhubungan dengan
masa lalu atau kuno, baca juga halaman 135.

31 John Gillissen & Frits Gorle, Ibid, halaman 152.
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Sejarah hukum Yunarif mulai mengenal karakter hukum rasional sejak betagta
abad sebelum Masehi, ditandai oleh mulai dibangaipoiis atau negara kota di Yunani,
dengan dan berdasarkan pada norma hukum yang ahserta suasana dan proses
pembentukan yang demokratis. Sejak saat itulah ldirsuatu pemikiran yang rasional,
menggantikan karakter irasional yang sudah diarjgkslama dan dipraktekkan oleh
masyarakat primitif. Pada saat yang hampir bersamaaakter rasional Yunani yang
mengutamakan pemikiran logis menyebar ke Romawg Yeemkarakter praktis pragmatis
melalui Kaisar Alexander Agung atau Iskandar Agyagg berkuasa pada tahun 356-
323 Sebelum Masehi (SM¥ yang pada ghalibnya melahirkan lImu Pengetahuawitu
Romawi ** atauRoman Legal Sciengeada sekitar tahun 150 SM. Perjalanan sejarah
hukum hukum Romawi kun®& dicatat berlangsung selama kurang lebih dua tziad
lamanya, dimulai dari abad VIl SM sampai dengankasar Justianus pada abad VI,
bahkan dasar hukum Romawi tetap dipakai dan teresipangaruhi perkembangan
hukum hingga abad Xll. Mulai abad XIl, di Bardf hukum Romawi mengenal
kebangkitan kembali pada era resepsi, dan sejakitsadingga sekarang ini, hukum
Romawi berpengaruh terhadap semua tatanan hubmnanistis-germanistis’

Pada zaman Romawi dikenal asagla poena sine lege praevi@ahwa tidak ada
pidana jika tidak ada undang-undang pidana, yasas yang mewajibkan pemerintah

membuat undang-undang yang lengkap. Selain itludikn jugakodifikasidanunifikasi

32 John Gillissen & Frits Gorldbid, halaman 73. Istilatkarakter rasionalatau yang disebut judaultur
rasional, sebagaimana tersebar dan dapat ditemukan dalabagael literatur; dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa tatanan hukum yang dibangunndama-norma, lembaga-lembaga dan pengertian-
pengertian yang berfungsi sebagai fondasi daya gatey merupakan alat untuk menyelesaikan persoalan
persoalan yuridis. Norma hukum tersebut tidak bafalari wahyu ilahi atau dalam orakel-orakel, maupu
ucapan-ucapan alim ulama, melainkan adalah hagilaten intelektual penciptaan hukum entah oleh
pembuat undang-undang atau hakim, maupun keduaru&elain (1karakter irasionaldan (2)karakter
rasional, disebutkan pula (3) karakter hukum duniawi a@kuler, (4) Pengembalian penguasa keagamaan
kedalam bidang keagamaan, dimana sebelumnya teaudalam fase pertama sejarah Romawi di bawah
kerajaan, sang raja secara simultan adalah penguasavi dan ulama tertinggi atdtontofex maximus,
(5) Karakter disistemitisasi, (6) Karakter abstr@h, Evolusi terhadap teknik hukum arkais menujigum
modern, dan yang terakhir (8) Profesionalisme damgpmiahan, merupakan ciri khas atau karakter hruku
modern yang terlahir sebagai akibat dari adanyakker rasionalisasi, sistematisasi dan abstraksi.

% Masa setelah meninggalnya Alexander Agung olela péli sejarah disebut Helenisme. Masa yang
berakhir sekitar tahun 30 SM yaitu sejak digabungka Mesir kedalam Kerajaan Romawi, ditandai dan
diwarnai oleh penyebaran kebudaaan Yunani keselduanfa. Baca selengkapnya dalam John Gillissen &
Frits Gorle halaman 105.

3 John Gillissen & Frits Gorle)p. Cit,halaman 105.

% John Gillissen & Frits Gorle)p. Cit,halaman 165.

% John Gillissen & Frits Gorldbid, halaman 165.

3" Hubungkan dengan Rene Davis & John E. C. Brietldgm catatan kali nomor 23-halaman 19
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melalui codex lustinianus | dan 113 Pada tahun 380 Romawi dijadikan Kristen dan
hukum gereja dijadikan sebagai hukum bagi negarda Rbad pertengahan Thomas van
Aquiono (1224 - 1227) mengatakan bahwa Tuhan adadgitipta manusia, sehingga
tugas hukum positif adalah melengkapi hukum alamtd&um manusia yang berubah-
ubah menurut tempat dan waktu. Grotius yang berndengkap Hugo de Groot,
meletakan ajaran hukum alam baru yang terlepas dasdar-dasar Ketuhanan.
Selanjutnya Imamnuel Kant (1724-1804) menguraikarsgcara lebih prakmatis, bahwa
sebelum ada negara, manusia hidup berkelompok daaatu masyarakat lalu
masyarakat tersebut mengadakan perjanjian untukyerenkan sebagian kekuasaan
yang diberikan oleh alanst@tusnaturalis) kepada negaratatus civili3 sehingga timbul
kekuasaan pada negara. Ajaran Kant yang bedietract socialini diikuti Thomas
Hobbes, John Locke, J. J Roussau, dan menjadidandahirnya revolusi Perancis.

Pada akhir masa kekuasan Raja Louis XVI, di Pesaterjadi apa yang disebut
Revolusi Perancis (1789) yang menimbulkan gagagaliter, dimaklumatnya Hak Azasi
Manusia (HAM) yakni kemerdekaan ataliberte, persamaan atalegalite dan
persaudaraan atafraternite Berlandaskan semangat revolusi tersebut, Napoleon
Bonaparte melakukan kodifikasi terhad@wde Civil Napoleon.Pandangan tentang
HAM yang mengarah pada prinsip bahwa manusia sahaapban Tuhan melahirkan
azas hukum yang terkenal yalaguality before the lawang dimuat dalam Konstitusi
Perancis tahun 1791. Azas ini membawa pengaruhpcllesar terhadap Konstitusi
diAmerika Serikat. Kodifikasi Napoleon diadopsi Ioleegara-negara jajahan dan/atau
negara-negara yang dipengaruh oleh Perancis. Pasabapemberlakuan hukum pada
wilayah geografis dan demografis tertentu menyedablahirnya aliranpositivisme
hukum, menggantikan aliran hukum alam yang diaebékimnya oleh beberapa ahli dan
filsuf seperti Jeremy Bentham (1748-1832) dan JAbstin (1790-1859) Inggris dan
Hans Kelsen (1881-1973) dari Austria.

Hukum Pidana sebagai hukum publik yang dikenal regkp telah melalui suatu
perkembangan yang lama dan lamban. Dalam pra Bgg@&embangan hukum pidana

adalah sebatas suatu perbuatan merusak atau n@eru@ipentingan orang lain,

% Bandingkan misalnya dengan lahirnyatin Tagyang menjadi menjadi cikal bakal azas legalitag&uya
lex sripta, lex certalanlex stricta.
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kemudian disusul dengan pembalasan. Pembalasabueada umumnya tidak hanya
merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan &rkena tindakan, melainkan
meluas menjadi kewajiban dari seluruh anggota kgtuhahkan selurutlan. Tindakan
balas-membalas dilaksanakan berdasarkmsn talionis 3 dan memiliki sifat hukum
perdata karena digantungkan pada kehendak dak p#rmy merasa dirugikan.

Negara-negara di Eropa Barat mulai mengembangk&anmyidana berdasarkan
hukum alam. Melalui beberapa filsuf besar sepestir&es dan Aristoteles di Yunani
serta Cicero di Romawi mulai dicari bentuk hukunmgydebih sempurna dari hukum
alam yaitu hukum yang abadi dan tidak berubah lkatempat dan waktu. Cicero
menyatakan bahwa hukum diadakan oleh masyarakat vmengatur kehidupan mereka.
Ada hubungan yang erat antara hukum dengan masyansng digambarkan dalam
adagiumubi societas ibi iuyang berarti tiada masyarakat tanpa hukum daa tiadum
tanpa masyarakat.

Hukum Cannonik ataorpus iuris Cannonicyaitu Hukum Gereja Katholik yang
dibuat sekitar tahun 1140, banyak mempengaruhimugigdana. Sejak berkembangnya
hukum Romawi sampai meletusnya revolusi Peraneiskpanaan penghukuman sangat
kasar dan kejam. Dasar dari penghukuman pada wakadalah perbuatan pembalasan
yang dilakukan oleh penguasa demi nama Tuhan. mugadu-satunya adalah untuk
menakut-nakuti ataafschrikking.Hukum pidana pada ketika itu belum merupakan suatu
ketentuan yang dipedomani dan karena sumber hukdak fpasti maka terjadilah
kesewenang-wenangan. Hakim-hakim diangkat oleh digeri hak menghukum yang
tidak terbatas dan bekerja untuk kepentingan raja.

Selain teori hukum alam dan teori hukum positifkim kebiasaan atacostumen
menjadi sumber hukum yang mempengaruhi lahirnyaifikedi. Filips Wielant, *°
seorang ahli hukum dari abad XVI mengatakan balhstmakaan sebagai sumber hukum
didefinisikan sebagai hukum tidak tertulis yangdierdari ketentuan sehari-hari atau
usance™ dan perbuatan-perbuatan yang terus menerus.

Kodifikasi pertama kali adalaiode Penal dan Code Ciwilakukan oleh Perancis di

Eropah dan kemudian ditiru negara-negara Eropatmyaj diantaranya Belanda pada

% |us talionisatau asas talis yang artinya hukum balas membalas.
40 30hn Gillisen dan Frits Gorl@p. Cit,halaman 245.
*1 John Gillisen dan Frits Gorlégid, halaman 246-247.
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tahun 1938. Bersamaan dengan kodifikasi, lahir mzas hukunmemo ius ignorare
censeteryakni adagium yang menyatakan bahwa setiap oramgggap mengetahui
hukum / undang-undang. Selain keinginan untuk nuidak kodifikasi hukum, ada pula
upaya unifikasi hukum yang tidak lain adalah usaiemyamakan pemberlakuan hukum
di Perancis. Pada tanggal 12 Agustus 1800, Kaisgmoldon membentuk suatu panitia
yaitu Portalis, Trochet, Bigot de Preamenean Malleville yang ditugaskan untuk
membuat rancangaddifikasi Sumber bahakodifikasiadalah hukum Romawi menurut
Peradilan Perancis dan menurut tafsiran yang dibledt Potier dan Domat hukum
kebiasaan daerah Pari€dutame de Par)s peraturan perundangan yang disebut
ordonansi dan hukum yang dibuat pada waktu Revolusi Peramyeitu hukum
Intermedieratau hukum sementara waktu. Hasbifikasidiumumkan pada tanggal 21
Maret 1804, dan pada tahun 1807 diundangkan me@jzdt Napoleorf?

Pada tahun 1791 setelah terjadinya Revolusi PeraecbentuklahCode Penal
pertama yang berlaku pada tahun 1810 dalam pemlerdapoleonCode Penatersebut,
dalam banyak hal dipengaruhi oleh jalan pikiranBgacaria dan pikiran-pikiran tersebut
tetap berpengaruh hingga saat ini. Selain itu,Hela Code PenaPerancis juga banyak
dipengaruhi oleh ajaran dari seoraatjist Inggris yang bernama Jeremy Bentham.
Hukum Pidana sampai dengan dekade ini masih daajulntuk memberi efek jera dan
menakut-nakuti masyarakat, terutama terlihat dasaman pidananya. Di Belanda, mulai
ada gerakan untuk melakukan kodifikasi terhadapinuEng-undangan hukum pidana
pada tahun 1795, namun baru pada tahun 1809 tetwBglanda melakukan kodifikasi
umum pertama yang bersifat nasiordl terhadap Crimineel Wetboek Voor Het
Koningkrijk Holland.

Pada tahun 1811-1816, Belanda dijajah oleh Peradeis berada dibawah

pemerintahan Lodewijk Bonaparté® Penjajahan Perancis atas Belanda sekaligus

2 E. Utrecht,Pengantar Dalam Hukum Indonesia,PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983,
halaman 476.

3 E. Utrecht/bid, halaman 378. Tentang Schreuder, liHat Wetboek van Strafrecht,halaman 43

4 Baca juga Jan Remmelinkukum Pidana - Komentar atas pasal-pasal terpentingdalam KUHP
belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesiaditerjemahkan olefristam Pascal Moeliono, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halamabikBdtakan bahwd.odewijk Bonaparteadalah adik
dari Napoleon Bonaparteyang diangkat menjadi Raja Belanda 1806-1810, nggleya Belanda
diintegrasikan ke Perancis tahun 1811-1813. Pabantd 809, Belanda memberlakuk&ode Penal
Perancis.Bandingkan juga dengan Satochid Kartanegtanpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian
Satu, halaman 22.

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



25

memberlakukarCode Penal Perancisebagai penggan@rimineel Wetboek Voor Het
Koningkrijk Holland sampai tahun 1886. Pada masaGonde Penabanyak mengalami
perobahan terutama ancaman pidananya yang kejamadnediperlunak, pidana
penyiksaan dan pidana ‘cap-bakar’ ditiadakan. Ss#dh peristiwa penting yang terjadi
ketika itu ialah penghapusan pidana mati daldetboek van Strafreckhiengan Undang-
undang 17 September 1870 staatblaat 1870 Nomosd&éangkan dalaretboek van
Militer Strafrechtjika terjadi pada waktu damai maka hukuman matkidilakukan
kepada musuh. Pada tahun 1881 hukum pidana nadt@h@hda terwujud dan yang
mulai berlaku pada tahun 1886, yang bernasdboek van Strafreckebagai pengganti
Code Penal warisan dari Napoleon, dengan tetapdipgegruhi oleh Code Penal Belgia
tahun 1867 dan KUHP Jerméstarfgezetzbucttphun 1871%°

Di atas telah dibentangkan bahwa salah satu fgktog menentukan perkembangan
hukum adalah faktor politik, yang berhubungan drantaranya dengan faktor penguasa
dan tradisi imperial*® Di Indonesia, walau bersifat arkaistis dan supramaéistis,
sejatinya hukum (pidana) sudah dikenal dalam maggar primitif. Dalam
perkembangannya, praktek hukum primitif berkembaladam kebiasaan-kebiasaan,
kelaziman dan hukum adat. Selanjutnya perkembahg&om adat dipengaruhi pula
oleh berkembang dan masuknya agama/ kebudayaan tardIndia, agam Budha dan
Cong Fu Tsu dari daratan China, kebudayaan IslankKdaten.

Perkembangan baru dalam hukum Pidana di Indonesmulal sejak lahirnya
Verenigde Ostindiche Compen¥OC) yang semula pembentukannya dikarenakan
Belanda tidak dapat mengambil hasil bumi dari barRtartugis yang ditaklukan oleh
Spanyol. Sebenarnya pengaruh Hukum Belanda dinpdda tanggal 30 Mei 1619
sewaktu Jan Pieterzoon Coen merebut Kota JacatraSdH#an Banten. Berdasarkan
resolusi tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu nsaEdingadilarchepenbanidi bawah
pimpinan Baljouw. Pada awalny&chepenbankanya mengadili perkara-perkara sipil,
tetapi kemudian berkembang mengadili perkara pidema penduduk kota yang bukan

budak dari bangsa apapun. Sedangkan pegawai-pelgampeni dan para serdadunya di

> Jan RemmelinkQp.Cit, halaman 40.
¢ Hubungkan dengan catatan kaki nomor 27-29 dan balemgkapnya dalam John Gillisen dan Frits
Gorle,Op. Cit,halaman 91 sampai dengan 94.
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pengadilan Raad van Justitie.*” KewenanganSchepenbankmeliputi pengusaha/
pedagang dan badan pemerintah. SelanjuBtgéen Generahtau Perwakilan Rakyat
Belanda diberiHak Otroi untuk melakukan perdagangan sendiri, mendirikameoe
perang, melakukan perjanjian dengan raja-raja dangangkatofficieren van Justitie
yaitu pegawai penuntut keadilan yang bertindak gaif@akim dalam perkara pidana dan
perdata. Pada zaman ini, Aceh sudah mengenal gstighukuman yang kejam seperti
hukuman mati dengan cara dibunuh, misalnya bagrasgoistri yang melakukan
perjinahan, hukuman potong tangan bagi seoranguperukuman menumbuk kepala
dengan alu lesung bagi seorang pembunuh tanp@hdk. tahun1750 dikenal pula Kitab
Hukum Mochar Raef® yang berisikan himpunan hukum pidana Islam, dikimgpan
dikeluarkan oleh VOC.

Pada masa pendudukan Inggris (1811-1815) dibawapipan Raffles, hukum adat
di Indonesia sangat dihormati, sehingga tidak aelal@han terhadap ketentuan yang
berlaku, kecuali yang terhadap sistim-sistim hukuryang tidak sesuai lagi. Perubahan
kecil yang dilakukan Raffles yaitpijnbank *° tempat untuk menuas orang sebagai
hukuman dihapuskan. Warga negara Inggris tidak hbaldukum lebih berat dari
hukuman pidana di Inggris atas perbuatan yang s&uiaisan hukuman hanya boleh
dilaksanakan setelah dilaporkan kepada Letnan danddéukuman mati hanya boleh
dilakukan setelah dilaporkan kepada Letnan Jendkethan Jendral berhak memberi
grasi atau remisi hukuman untuk sebagian sepentidale penjara untuk waktu
singkat/hukuman ringaatau korte gevanenzettingVarga negara Inggris tunduk pada
peraturan polisi yang ada.

Pendudukan Ingris tidak berlangsung lama, kareyeatahun setelah pemerintahan
Raffles yaitu pada tahun 1815, Belanda berkuasab&krdi Indonesia. Pada ketika itu
Belanda mulai menjalankan politik agraria denganngaeakan perubahan sistim
melaksanakan atau menjalankan hukuman yaitu paegpidana digunakan untuk kerja

paksa.*® Jenis-jenis hukuman pada masa itu terdiri atds,D{aukum kerja dengan

" Raad van Justitifuga sebagai pengadilan tingkat banding bagi parkang diadili diSchepenbank.
“8 Soepomo dan Djoko Soetorfejarah Hukum Adat |, tanpa penerbit, tanpa tahuralaman 36.

9 E UtrechtHukum Pidana |, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, halaman 27.

*0 Soepomo dan Djoko Soetor®@p. Cit,halaman 109.
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dirantai(kettingarbeid)(b) Kerja paksa dengan diberi upah atau tidak dibeahuelain
itu, dikenal juga macam-macam putusan HaKitmerupa:

1. Kerja rantai dengan pembuangan keluar pulau Jawa Miadura yang akan

ditunjuk pemerintah.

2. Kerja rantai di tanah Jawa ditempat yang ditunjeiprintah.

3. Kerja paksa diluar rantai baik dibayar dengan upalipun tidak dengan upah di

tempat pembuangan di luar Jawa dan Madura yangdikkanjuk pemerintah.

4. Kerja paksa diluar rantai baik dibayar dengan upalipun tidak dengan upah di

tempat pembuangan di tanah Jawa yang akan ditpejuerintah.

5. Pembuangan di luar Jawa dan Madura karena perbpatana yang dilakukan

oleh seorang bangsawan Indonesia asli.

Pada tahun 1867 Belanda melakukan kodifikasi HuRiglana dan berdasarkan azas
konkordansi makaVetboek Van Strafrecht Voor Europeangang telah dikodifikasi,
diumumkan dalanstaatblaatTahun 1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku di idkda
sejak tanggal 1 Januari 1867. Bagi golongan norpafradiberlakukanNVetboek van
Strafrecht voor Inlanderyang diumukan dalanStaatblaat Tahun 1872 Nomor 85,
dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 18¥8tboek van Strafrecht voor Inlander
adalah konkordan dengawetboek van Strafrecht voor European@ivS) untuk
golongan Eropa, dengan sedikit perbedaan pada begannya ancaman pidananya.
Disamping itu, diadakarpolitiek strafreglementdimana disatu sisi berlaku untuk
golongan Eropa dan yang satu lagi untuk bukan g@lorEropa sehingga menyebabkan
terjadi dualisme dalam hukum pidana, keadaan mens tberlaku hingga tanggal 1
Januari 1918, yaitu dilakukannyaifikasihukum pidana di Indonesia.

Pada tahun 1918Vetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indieahkan dengan
Koningkelijke Besluitlan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Jad9a8, dimana
terjadi unifikasi hukum pidana di Indonesia kar&aSberlaku untuk seluruh penduduk,
baik golongan Eropa maupun bukan. Bersamaan demgadiberlakukan beberapa
pengaturan seperti: (Xpestichten Reglement Staatblaeahun 1917 Nomor 708, (2)
Wijzigings OrdonantieStaatblaat Tahun 1917 Nomo 732, (Bwang Opvoeding
RegelingStaatblaat Tahun 1917 Nomor741, dan\{(éprwaardelijke Invrijheidstelling
Staatblaat Tahun 1917 Nomor149. Meskipun unifikagium pidana di Indonesia sudah

dinyatakan pada tanggal 1 Januari 1918 yang medgkepemberlakuan hanya/vS

*1 Soepomo dan Djoko Soetoribid, halaman 36 — 37.
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1918 saja untuk seluruh penduduk Indonesia ternyslum sepenuhnya dapat
terlaksana. Hal ini erat sekali hubungannya derRRgnmaturan Peradilan Hindia Belanda
yang mengatur adanya tiga macam lingkungan hukam latgkungan peradilarf atau
rechtsferenyaitu: (1) Peradilan pemerintah umum yang berlaktuk setiap orang, (2)
Peradilan swapraja, dan (3) Peradilan bagi prib&®ngaturannya berdasarkan pasal 130
Indische Staatsregelingintuk peradilan pemerintah umum digunak#aS sedangkan
untuk Peradilan Swapraja dan Pribumi digunakan mukdapt. Dinyatakan antara lain
bahwa sumber hukum langsung dari hukum pidana tagrah-daerah swapraja dan
daerah-daerah yang dibenarkan menggunakan hukumiriseyakni hukum adat.
Pedoman bagi peradilan swapraja dan pribumi tetd#gdamZelfbestuursregelen 1938
dan Ordonansi Staatblaat Tahun 1932 Nomor 32. Pemitan tiga macam peradilan
berlanggsung sampai tahun 1951, didasarkan pasanatdasan, (1) penghematan biaya
negara (2) pada beberapa bagian dimana berlakdilp@rgribumi ditinjau dari sudut
ekonomi dianggap tidak penting memberlakuk&aS. Konsekuensinya hukum pidana
materil yang berlakupun dibedakan atas beberajs jeitu:

(1) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie ybedaku untuk golongan
Eropah dan ditetapkan dengdgoninklijk Besluit10 Februari 1866 dan mengatur
tentang kejahatan-kejahatan.

(2) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie ybagdaku bagi Golongan
penduduk Indonesia (Bumi Putera), Timur Asing. Reem ini Ditetapkan dengan
Ordonnantietanggal 6 Mei 1872 dan mengatur tentang kejahe¢gatiatan.

(3) Algemeene Politie Straftreglemei@erlaku bagi golongan Eropah; Ditetapkan
Ordonnatie 15 Juni 1972; Mengatur tentang Pelaggpelanggaran.

(4) Algemeene Politie StrafreglemeBerlaku bagi Golongan Penduduk Indonesia dan
Timur Asing; yang ditetapkan dengan ordonnantidurs 1872.

(5) Rechtsreglement voor de BuitengewedtieiB), hukum acara pidana dan acara
perdata di luar Jawa dan Madura. Berlaku bagi Grorpenduduk Indonesia dan
Timur Asing di luar Jawa dan Madura, ditetapkanadalStaatblaat Tahun 1927
Nomor 227.

2 Satochid Kartanegar&umpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa
tahun, halaman 25.
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Sebagaimana telah diketahui bersama, kemerdekagar&N®epublik Indonesia di
proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selapgupada tanggal 18 Agustus 1945
diumumkan Undang-undang Dasar Negara Republik kglan Berdasarkan pasal Il
aturan peralihan UUD tersebut, semua perundangagiaasiayang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menuri@ tétsebut, untuk menghindarkan
kekosongan hukum ataachts vakuumMoment terpenting dalam sejarah hukum pidana
di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-undangn®fol Tahun 1946 tentang
berlakunya hukum pidana. Inti dari Undang-undanghbiol Tahun 1946:

(1) Pasal | Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tanggdtetfuari 1946, Berita
Republik Indonesia I Nomor 9 menegaskan bahwa aengenyimpang dari
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1945, peratunaitpan hukum pidana yang
berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukldengyang ada pada tanggal
8 Maret 1942.

(2) Semua peraturan-peraturan hukum pidana yang dikelmaoleh pemerintah
Jepang dan yang dikeluarkan oleh panglima tertiBg¢ptentara Hindia Belanda/
NICA (Verordeningen van het Militaire gezZagetelah tanggal 8 Maret 1942
dengan sendirinya tidak berlaku.

Menurut Han Bin Siong ada tiga pendapat mengenaiatiaberlakunya Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang berlakunya hukidana, pada masa sesudah
pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agli8as dan sebelum tanggal 29
September 1958 pada saat Undang-Undang Nomor h tB946 dikukuhkan dengan
Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 untuk diberlakukiaeluruh daerah Indonesia.
Ketiga pendapat tersebut dirangkum sebagai berkut:

(1) Prof Oemar Seno Adji, SH, cs mengatakan bahwa Updadang Nomor 1
tahun 1946, berlaku diseluruh wilayah bekas Negapublik Indonesia Yogya,
ditambah dengan daerah pulihan. Dengan perkataanb&laku di Sumatra
Timur, Jawa dan Madura kecuali Jakarta Raya dami&atan minus Kalimantan
Barat sebagai daerah pulihan.

(2) Han Bin Siong mengatakan bahwa Undang-Undang Ndntainun 1946, berlaku
diseluruh wilayah bekas NRI Yogya, ditambah dendaarah pulihan, kecuali
daerah-daerah pulihan di Kalimantan. Dengan peakatain, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1946 hanya berlaku di Sumatra minegakh Sumatra Timur, di
Jawa & Madura minus Jakarta Raya.

53 Andi Hamzah,Azas-Azas Hukum Pidana,Edisi Rrevisi, Rineka Cipta, 2008, halaman 25ntéeg

Han Bin Siong, lihatAn Outline of Recent History of Indonesian Crimindlaw, ‘sGravenhage: Martinus
Nijhoff, 1961.
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(3) Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa Undang-Undémgpor 1 tahun 1946,
berlaku di seluruh Jawa dan Madura serta Sumatpatsatu pengecualian.

Oleh karena terjadi perbendaan pendapat mengelmjaliberlakunya Undang-undang
Nomor 1 tahun 194éakasejak tanggal 29 September -1958, Undang-undangoN&m
tahun 1946 dinyatakan berlaku di seluruh wilayatiotresia. Ketentuan ini sekaligus
menyatakan tidak berlakunya semua peraturan-paratbiukum pidana, yaitu: (1)
Peraturan-peraturan hukum pidana yang dibuat petakan pendudukan Jepang, (2)
Peraturan-peraturan hukum pidana yang dibuat Peagidiliter Belanda, dan (3)
Peraturan-peraturan hukum pidana lainnya yang tididkiat oleh pemerintahan RI
menurut makna UU Nomor 1 Tahun 1946, kecuali dieznd lain karena sesuatu
pertimbangan.

Peraturan perundangan hukum pidana yang kert@karang adalah peraturan
perundang-undangan hukum pidana yang ada padaataBddaret 1942, berdasarkan
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dengarerdged perubahan dan
penambahan. Undang-undang hukum pidana yang didatauh Undang-undang Nomor
1 Tahun 1946 adalaWetboek van Strafreceebagaimana Staatblaat Tahun 1915 Nomor
732, disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KYJI#edangkan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1946 yang tadinya hanya berlaku umta&rahRepublik Indonesia
Perjuangan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dendraaiang-undang Nomor
73 Tahun 1958, setelah diadakan beberapa perolpanambahan mengenai ketentuan
pidana/delik. Hingga sekarang ini, KUHP telah méaga pelbagai perubahan
penyesuaian dan tambahan penting laintya.

Kendati telah mengalami banyak perubahan, terny@tiHP belum mampu
mengakomodir pemikiran dasar falsafah negara Pdamodan konstitusi UUD 1945.
Kenyataan tersebut mendorong hasrat untuk membé&ntiikkasi KUHP Nasional yang
bersumber dari hukum adat serta falsafah dan kossthegara Republik Indonesia.
Kegiatan membentuk Rancangan KUHP nasional (RUU R)$tidah berlangsung lama,
dimulai sejak tahun 1971 oleh beberapa panitia y@tgra berganti-ganti dibentuk oleh

¥ Baca selengkapnya dalam R. Soe${ldHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasalPoliteia,
Bogor, 1985, halaman 359 — 367.
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Pemerintah> Panitia yang terakhir dibentuk oleh Departemenakéhan dan mulai

bekerja pada tahun 1982. Rancangan terakhir danitigpatersebut telah diserahkan

kepada Ismail Salekelaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia, padiarb Maret

1993. Beberapa prinsip yang terkandung dalam pemamsRUU KHUP® adalah:

a.

bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menagaatau menegakkan
kembali nilai-nilai sosial dasar(basic social values)perilaku hidup
bermasyarakat, dalam rangka negara kesatuan Rlepodtinesia yang dijiwai
oleh falsafah dan idiologi negara Pancasila ;

bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergnndiklam keadaan
dimana cara lain melakukan pengendalian sqs@atial control) tidak atau
belum dapat diharapkan keefektifannya ; dan

bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dewghra pembatasan
dalam (a) dan (b) di atas, harus diusahakan desgagguh-sungguh bahwa
caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebmdividu tanpa
mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kétekt dalam masyarakat
demokratik yang modern.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sejauh ini telahaflitkan sejumlah kesepakatan

teoritik (doktrin) yang berkembang dalam dunia ilnpengetahuan hukum pidana

(khususnya di Indonesia), agar dapat dengan lebitamdipergunakan. Beberapa pokok

pikiran tersebut, antara lait:

1.

2.

o g

dihapuskannya perbedaan antara “"kejahatarfimisdrijven) dengan
"pelangggaran’(overtredingen)

dipergunakan istilah "tindak pidana” untuk apa y#&itg kenal dengan istilah
"strafbaar feit”

meskipun tetap mengakui azas legalitas, tetapi mukpidana) adat yang
berlaku harus diberi tempat ;

pengertian bentuk-bentuk “kesalahafsthuld) dalam “kesengajaan{opzet)
dan "kealpaan” (culpa) ditegaskan maknanya ;

pertanggungjawaban korporasi dicantumkan ;

kurang kemampuan bertanggungjaw@brminderde toerekeningsvatbaarheid)
dicantumkan ;

alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuakasa( pembenar) yang
diluar undang-undan@uitenwettelijke straftuitingsgrongberlu diatur ;

® Usaha-usaha konkret menuju tercapainya hasraebigrsantara lain dapat dikemukakan usaha
Basaruddin dan Iskandar Situmorargng menyusun Rancangan Buku | KUHP pada tahun da@Buku

Il pada tahun 1976. Lihat juga Andi HamzaDp. Cit halaman 25. Bandingkan pula dengan Marjono
Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana - Kumpuéanigan Buku Keempat, Pusat Pelayanan dan
Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Ul, Jakafi8 7, halaman 3.

%% Marjono ReksodiputraQp. Cit,halaman v sampai dengan vi.

" Marjono ReksodiputraQp. Cit,halaman 4-5
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8. stelsel pidana (dan jenis pidana) yang mencermiidatogi negara Pancasila
harus tercermin (pidana mati, pidana penjara, piddenda dan tindakan/
double-track system)

9. pidana tambahan agar memuat pula: pembayaran mgeytdan pemenuhan
kewajiban adat ;

10.diperlukan ketentuan tentang tujuan pemidanaan ydagat merupakan
pedoman bagi hakirgstraftoemetingsleidraad).

Selain kesepakatan teoritik-doktrinal dalam BukuTIm pun telah menyusun
rancangan Buku I, dengan memperhatikan beberapsalaia pokok yang telah

diidentifikasi, antara lain:

1. menyederhanakan rumusan tindak pidana agar lebdaimdipahami;

2. meniadakan pengertian “pelanggaran{overtredingen) yang berarti
menghilangkan Buku-lll WvS dan sejauh diperlukannmasukkan tindak
pidana yang tercantum dalam Buku-IIl WvS ke dalamkiBIl RUU KUHP;

3. menambah tindak pidana “baru” dalam Buku-lIl RUU KRJHejauh diperlukan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangarmmhpidana di luar
WvS dan perkembangan bentuk-bentuk baru “tinda&natidalam masyarakat;

4. menghapus kata-kata yang mempunyai pengertian rigagsan”’(opzet)dalam
rumusan tindak pidana, sebagaimana pada saat andalkm rumusan WvS
(bahasa Belanda dan terjemahannya dalam bahassemdp;

5. menyusun sistematika (bab-bab) yang sesuai dengamkipan Tim tentang
tindak pidana apa saja harus (akan) tercantum datdwm-11 RUU KUHP ;

6. menyusun kembali ancaman sanksi pidana yang adandBuku-ll RUU
KUHP, dengan berpedoman pada beberapa kesepaleatgriefah dimasukkan
dalam Buku-I (misalnya tentang pidana mati danmad@enda)>®

2.2 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Kata pidana adalah salah satu kosa kata dalam bahasa Indoreegiaberartderita
ataunestapaHukum pidana, dengan demikian secara sederharz digptikan sebagai
hukum tentang pengenaan nestapa atau penimbulda. d&lihan katapidana, sedikit
banyak dipengaruhi oleh istilatraf dan/atatstrafrechtyang telah terlebih dahulu dipilih
oleh/dan dalam Bahasa Belanda, begitu juga dengata enal di Perancis.
Kecendrungan memilih istilah yang mengandung keaafsanilaritas makna
menunjukkan bahwa pengaruh keluarga hukBomano-Germanioyang membentuk
sistem hukum Eropa Kontinental pada umumnya segtarieis, Belanda dan Indonesia

khususnya, menjadi sesuatu yang tak terbantahkan.

%8 Marjono Reksodiputrdbid, halaman 5-6
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Lain halnya dengan sistecommon lawyang justru menggunakan beberapa kata atau
istilah seperticrimeoffensécriminal yang artinya perbuatan jahat atau suatu tindakan
yang bersifat jahat, dasriminal law yang berarti hukum tentang kejahatan.

Sesungguhnya hukum pidana merupakan salah satagcaaa ilmu hukum pada
umumnya, dan merupakan ranting dari hukum publgardping hukum tata negara dan
hukum adminsirasi negara. Semua bidang hukum, baikum privat/hukum sipil
maupun hukum publik termasuk didalamnya hukum m@daada dasarnya bertujuan
untuk menjamin ketertiban dan kedamaian serta &esgpan hidup dalam masyarakat.
Hukum tidak bermanfaat apa-apa, jika tidak dapatjamin tercapainya tujuan-tujuan di
atas, karenanya® banyak norma hukum dituangkan dalam ketentuan tyrara
perundang-undangan agar dapat ditaati.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bewoiumka hukum, mempunyai
dua fungsi, yaitu fungsi penetapan norma dan fun@siciptaan normaMenurut
D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. PH. Sutorils,

"Suatu undang-undang mempunyai fungsi penetapamanojika norma yang

ditetapkan itu sesuai dengan norma sosial yangkerlSebagai contoh nyata, yaitu
pembunuhan. Menurut pendapat umum (norma sosia)aladtidak patut untuk

membunuh sesama manusia. Ketentuan undang-undagg ngangancam dengan
pidana suatu pembunuhan tidak mengubah norma sosebpi hanya

menguatkannya. Undang-undang mempunyai fungsi p&aci jika norma hukum itu

menyimpang dari norma sosial sehingga manusia b&gerilaku lain dari semula.
Sebagai contoh, dapat ditemukan dalam hukum Kedertyang dituangkan dalam
undang-undang khusus.... Apabila pembentuk undadgng berketetapan untuk
membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukutukuseluruh atau sebagian,
yang terkandung dalam maksudnya adalah, antara laimiuk memberikan

perlindungan pada kepentingan umum yang berhubudgagan norma tersebut.
Tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutladétapi dapatdiharapkan bahwa
penentuan dapat dipidana itu akan dapat membatejpatinya norma tersebut.”

Kedua fungsi hukum vyaitu fungsi penetapan norma fuagsi penciptaan norma
sebagaimana dimaksud di atas, dalam berbagai ledgaast disebut dengan fungsi

hukum ®* sebagai (1kocial controldan sebagai (Zocial engineeringFungsi hukum

9 D. Schaffmeisteret. al, Hukum Pidana - editor J. E Sahetapi & Agustinus Pohan, PT.aChditya
Bakti, Bandung, 2007, halaman 20.

%9 D. Schaffmeisteret. al,Ibid, halaman 20-21.

®1 Lihat misalnya dalam Steven Vad@aw and Society — Third Edition, Saint Louis University, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1991 ah@hn 12 dan seterusnya.
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menurut Roscoe Pourfd ada dua, yaitu (a) hukum sebagatial control atau yang
disebut sebagdaw as a tool of social contralan (b) sebagaiocial engineeringatau
dengan kata lailaw as a tool of social engineerinBi satu sisi, sebagaocial control
hukum diharapkan dapat mengontrol setiap perilakggata masyarakat agar sesuai
dan/atau tidak bertentangan dengan hukum. Di aisg Yain, sebagaiocial engineering
hukum diharapkan dapat membentuk dan/atau mengslmtn masyarakat agar sesuai
dengan harapan dan cita-cita hukum, atau denggkatidikatakan bahwa fungsi hukum
berkait erat dengan perubahan sosial atenial changes.

Dalam kerangka fungsi hukum yang demikain itu, SteVago®® mengemukakan
keuntungan(advantages)dan kerugian(disadvantagesyyang mungkin dihadapi jika
menggunakan hukum sebagai sarana untuk melakid@mal changes.Dalam
pembahasannya disebutkan 3 (tiga) keuntungan wyakd, (1) hukum dibentuk oleh
lembaga yang sah dan memiliki kewenangan untuk reatok dan memberlakukan
hukum sehingga dapat dengan mudah menimbulkanWteggiegitimate authority)(2)
hukum memiliki kekuatan mengikat serta dapat ditkga oleh aparat yang diberi
wewenang untuk itfthe binding force of law)dan (3) hukum memiliki sanksi yang
tegas(sanction). Sedangkan kerugiannya adalah bahwa hukum menkiéiiampuan
yang sangat terbatas karena, (1) hukum hanya mermgalah satu instrument kebijakan
yang hanya dapat berfungsi dengan baik jika dipeaigan secara berbarengan dengan
instrumen kebijakan lainnydlaw as a policy instrument)dan (2) hukum sangat
tergantung pada moralitas dan standart nilai gamitesip-prinsip umum yang berlaku
dalam suatu masyarak@norality and values)f*

Disamping keuntungan dan kerugian sebagaimana dk&an di atas,
dikemukakan pula beberapa faktor yang dapat menapehig berhasil tidaknya
perubahan sosial yang diinginkan oleh hukum. Pextadalatlfaktor-faktor sosiakeperti
konflik kepentingan(vested interest)kelas sosial dalam masyarak@bcial class),
adanya perlawanan atau resistensi idiolqgisological resistance) dan/atau adanya
kelompok-kelompok oposisi yang secara terorganidan tersistematis menolak

perubahan(organized opposition)Kedua, faktor-faktor psikologisseperti kebiasaan

%2 Steven Vagolbid, halaman 15.
83 Steven Vagolpid, halaman 225.
% Steven Vagplbid, halaman 226.
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dalam masyarakat yang telah berlangsung |émadit), kuatnya tidaknya motivasi atau
keinginan untuk berubah(motivation), pengabaian terhadap perubahan karena
masyarakat tidak yakin dengan kemanfaatan yangvalikean oleh hukunfignorance),
beberapa persepsi yang berkembang beriringan danfarsamaan dengan kaidah
hukum yang ada, serta perkembangan nilai-nilai hyarag dianut oleh suatu masyarakat
(selective perception§®

Ketiga, faktor-faktor budayaseperti adanya keyakinan bahwa hidup tidak laaiedd
menjalani takdir dan nasib yang telah ditentukaeholfuhan fatalisme), adanya
anggapan dalam masyarakat bahwa mereka memililerisupas dan apa yang telah
dijalankan selama ini adalah yang terba&itn6centrisme)adanya ketidak-cocokan antara
praktek yang sudah lama dilaksanakan oleh suatuyaredsat dengan apa yang
dikehendaki oleh hukumincompatibility), adanya tahayul atau mitos yang dipercayai
oleh masyarakat walaupun tidak pernah terbukti reetaktual (superstition). Faktor
keempat adalalfiaktor ekonomiyakni bahwaketerbatasan sumber daya ekonomi akan
sangat mempengaruhi suatu komunitas dalam menesoau perubahan yang
ditawarkan melalui hukunt®

Menyinggung tentang tujuan hukum pidana, Wirjonodydikoro®’ mengatakan,

”... tujuan dari hukum pidana adalah untuk mememaba keadilan. Diantara para

sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidda&ah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakuigahatan, baik secara
menakut-nakuti orang banyafgenerale preventiemaupun secara menakut-
nakuti orang tententu yang sudah menjalankan kigahagar dikemudian hari
tidak melakukan kejahatan la@peciale preventie).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-oranggyandah menandakan suka
melakukan kejahatan agar menjadi orang yang bhikttea sehingga bermanfaat
bagi masyarakat.”

Di Amerika misalnya, ada tiga sumber utama bagiunulpidana®® yakni (1) the
common law, (2) statutory lavdan (3)constitutional law Mengenai asal-muasal dari

criminal law, makaN. Gary Holten & Lawson L. Lamanengatakan,

% Steven Vagplbid, halaman 228.

% Steven Vagolpid, halaman 229.

87 Wirjono ProdjodikoroAsas-Asas Hukum Pidana di IndonesialPT. Refika Aditama, Bandung, 2008,
halaman 19.

% Richard G. Singer & John Q. La For@p. Cit halaman 1.
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“Every human in society has the need to prohibisabat are viewed as being so
harmful they cannot be tolerated if social ordetase maintained. Crimes are those
acts whice are prohibited and for which perpetratavill be punished. Criminal law
is made up of those coercive orders of prohibiigsued by governing autorities as
well as the orders concerning the process by wbiténders are brought to justice
and the prescribed sanctions that governments impgen those found guilty of
committing violations.’®*

Perihal pengertian Hukum Pidana, Jan Remmefthinengatakan,

"... bahwa hukum pidana, pertama-tama adalah untekujuk pada keseluruhan
ketentuan yang menetapkan sarat-syarat apa sajgnyangikat negara, bila negara
tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum meangsdana, serta aturan-
aturan yang merumuskan pidana macam apa saja y@ergehankan. Hukum pidana
dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku aukum pidana positif, yang
juga disebujus poenaleHukum pidana demikian mencakup:

1. perintah dan larangan yang atas pelanggaran tevhgalaleh organ-organ yang
dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkanaman) pidana; norma-
norma yang harus diataati oleh siapapun juga ;

2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sargma Yang dapat
didayagunakan sebagai rekasi terhadap pelanggamanamorma itu; hukum
penitensier atau yang lebih luas, hukum tentangssan

3. aturan-aturan yang secara temporal atau dalarkgamgktu tertentu menetapkan
batas ruang lingkup kerja dari norma — norma.

Disamping itu, hukum pidana dapat dipergunakanndadati subyektif. Disini kita

akan berbicara tentapgs poeniendihak untuk memidana.”

Batasan serupa disampaikan Satochid Kartanéygemg mengatakan,

"Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti yag lebih tepat jika dikatakan,
bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari bebevagut, yaitu:

a. hukum pidana dalam arti obyektif.

b. hukum pidana dalam arti subyektif.

Hukum pidana dalam arti obyektif juga disebut iogemale, yaitu sejumlah peraturan
yang mengandung larangan-larangan atau keharudandsan dimana terhadap
pelanggarannya diancam dengan hukum. lus poenpégt déoagi dalam:

a. hukum pidana materil.

b. hukum pidana formil.”

% N. Gary Holten & Lawson L. Lamaffthe Criminal Courts — Structures, Personnel and ddesses,
McGraw — Hill, Inc, New York, St. Louis, San Frascd, Aucland Bogota, Caracas, Lisabon, London,
Madrid, Mexico, Milan, Montreal, New Delhi, PariSan Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, 1991,
halaman 38.

9 Jan RemmelinK,oc. Cit,halaman 1.

"1 Satochid Kartanegar@p. Cit,halaman 1
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Lebih lanjut, Satochid Kartanegareenjelaskan,

"Hukum pidana materiil berisikan peraturan tentang:

1.

2.

3.

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman ¢ésedtiten), misalnya:

- Mengambil barang milik orang lain.

- Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan parkakain ; mengatur
peranggungan jawab terhadap hukum pidana.

hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yetakukan perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang atau juga disekuwin penitentier.

Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peaat yang mengandung cara-

cara negara mempergunakan haknya untuk melaksahakaman.

72

Masih tentang pengertian hukum pidana, H. J. vémasendijk mengatakan,

1.

"Hukum pidana menurut arti jang ringkasnja melipsgigala peraturan hukum
jang menetukan perbuatan-perbuatan (kelakuan omgreRah diantjam dengan
hukuman, siapa harus dihukum karena perbuatanaitu hdikuman mana jang
boleh didjatuhkanApa, siapadan bagaimanadihukum, ketiga pertanjaan ini
didjawab oleh hukum pidana menurut arti jang rirsgkang dinamai djugaukum
pidana madi Menurut arti jang luas, hukum pidana itu melipdjiiga hukum
atjara pidanaatauhukum pidana zahirijang mengatur tjaranya hukum pidana
madi dilaksanakan. Biasanja istilah hukum pidanpgakiki dengan arti jang
ringkas...”

“Pokoknya definisi hukum pidana ialah “hukuman.’ld@gar ilmu hukum pidana
harus sudah pada permulaan menginsyafi arti hukutdakuan berarti suatu
kesengsaraafang dapat dibebani kepada barangsiapa jang dipbksan karena
melakukan atau turut tjampur dalam sesuatu peaspwdana. Hukuman ialah
suatu sanksi jang istimewa, sedjenis sanksi janggherankan. Karena sanksi ini
dapat merusakkan kepentingan-kepentingan orang fanigesar (miliknja,
kemerdekaannja, hidupnya) padahal peraturan-paratunkum djustru dibentuk
untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu...”

“‘Hukum pidana menentukan perbuatan apa jang dmanti@ngan hukuman,
umpamanja pentjurian, pembunuhan, penghinaan dgakbkelakuan yang tidak
diberi nama... Kaidah-kaidah ini tidak hanya ditippleh agama, kesusilaan dan
kebiasaan, melainkan djuga diperteguh oleh hukudepe..””®

Kutipan dan pembahasan tentang pengertian hukuem@idgampai sejauh ini telah

memperlihatkan secara gamblang, tiga aspek ped@fgn hukum pidana, yakni (1)

perbuatan pidana, (2) pertanggungjawaban pidama,(8ahukuman pidana. Literatur

2 Satochid Kartanegarthid, halaman 1
3 H. J. van SchravendijlBuku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia J. B. Wolters, Djakarta,
Groningen, 1956, halaman 13 sampai dengan 15.
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berbahasa Belanda, sebagaimana Saner dalam Gtiaétal* menyatakan bahwa ketiga
aspek penting dalam hukum pidana di atas, diselmnganonrecht, schulddanstrafe.
Disisi lain, literatur berbahasa Inggris sebagainéterbert L. Packef” menyebutnya
sebagacrime,responsibilityandpunishment.

Dalam pelbagai literatur Hukum Pidana di Indonesi® para penulis
menyebut/menerjemahkan istilabnrecht dan/atau straafbaar feit dengan berbagai
macam istilah dan sebutan. Ada yang menggunaki&higeristiwa pidana (R. Tresna &
Utrecht), ada yang menyebut istilah perbuatan p@idamalaupun tidak untuk
menerjemahkarstraftbaar feit, (Roeslan Saleh & Moeljatno), ada yang menyebut
perbuatan yang boleh dihukum/perbuatan yang dipakum (H. J. Van Schravendijk),
ada yang menyebutnya detlielictum(Andi Hamzah), ada yang menyebut tindak pidana,
ada yang mengusulkan agar digunakan istilah peabuatminal (A. Z. Abidin), bahkan
ada pula yang menerjemahkannya sebagai kejahatan.

Ruslan Salel” mengatakan, "Perbuatan pidana adalah perbuatanhemtentangan
dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oiéturh. Syarat utama dari adanya
perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada atamgnmelarang.” Pendapat Ruslan
Saleh tersebut dirujuk pada pendapat dari Moeljderdang perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dis&ampaialam Pidato Dies Natalis
Universitas Gajah Mada tahun 1955. Pada kesemp#iamoeljatno mengatakan,
“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilaraetp a@turan hukum pidana dan
diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggagém tersebut.”

Akan tetapi dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidan@eljtno’® mengatakan,

4 Chairul HudaPari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” menuju kepada “TiadaPertanggungjawaban
Pidana tanpa Kesalahan,”Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan TindakaRal dan Pertanggung-
jawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakart8, ddlaman 5. Tentang Saner, baca selengkapnya
dalam Wilhem Sanetrundlangen des Strafrecht,.eipzig, 1921, halaman 8.

> Herbert L PackerThe Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California-USA, 1968,
halaman 54.

78 Lihat misalnya dalam Andi Hamzahzas-Azas Hukum PidanaOp. Cit,halaman 86-87.

" Ruslan SalehPerbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban PidanaDua Pengertian Dasar Dalam
Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halamdan9halaman 13. Bandingkan pula dengan ulasan
dari Bambang PoernomdalamAsas-Asas Hukum PidanaQp. Cit,halaman 126.

8 Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidana- Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakart@&Mhalaman 59.
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“ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarligsmatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidatentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakdmvé perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang di@mcam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukanakepperbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakarang), sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbullegadian itu.”

R. Tresna’® menerjemahkarstraafbaar feitdengan sebutan peristiwa pidana dan
mengakui bahwa sungguh tidak mudah mendefinisikaara tepat apa yang dimaksud
dengan “peristiwa pidana” itu, namun dengan singkapat dikatakan “... peristiwa
pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkadsugtan manusia yang bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan perundangarydaiterhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukumanMembahas lebih jauh tentang peristiwa pidana
dihubungkan dengan subyek hukum pidana, R. T*€smanyatakan,

"... Menurut hukum tertulis di Indonesia, pada unmya yang dapat dijadikan subyek
dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lankapgan, hanya perbuatan
manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidédgvan tidak dapat berbuat
melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak daogat diberlakukan terhadap
hewan. Begitu pula halnya dengan suatu badan huataupun didalam beberapa
hal badan hukum, akan tetapi badan hukum tidak tddpantut karena hukum

pidana. Sudah terang misalnya, bahwa hukuman-hukym&ok yang dikenal di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepertium#an mati, hukuman

penjara, kurungan atau tutupan, tidak dapat dii@a terhadap badan hukum...”

Sementara di sisi yang lain, H. J. Van Schraveridijkengatakan:

“Menurut teori hukum pidana, maKgerbuatan jang boleh dihukumialah kelakuan
orang yang begitu bertentangan dengan keinsjaf&unhusehingga kelakuan itu
diantjam dengan hukuman, asal dilakukan oleh sgofjang karena itu dapat
dipersalahkan. Menurut KUHP, makperbuatan jang boleh dihukumada segala
kelakuan seperti dinjatakan dalam Buku Kedua détuB{etiga.”

9 R. TresnaAzas-Azas Hukum PidanaUniversitas Padjadjaran, Bandung 1959, halaman 28.
8 R. Tresnalbid, halaman 31.
81 H. J. van Schravendijkoc. Cit,halaman 87.
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Sebagai konsekuensi dari dianutmzas legalitag? dan asasullum delictum nulla
poena sine previae lege poenalalam hukum pidana Indonesia, maka rujukan satu-
satunya untuk melihat perbuatan pidana itu, adaddilagai peraturan perundang-undang
pidana, baik umum maupun khusus tentang perbuatiama tertentu, serta peraturan
perundang-undangan dalam bidang hukum administyasig dimaksudkan untuk
mengatur tata hubungan antara masayarakat dengananermasuk Peraturan Daerah,
yang didalamnya menggunakan sarana dan sanksigpidan

Pengertian ‘perbuatan pidana’ yang dikemukakan tdis,aadalah menyangkut
perbuatan atau kelakuan atau kejadian yang dapakuin, jikalau perbuatan tersebut
memenuhi semua rumusan yang ditegaskan dalam meraperundang-undangan
pidana. Akan tetapi, ternyata tidak semua oranggyperbuatan atau kelakuannya
mencocoki semua unsur dalam peraturan perundargpgad pidana, dengan serta
merta dapat dijatuhi hukuman. Kata ‘dapat’ dalaniinkat pertama paragraf ini,
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa untuk menghuteseorang maka selain
perbuatannya harus memenuhi semua unsur dalam anmperaturan perundangan
pidana, perlu pula memperhatikan unsur lain yaksekahan pelaku.

Selain penguraian mengenai perbuatan pidana yamgpaiean obyek dari hukum
pidana, maka pembahasan tentang kesalahan dakupegtang terangkum dalam
pertanggungjawaban pidana, pula merupakan obyekndhjian tentang hukum pidana.
Moeljatno,sebagaimana dikutip oleh Bambang Purn8fmaengatakan,

“...Jlka menghadapi suatu kata majemuk perbuatalana, pokok pengertian harus
mengenai kata pertama, disini perbuatan dan takgkion mengenai orang yang
melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang melakukan tidak disebut
disitu. ... Dengan demikian pokok pengertian tetaga perbuatan, kata yang pertama
dari kata majekmuk tadi. Apakah inkonkrito yang akekan perbuatan tadi sungguh-
sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di&sré perbuatan.”

82 Baca selengkapnya dalam: Eddy O.S. Hiakeas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum
Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009. Ada empat upenting dalam azas legalitas, yaitu: (@&X
scripta yaitu bahwa hukum harus tertulis, (B certayaitu bahwa hukum haruslah pasti, (¥n
retoroactive yaitu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, ddh larangan menggunakamalogi.
Hubungkan pula dengan ketentuan pasal 1 ayat (IjKdalam KUHP terjemaham R. Soesilo yang
berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum,ain&hn atas kekuatan pidana dalam undang-undang,
yang ada terdahulu daripada perbuatan Ltihat pula UUD 1945 amendemen keempat, pasal 28ti@)
khusus tentangion-retroactive sebagainon-derogable rightsyaitu hak-hak asazi yang tidak dapat
dikurangi dalam kondisi apapun oleh siapapun juga.

8 Bambang Poernom@p. Cit,halaman 129.
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Dalam hukum pidana Belanda telah lama dikenal danutl azas hukurgeen straf
zonder schuldyang kemudian dianut pula di Indone¥iajan diterjemahkan dengan,
"tiada pidana tanpa kesalahan” serta dimaknai sepagseorang hanya dapat dipidana
jika pada perbuatannya ada suatu kesalahan atasuatla sifat yang tercela.” Dengan
kata lain, azas “tiada pidana tanpa kesalahan” 8apat diterapkan jika perbuatan yang
dituduhkan kepada seseorang adalah perbuatan piSejeah azageen straf zonder
schuld bermula ketika di Perancis berlaku ajarfait materielle® yang menyatakan
bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pibdaikaberupa kejahatan maupun
berupa pelanggaran harus dipidana, tidak pedukakp#s& mempunyai kesalahan atau
tidak, kecuali dalam rumusan delik dimuat unsuak&san.

Ajaran fait materiellemenandaskan bahwa sudah cukup untuk menjatuhkanaid
kalau perbuatan yang akan dipidana sudah sesugad@enmusan ketentuan pidana, dan
bahwa dalam menjatuhkan putusan maka hakim tidaku peeneliti ada tidaknya
kealpaan atau kesengajaan dalam perbuatan pelatta.aRhir abad ke XVIIl, ajaran ini
sangat ditentang oleh beberapa kalangan karenaggéipn dapat menimbulkan
ketidakadilan bagi terpidana yang sama sekali tidempunyai kesalahan. Serentak
dengan penolakan tersebut, para ahli hukum pidaer@gajurkan agar segera diterima
dan dipergunakan ajarayeen straf zonder schuldjarangeen straf zonder schulshru
sungguh-sungguh diterima pada tanggal 14 Febudlb,1Retika Pengadilan Tinggi
Belanda(Hoge Raad)secara tegas membenarkan pendapat yang menganiobyse
geen straf zonder schulanelalui putusan yang dikenal dengarmest susu.Sampai
sejauh itu, ajararfait materielle masih dianut dalam KUHP Indonesia sepanjang
mengenai pelanggaran, dimana hakim tidak perlu makan bukti mengenai adanya
kealpaan atau kesengajaan, sebagaimana pada &gjakanyataan tersebut dapat dilihat
dalam Buku Il KUHP tentang kejahatémisdrijven)terutama dalam pasal-pasal yang
ketentuannya selalu mengandung unsur kesalahak, Werupa kealpaan ataupun

kesengajaan. Sebaliknya, dalam Buku Il KUHP tegtpelanggararfovertredingen),

8 Lihat misalnya dalam D. Schaffmeister, N. Keijer,PH. SutoriusOp. Cit, halaman 77. Sebagaimana
telah diketahui, azdgeen straf zonder schuld,dalam bahasa Jerman disebeihe Strafe ohne Schuld”
atau dalam bahasa Latin disebittus non facit reus nisi mens sit redDalam bahasa Inggris diseban

act does not makes a person guilty unless his migdilty” atau disebutno punishment without fault.”

8 E. Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana |, Univeritas Padjadjaran Bandung, Cetakan
Kedua, April 1960, halaman 98.
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kebanyakan pasal-pasalnya tidak memuat unsur kesal&ecuali®® ketentuan yang
memuat kata kerja yang berarti kesengajaan sebagaimasal 490 ke-1, 496, 504 dan
551, sedangkan ketentuan yang memuat tentang keadgmalah pasal 490 ke-3.

Di Indonesiaazas geen straf zonder schulidak tertulis dalam KUHP namun
Mahkamah Agung’ dalam putusannya tanggal 13 April 1957, Nomor 37I8IA.Pid,
atas nama Roeslan Abdoelgani, sebagaimana terralaa dMajalah Hukum tahun 1957
Nomor 7-8 halaman 13-19 menganggap bahwa berlakprigaip tiada pidana tanpa
kesalahan adalah sesuai dengan rasa keadilanatséiel prinsip tiada pidana tanpa
kesalahan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tdlfi6d tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimex pasal 4 ayat (2) yang berburiyijada
seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali #p&®ngadilan, karena alat pembuktian
yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakialawa seorang yang dianggap
dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas parbyang dituduhkan atas dirinya.”
Ketentuan di atas, kemudian diambil alih secamtatis-mutandislan ditempatkan dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keteredentuan Pokok Kekuasaan
Kehakimanex pasal 6 ayat (2), yaitu Undang-undang yang mericahl Nomor 19
Tahun 1964.

Meskipun telah lama ditinggalkan namun dalam abadem sekarang ini ajardait
materielle masih dibicarakan, bahkan jauh lebih sering dig#éan seiring dengan
adanya paradigma dan perkembangan baru dalam hpldana khususnya mengenai
subyek hukum pidandjaik subyek hukum orang atau manusia maupun badkmrh
dan/atau korporasi. Diskusi-diskusi ilmiah, dengaamikian tetap pula dilakukan
sehubungan dengan adanya perkembangan dalame@otehtangpertanggungjawaban
pidana sepertcorporate liability, vicrious liabilty, command responsibilitgbsolute
liability danstrict liability, yang sangat erat kaitannya dengan ajaran tiadaitanpa

kesalahan.

8 Baca selangkapnya dalam Wirjono Prodjodik@p, Cit,halaman 75.
87 wirjono ProdjodikoroJbid, halaman 77.
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Kata kesalahan yang dikenal dalam hukum pidanankesia merupakan terjemahan
dari kataschuld®® dalam arti luag® yang secara umum dipergunakan oleh banyak ahli
hukum pidana, meliputschuld atau kesalahan dalam arti sempit yaitu kealpaan at
dalam bahasa Latin disebuilpa ® serta kesengajaatauopzetdalam bahasa Belanda
dan/ataudolus ** dalam bahasa Latin. Perbedaan antara melakukdpaked#elalaian
dengan melakukan kesengajaaimlah bahwa kesengajaan ditujukan kepada suathi has
dari perbuatan sedangkan pada kealpaan lebih marekgpada tidak adanya atau
kurangnya perhatian dan kepedulian pada suatu day ynungkin akan terjadi dan
kelalaian itu menimbulkan akibat yang sesungguhitak dimaksudkan dan/atau dapat
dihindari oleh pelaku. Aspek kurang berhati-hatipgdaku terkadang berdampak begitu
jauh sehingga pelaku dipandang tidak memiliki kefiad dan tanggungjawab terhadap
kepentingan umum/kepentingan orang lain. Schaffieresengatakan,

“... tlada pidana tanpa kesalahan...lazimnya dipd&am arti tiada pidana tanpa ada
kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapdbditkan tetapi...dalam hukum
pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesaltdnpa adanya perbuatan yang
tidak patut. ... Azas kesalahan adalah asas yamipfoental dalam hukum pidana.
Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan merggmlam hampir semua
ajaran penting dalam hukum pidana. ... dari sergaesasdapat dipidana, inilah yang
paling langsung berhubungan dengan pidana. Seradhtaasas “tiada pidana tanpa
kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesein tanpa pidana.®®

8 R. Tresnap. Cit misalnya dalam halaman 47 menerjemaHisahuld” sebagai dosa dan mengatakan:
“Yang dimaksud “dosa” disini bukanlah kesalahadatim articulpa. “Dosa” disini mempunyai arti
“social ethicsh,” suatu perkosaan terhadap akhak, terhadap perakiehiagiupan masyarakat.” Bandingkan
pula dengan D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH.08us, Op. Cit,yang menggunakan kata “dapat dicela.”
Dikatakan, kesalahan mempunyai dua arti yang masigjng berbeda jangkauannya, (a) pengertian
kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapiatadanya perbuatan, dan (b) pengertian kesalahan
yang dipakai untuk bagian khusus dari rumusan dgdiku sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-ha

8 D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutori@y. Cit,dalam halaman 80.

% Culpaatau kealpaan atau kelaian atau sikap tidak herhtt selanjutnya dapat dilihat dalam R. Tresna
Op. Cit, halaman 64 dan seterusnya.

1 Opzet/dolusatau kesengajaan adalah salah satu bentuk kesafahg terletak dalam bathin manusia.
Wirjono Prodjodikoro,Op. Cit, halaman 65, mengatakan bahwa kebanyakan delik mgrap unsur
kesengajaan, bukan unsur kealpaan. Ini sesuai dergga keadilan umum bahwa yang lebih pantas
dipidana ialah orang yang melakukan sesuatu desgagaja. Dalam Iimu Hukum Pidana dikenal tiga
macam kesengajaan, yaitu: (a) kesengajaan sebagjaiuth atawopzet als oogmerkb) Kesengajaan
sebagai kepastian atapzet bji noodzakelijkheidtauopzet bij zekerheidsbewustziflgn (c) Kesengajaan
sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewjpmsttau dolus eventualis.

92 Baca selengkapnya dalam R. Tres@m. Cit misalnya dalam halaman 65. Dikatakan pula baik
kesalahan maupun kesengajaan memang tidak perdafingiikan dalam Undang-Undang. Akan tetapi
menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda yang kenmudi@ambil alih oleh KUHP Indonesia:
“Kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknyiakdaengajaan disatu pihak, dan dipihak lain ddala
sebaliknya dari suatu kebetulan.”

% D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutori@y. Cit,halaman 77.
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Mengulas lebih luas tentang azas ‘tiada pidanaatdmsalahan’ maka selanjutnya
Schaffmeistemengatakar?’

“... baik dalam teori maupun praktek, bahwa kesalatidak selalu harus dibalas.
Banyak dan beraneka kesalahan yang tidak perluadib&ita teringat akan asas
oportunitas dan putusan bersalah tanpa dipidang gakarang juga mungkin di
Belanda. Sifat hubungan antara kesalahan dan dgidaenjadi jelas dengan
memandang kesalahan sebagai dasar pidana... Kasalahan, pidana menjadi sah.
Dengan perkataan lain, kesalahan adalah dasar sanigen pidana. Untuk dapat
dipidananya kejahatan, ... adanya kesengajaan saiurang-kurangnya kealpaan
mutlak disyaratkan. Jadi, kesengajaan atau kealpaemipakan keharusan untuk
untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Sudah barang tentu yang dimaksudkan dengan perbteizela adalah perbuatan
pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukumnpid#an karenanya dicela oleh
hukum pidana, sebagaimana termuat dalam pelbagai-b&etentuan peraturan
perundang-undangan yang dapat mengatur perihaligtar pidana. Dalam kerangka
itu, maka Harkristuti Harkrisnowd® sebagaimana dikutip juga oleh Chairul Huda,

mengatakan:

“... dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilalkang dipandang ‘tidak baik’ atau
‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karemgkat ancamannya pada
masyarakat tidak terlalu besar, maka perilaku bersetidak dirumuskan sebagai
suatu tindak pidana. Sebaliknya, sekali suatu @eaouditetapkan sebagai suatu
tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-gmutersebut sebagai
tercela. Hukum bahkan mengharapkan sistem moratdagngikutinya. Artinya,

masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuaeselut. Dengan demikian,
celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenktniiapada celaan yang bersifat
yuridis, diharapkan pada suatu saat mendapat tesapagai celaan dari segi moral.”

Kembali kepada persoalan kesalahan yang pembahasdismni dimaksudkan untuk
menguraikan tentang pertanggungjawaban pidanayiadalah, supaya seseorang dapat
bertanggungjawab secara pidana, maka pertama-tarna hda perbuatan pidana, yang

kedua bahwa pelaku perbuatan pidana itu mempuresal&an baik berupa kealpaan

maupun kesengajaan, yang ketiga bahwa pelaku mabgstanggungjawab atas

% D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorillsid, halaman 77.

% Harkristuti Harkrisnowo,Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undingg-Undang
Hukum Pidana dalam Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan, Jakarta, Pustaka
Firdaus, 2001, halaman 180. Tentang Chairul Hhdea selangkapnya dalam “Dafiada Pidana Tanpa
Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada PertanggungjawabarPidana tanpa Kesalahan™— Tinjauan Kiritis
terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pedagggvaban Pidana, Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2008, halaman 69.
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perbuatan yang jelas-jelas sudah ada kesalahadatuyang keempat bahwa ternyata
tidak ada alasan pemaaf. Sehubungan dengan sekat@ndiirarki dari perbuatan pidana
dan pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saimlenegaskan,

".... karena tidaklah ada gunanya mempertanggurajkan terdakwa atas
perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri latlakersifat melawan hukum,
maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakarwhaterlebih dahulu harus ada
kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan di@msemua unsur-unsur
kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbyang dilakukan, sehingga
untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipigantandakwa maka terdakwa
haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana, (b) mamepanggungjawab, (c) dengan
kesengajaan atau kelapaan, dan (d) tidak adanganateemaatf.”

Masih tentang kesalahan dan pertanggungjawatidana, Andi Hamzal'’

menyatakan:

"Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut taw ainsur kesalahan dalam arti

yang luas, yaitu:

1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat ;

2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbugtity adanyssengajaatau
kesalahan dalam arti semfxulpa);

3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghagapatnya
dipertanggungjawabkan sesuatu perbudspadapembuat. Dari yang tersebut
pada butir 3) dapat dilihat kaitan antara kesalalsanmelawan hukum.”

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keada&rs p&ing normal dari

seseorang. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutgh d®. Tresna,”® tentang
persyaratan yang diperlukan untuk menetukan adaakriiha kemampuan
bertanggungjawab pada seseorang ialah, "orangaitushnyata mempunyai jiwa yang
sehat atau normal dan sudah matang, sehingga igpunantuk menginsafi apa yang
tidak boleh atau tidak patut dilakukan didalam mdan kemasyarakatan. la harus dapat
menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya ituawael hukum.” Disadari
sepenuhnya bahwa sangat sulit memberikan batasag tgmas antara normal dan

abnormal. Oleh karena itu, R. Tresflamengutip memori penjelasan KUHP, bahwa

% Ruslan SalehPerbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban PidanaDua Pengertian Dasar Dalam
Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halarBar97

" Andi Hamzah,Op. Cit, halaman 130. Bandingkan pula dengan R. Tre®pa,Cit, halaman 47, yang
pada pokoknya mengatakan bahwa supaya seseoraatdipprsalahkan menurut hukum pidana, maka
diperlukan: (1) adanya kesadaran pertanggungarbjaf@ adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa
orang atas perbuatannya, dan (3) kehampaan alasgrdgpat melepaskan diri dari pertanggungan jawab.
% R. TresnaQp. Cit, halaman 50.

% R. Tresnalbid, halaman 51.
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pertanggungan jawab itu dapat lenyap, karena: ¢dplssebab yang berada pada
kepribadian orang yang berbuat itu sendiri, sepeigalnya penyakit gila, belum sampai
umur, atau (b) sebab-sebab yang datang dari luetsejidalam keadaaforce majeur,
190 herlawanan yang dipaksakan, peraturan hukum dentafe jabatan, sebagaimana
ditetapkan dalam KUHEBXx pasal 48, 49, 50 dan 51 sebagai sebab-sebab yang dan
dalam pasal 166, 211, dan 310 ayat (3) KUHP untéblals-sebab yang bersifat khusus.

Dalam literatur hukum pidana, ada begitu banyakemisf tentang kemampuan
bertanggungjawab, yang satu sama lain berbeda Fasmya tetapi mengandung
kesamaan makna. Telah dianut secara merata olehspgana hukum bahwa dalam
menentukan kemampuan bertanggung jawab sebagai pedama dari kesalahan yang
mesti ada pada diri seorang pelaku tindak pidarsak lblalam kapasitas sebagai
terperiksa, tersangka maupun terpidana maka dalaktez hukum pidana, setiap orang
secara umum dipandang memiliki keadaan psikis yaatgt dan normal. Hal ini tidak
perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang s#ta dalam proses pemeriksaan, ternyata
pada diri pelaku terdapat dugaan kuat bahwa adarm@iaitas psikis, yang ditandai
dengan keseringan memberikan jawaban tidak logisga bahkan sinting, barulah
kemudian diperlukan adanya penyelidikan khusus kuntiemastikan kemampuan
bertanggungjawab dari pelaku.

Hal terakhir dari hirarki kesalahan sebagaimanayafah dikemukan di atas, secara
khusus tentang pertanggungjawaban pidana ialalsalalgpemaaf.” Dalam peraturan
perundang-undangan pidana, alasan pemaaf dapatués@ dalam ketentuan pasal 48
dan pasal 49 KUHP, tentang keadaan darurat atamacét, dan pembelaan darurat atau
noodweerd dengan konsekuensi pemlbelaan darura arlebihannoodweer exes/
noodtoestandPencarian terhadap ’'alasan pemaaf’ diarahkan keddaan di luar diri
pelaku yang sedemikian kuatnya mendoromg pelakwkumiemilih dengan sadar,
tindakan yang dilakukannya. Persoalan penting Eatam pembahasan mengenani

pertanggungjawaban pidana adalah tentang sifatwaelahukum dalam perbuatan

199 Force majeurartinya keadaan terpaksa atau darurat. Dalamglcdkikum di Indonesidprce majeur
harus dinyatakan dengan penetapan atau keputusgrsgh dari pemerintah.
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pidana.®* Teranglah bahwa setiap perbuatan yang telah myatiz bertentangan dengan
perintah atau larangan dalam peraturan perundadgagan pidana, berarti melawan
hukum. Tidak ada manfaatnya mempersoalkan adanydagifat melawan hukum, jika
suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalaosan peraturan hukum pidana.
Atas pendirian itulah maka dapat dikatakan bahviat snelawan hukum pidan®?
sesungguhnya melekat sebagai bahagian tak terpisadian merupakaoonditio sine
guanondari tiap-tiap rumusan delik.

Kendatipun demikian, pada kenyataannya pembuatngadadang menempatkan
'melawan hukum’ dalam rumusan beberapa delik KUy#tu pasal: 179, 180, 198, 253,
254, 255, 256, 257, 328, 329, 333, 334, 339, 362, 378, 406, dan 408. Pembuat
undang-undang menjelaskan bahwa istilah 'melawatumi *°* dipergunakan dalam
rumusan pasal-pasal tertentu dari KUHP untuk memgini kemungkinan seseorang
dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, phdading itu menggunakan hak yang
melekat pada dirinya. Fakta ini ditanggapi oleh dtdnkel Suringa'®* dengan
mengatakan,unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsurakuari suatu delik
bilamana undang-undang menyebutkannya dengan $eagai unsur delik itu. Dalam
hal undang-undang tidak menyebutkannya dengan tgjzsgai unsur dari delik maka
melawan hukum hanyalah suatu tanda dari suatu.délécbedaan pandangan, baik di
satu sisi terjadi diantara para ahli hukum pidanapypun pada sisi yang lain terjadi
antara para ahli hukum pidana dengan pembuat undseng, berlangsung dalam debat

yang pada ghalibya melahirkan dua padangan berbeda.

101 Uraian yang sangat lengkap dan komprehensif meigenelawan hukum pidana atau
wederrechtelijkheiddapat dibaca dalam Ruslan Sal€ifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana,
Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1983.

192 Ruslan Salehpid, halaman 9.

193 Baca selangkapnya dalam R. TresBp, Cit,halaman 70-71 dan bandingkan dengan Smidt |, lealam
409 sebagaimana dikutip oleh Ruslan Salleid,

194 Ruslan SaleHbid.
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Kedua pandangan tersebut adalah 'ajaran melawannhukateril’ 1°° dan 'ajaran
melawan hukum formil.” Penganut ajaran 'melawanumkformil’ berpendapat bahwa
kendatipun unsur 'melawan hukum’ merupakan syaadtsliatu perbuatan pidana, tetapi
tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri, kecyilau istilah melawan hukum
dimuat secara tegas dalam suatu rumusan pasalndgkamapenganut ajaran 'melawan
hukum materil’ berpendapat bahwa tidak pentindaistmelawan hukum termuat secara
tegas dalam rumusan delik, yang penting melawanrhukerupakan unsur yang berdiri
sendiri, bahkan penganut ajaran melawan hukum ihatengatakan bahw®° melawan
hukum bukan hanya sekedar bertentangan dengan hektunns tetapi juga bertentangan
dengan hukum tidak tertulis.

Menurut D. Schaffmeistersifat melawan hukum memiliki empat makH yang
berbeda, tergantung pada korelasi antara istilaldéingan boyek yang hendak dikaji,
yakni: (1) sifat melawan hukum umum, (2) sifat meda hukum khusus, (3) sifat
melawan hukum formal, dan (4) sifat melawan hukuatemil. Perihal keempat makna
dari istilah sifat melawan hukum itu, D. Schaffneis®® menjelaskannya lebih lanjut
sebagai berikut:

"Sifat melawan hukum formal berarti semua bagianttis dalam undang-undang)
dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawaikum materil berarti bahwa

karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dihgdoleh rumusan delik tertentu
telah dilanggar. Sifat melawan hukum umum (sifatawan hukum sebagai bagian
dari undang-undang) berarti bertentangan dengaonhulkai umumnya terjadi kalau

perbuatannya bersifat melawan hukum formal darktatia alasan pembenar. Sifat
melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebaagiab dari undang-undang)
mempunyai arti khusus dalam setiap rumusan dehkada sifat melawan hukum

menjadi bagian dari undang-undangdan dapat dinamakatu faset dari sifat

melawan hukum umum. Ini harus ditafsirkan menuaut&ks sosialnya.”

195 Bandingkan dengan ‘sifat melanggar hukum’ atatechtmatigdaadialam Wirjono ProdjodikoraQp.

Cit, halaman 64, atau ‘melawan hak’ dalam H. J. Vanr&a@ndijk, Op. Cit, halaman 127-133 ; atau
wederrechtelijk/wederrechtelijkhedalam P. A. F. Lamintandasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 dma&n 347 dan seterusnya. Para sarjana dan ahlinhuku
pidana memberikan pengertiah ‘melawan hukum’ dergelbagai istilah, antara lain: (a) bertentangan
dengan hukum obyektif atau peraturan perundangngaia (b) bertentangan dengan hukum subyektif
atau hak orang lain, (c) tidak berhak atau tidaknmenyai hak, (d) tidak mempunyai ijin, (e) tanpasaln,
dan lain sebagainya.

196 Ruslan SalehQp. Cit, halaman 13. Bandingkan dengan Andi Hamzap, Cit, halaman 133 yang
mengatakan: "Dalam penjatuhan pidana, harus diphkaya melawan hukum formel, artinya yang
bertentangan dengan hukum positif yang tertulisstka alasan asasillum crimen sine lege stricta.”

97D, Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutori@p. Cit,halaman 37.

198D, Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorillsid, halaman 49.
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Dalam sistem hukuncommon law perbuatan pidana disebut sebagaminal act
ataucrime/offenseyaitu sebagai padanan kata dari istidaius reusdalam bahasa Latin.
Selanjutnya, dalam sistem hukumommon law, kesalahan diistilahkan dengan
culpable/culpability*®® sebagai padanan kata dari istilah dalam bahaga mans rea™'°
dan terdiri dari tiga unsur penting. Ketiga unsakiki tersebut adalaintention, ***
recless/reclessnes§'? dan negligence.'® Selain ketiga unsur di atasintention,

recless/reclessnestan negligenc® masih ada lagi satu unsur lain yang sering diseb

109 Kata culpabledalam John M. Echols & Hassan Shadiyy English-Indonesian Dictionary,Penerbit
PT. Gramedia Jakarta, April 2005, halaman 159 identsebagabersalahataudapat dicela.Bandingkan
dengan Briyan A. GarneBlack’'s Law Dictionary, Op. Cit, halaman 406 dan seterusnyajpa (bahasa
Latin) sama artinya dengdault, neglectataunegliganceyaitu sesuatu yangnintentional wrongdolus)
Culpa dibagi atas tiga, yaituata culpayang sama persis dengdalus; levis culpa (slight fault) yaitu
ordinary negliganceatau tidak bisa berperilaku sebagaimana mestiry&sima culpayaitu (the slightest
fault atauslight negligance)Culpability is blameworthynesatauthe quality of being culpabladikatakan
bahwa keculi dalam kasus yang menerap&bgolute liability, maka dalamcriminal culpability perlu
ditunjukkan, seseorang telah melakukan sesuatu yarmpsely, knowingly, reclessly, or negligandedi,
yang dimaksud dengaculpability adalah sesuatu yang berkenaan dengan kesalahapeabaiatan yang
dapat dicela.

110Mens reaadalah unsur kedua dari dua unsur penting datammon lawgdisamping unsur lainnya yakni
actus reusKatamens readalamBlack’s Law Dictionarybid, halaman 1006 disebut juga dengaental
elementatau criminal intent atau guilty mind; dan disebutkan sebagtie mental element which is
necessary for a particular crimélengutip J. W Cecil Turner dala@utlines of Criminal Law,dikatakan
bahwa: “there are only two states of mind, which consstunens rea, and they aiatention and
reclessnes$ Dikatakan bahwa tidak pidana yang mensyaratkamyadmens reaadalah lebih serius
dibanding yang dilakukan dengamegligence atau pelanggaran, atau tindak pidana yang
pertanggungjawabannya ketat aséict liability.

11 Kataintention dalam John M. Echols & Hassan Shadibid, halaman 326 diartikan sebagaaksud
atau tujuan. Dalam Black’s Law Dictionary,lbid, halaman 826,intention diartikan sebagaithe
willingness to bring about something planned oefa@en. Intention is the purpose or design with whit
act is done.”Dikalangan para ahli hukum pidana Indonesiggntiondisamakan dengatesengajaan.

112 kata recless/recklessly/reclessnedalam John M. Echols & Hassan Shadilybid, halaman 470
diartikan dengarsembrono, secara sembrono/serampangan/kesembraataankeserampangarbalam
Black’s Law Dictionary,lbid, halaman 506 dan 1298sclessdipersamakan dengalisregardyaitu suatu
tindakan atau pernyataan yang mengabaikan samh se&aatu yang pantas untuk dipertimbangkan atau
dihormati. Recless means taking an unjustifiable .ri8kti sesungguhnya dareclessnessdalaha hight
degree of carelessnessau tidak memiliki kepedulian sama sekali. Pelagbenarnya menyadari suatu
keadaan dan mengetahui atau dapat memperkirakamnkgman terjadinya akibat itu, tetapi ia sembrono
atau tidak memperdulikan sama sekali akibat tetseReclessnessadalah suatu tindakan yang
kesalahannya lebih tinggi tingkatannya daripaégligence,tapi rendah tingkat kesalahannya daripada
intention; sebagaimana dikatakatreclessness involves a greater degree of faudintimegligence but a
lesser degree of fault than intentiorBandingkan pulaeclessnesslenganbewuste schuldalamMr. R.
Tresna,Op. Cit, halaman 68. Dikatakan “Kesalahan itu mempunyaamypa corak. Ada kesalahan yang
mendekati kesengajaan. Kesalahan yang demikiakmyaadisebut kesalahan yang disadari dtewuste
schuld.”

113 Kata negligancedalamJohn M. Echols & Hassan Shadiljnid, halaman diartikan sebagai kealpaan/
kelalaian. Dalam Black’s Law Dictionaribid, halaman 1060pegligenceadalah‘the failure to exercise
the standart of care that a reasonable prudent éospn would have exercised in a similar situation.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalaegligence, pelaku tidak diharuskan memiliki
awareneskkesadaran dan/atdaresight of probabilitysebagai sesuatu yang mungkin yang akan terjadi,
sebagaimaneeclessness.
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dalam literatutommon lawyaitu knowingly.Sebagai contoh, Richard G. Singer & John
Q. La Fond'* menyebutkan empat tingkatan dalamipability atau yang disebutnya
sebagalfour level of culpability,” yaitu (1) purposely, (2) knowingly, (3) reclesstign
(4) criminaly negligentlyPusposelynenujuk pada suatu hasil yang hendak diperoleh dan
karena itu secara umum dapat dipersamankmtionlly, sehingga dikatakan bahwa
“purposely is roughly the equivalent of intentiopdll Sedemikian itu maka dalam
mencapai tujuan atau hasil, pelaku mestinya saalampdrcaya atau setidaknya berharap
bahwa keadaan disekitarnya benar-benar mendukuol orelakukan kejahatan.

Knowingly disebut juga dengan maksud tak langsung abdigiue intention.Suatu
perbuatan dipandang telah memenuhi uksowinglyjika pelaku mengetahui hasil dari
perbuatannya, kendatipun ia tidak dengan sengaija teenyebabkan terpenuhinya hasil
yang telah ia ketahui itu. Perbedaan utama arparposely (intentionally)dengan
knowingly (obliqgue intentionally)ialah bahwa padapurposely, pelaku sangat
menginginkan tercapainya hasil, sedangkan peaaingly, kendatipun pelaku dapat
menduga resultante yang pasti akan terjadi, ik telangguh-sungguh menginginkan
tercapainya hasil terseb@blique intentionallyadalahintentionyang tidak sempurna.

Tingkatan ketiga dalanculpabality adalahreclessly. Dalam common law,pelaku
dikatakan telah memenuhi unseclessneshanya jika‘he actually foresees that a harm
may accur.” Ditambahkan bahwa, selain pelaku harus benar-bmeaduga hal buruk
yang mungkin terjadi, resiko dari hal buruk tergetaruslahsubstansiaban tidak dapat
dibenarkan ataunjustifiable.

Tingkatan keempat adalafegligence*® Sebenanrnya istilahegligancemulanya
diusulkan sebagai sebutan yang tepat umtutkinal liability, bukan dalam persoalan

kerugian yang diderita karena perbuatan melawanrhuknelainkan mengenai kelalaian,

114 Baca selangkapnya dalam Richard G. Singer & JaHma@ond dalanCriminal Law, Op. Cit,halaman
77 sampai dengan halaman 79.

15 MenurutBlack’s Law Dictionary halaman 1062-1063, ada 29 jenis dan/atau bemégkigence (1)
activenegligence, (2) advertenegligence, (3) casual negligence (4) collateraligence (5) comparative
negligence (6) concurrent negligence (7) contribytoegligence (8) criminal negligence (9)culpable
negligence (10) gross negligence (11) hazardoudigewe (12) inadvertent negligence (13) joint
negligence (14) legal negligence (15) negligencéwm (16) negligence per se (17) ordinary negligenc
(18) positive negligence (19) professional neglige(R0) reckless negligence (21) simple negligéa2e
slight negligence (23) subsequent negligence/sepéry negligence (24) supine negligence (25) tax
negligence (26) wanton negligence (27) willful awdnton negligence (28) willful negligence (29)
negligence rule.
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kealpaan ataupun kecerobohan. Akan tetapi padataamnynyanegligencalipakai dalam
kasus homicide, terutama pada pembunuhan bigsenslaughter)yang hukumannya
lebih rendah daripada dan pembunuhan berengaoeder) Digunakannyanegligence
sebagai dasar pertanggungjawaban sesungguhnyaakanupara untuk memitigasi atau
mereduksi hukuman pada seseorang yang telah mdokgbematinya korban.

Di muka telah dikemukakaft® bahwa hanya orang atau manusia sajalah yang dapat
dijadikan subyek hukum pidana. Di Eropa pada umwmnmdgn di negeri Belanda
khususnya, pendapat seperti itu telah diterima ksg@anan Romawi dan tetap
dipertahankan, walaupun tentu terus diperdebat&mimg perjalanan waktu. Tahun 1801
WvSdibentuk di Belanda dan tahun 1918 KUHP Indoneéssasun dan diberlakukan.
Salah satu pasal penting mengenai korporasi d#é&® Belandadalah pasal 51, yang
kemudian diambil alimutatis-mutandisnenjadi pasal 59 KUHP, kendatipun dalam hal
ini hanya pengurus korporasi saja yang bertanggwal) untuk dan atas nama
korporasit’

Pada tahun 1939 Edwin H. Sutherlahd mulai melakukan penelitian terhadap
perusahanan yang melanggar hukum pidana dan dkamangalam tulisannya tentang
white collar crimediteruskan dengacrime of corporatiorpada akhir perang dunia kedua
(1948). Hasil-hasil penelitian Sutherland membawagaruh yang luar biasa, terutama
dalam pekembangan dan pengakuan yang absolut agrhaxporasi sebagai subyek
hukum pidana. Di Belanda pada akhirnya korporasarseabsolut dinyatakan sebagai
subyek hukum pidana, dengan mana berati bahwa temipdapat melakukan perbuatan
pidana sekaligus bertanggungjawab atas perbuadanaiersebut pada tahun 1950, yaitu
dengan diundangkanny@/et op de Economische Delicten (WEBgrkembangan di

Belanda diikuti pula oleh Indonedia dengan lahirty@dang-Undang Darurat Nomor

18| ihat kembalifoot note77, 78 dan 79 — halaman 38.

117 Korporasi adalah badan hukum maupun bukan badmnhubahkan pengertian badan hukum artian
korporasi dalam hukum pidana, jauh lebih luas @al@ppengertian badan hukum dalam hukum perdata.
Bandingkan pengertian korporasi dalam ketentuaalphsngka 21, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 199%tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau ketentun pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 T&0i® tentang Pencegahan & Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucin Uang. Kesemuanya menddfanigiorporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan baglawmmmaupun bukan badan hukum.”

118 Baca selengkapnya dalam Mardjono Reksodipuktemajuan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembapmirilogi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
halaman 96-124.
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7/Drt/1955 tanggal 13 Mei 1955 tentang Tindak P&&konomi. Dalam pasal 15 diatur
mengenai penuntutan dan pertanggungjawaban pidagiabadan hukum, perseroan,
perserikatan yang lainnya atau yayasan.

Sejauh ini, pendapat yang berkembang mengkristEndalua kubu, yang satu
mendukung dan yang lainnya menotdkKubu yang mendukung dijadikannya korporasi
sebagai subyek hukum pidana berpendapat bahwa adgiga korporasi akan
memberikan jaminan dan perlindungan hukum yanghldi@sar bagi korban untuk
mendapatkan ganti kerugian. Disamping itu, untysekéingan pencegahan maka hal itu
akan mendorong para pemegang saham, komisarisawasgkorporasi untuk ikut
mengawasi kegiatan-kegiatan pengurus. Sementarayarng menentang atau menolak,
berpendapat bahwa oleh karena korporasi tidak meyapisikap kalbu(mind) maka
tidak mungkin korporasi dapat dipersalahkan se@dana. Dikatakan pula bahwa
ditinjau dari tujuan pemidanaan maka tidak mungkimuk memenjarakan korporasi,
bahkan bukan tidak mungkin bahwa pemidanaan tephkogorasi akan menyebabkan
orang yang tidak bersalah ikut dihukum. Mengenauptutan dan penjatuhan hukuman
terhadap korporasi, Sutan Remy Syahd&hinemberijustifikasi atau pendasaran yuridis
yang penting, “perbuatan yang dilakukan oleh pamagprus korporasi itu bukan saja
dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang bgksaan, tetapi juga demi memberi
manfaat, terutama berupa memberikan keuntungamsigaatau pun menghindarkan/
mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yaegsangkutan.”

Persoalannya adalah jika pada subyek hukum orakg supaya dapat dihukum atas
perbuatan pidana yang telah dilakukannya, perlu kedalahan(guilty of mind) baik
berupa kealpaan atau kesengajgamrposely, knowingly, reclessly, and negligenba),
ini akan sulit bagi korporasi yang pada hakikattigak memiliki sikap kalbumind).
Atas persoalan di atas Sutan Remy mengemukakamapebajaran pertanggungjawaban
pidana korporasi terdiri daifl) doctrine of strict liability, (2) doctrine oficarious
liability, (3) doctrine of delegation, (4) doctrinef identification, (5) doctrine of
aggregation, (6) the corporate culture mod#dn(7) reactive corporate fault?*

119 Baca selengkapnya dalam Sutan Remy Syah@emanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers,
Cetakan Il, Jakarta, 2007, halaman 51 sampai demglaman 58.

120 5ytan Remy Syahder®p. Cit,halaman 49.

121 sytan Remy Syahdenibid, halaman 77 sampai dengan 117.
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Namun demikian Sutan Remy Syahdéffi menandaskan, “Ada dua ajaran pokok
yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankapeanggungjawaban pidana
kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adadattrine of strict liability'** dandoctrine
of vicarious liability.” *** Menarik bahwa selain mengemukakan ketujuh ajasdand
pertanggungjawaban pidana korporasi dengan penekzada ajarastrict liability dan
vicarious liability sebagaimana telah dikemukakan di atas, Sutan Bgatydeni®® juga
mengemukakan teorinya sendiri mengenai pertanggab@an pidana korporasi, yang
disebutnya sebagai teori gabungan.

Inti dari ‘ajaran gabungan’ pada dasarnya adal&lwbeoleh karena korporasi hanya
dapat melakukan perbuatan pidana melalui manusig yeelakukan perbuatannya untuk
dan atas nama korporasi maka pertama-tama perastikgn adanya manusia yang
menjadi pelaku seseungguhnya atau pelaku materianfoitnya, agar dapat dimintai
pertanggungjawabannya, maka perbuatan orang yartgdak untuk dan atas nama
korporasi tersebut haruslah memenuhi semua (engarptsyang dikemukakannya.
Keenam syarat tersebut adalah: (1) tindak pidarszhet dilakukan atau diperintahkan
oleh personil yang memiliki posisi sebagai pendighijakan korporasi atau memiliki
kewenangan yang sah untuk melakukan atau tidakkoieda perbuatan yang mengikat
korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dasaratga atau personil yang dalam
memiliki directing mind sebagaimana teori identifikasi, (2) tindak pidaeasebut
dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujoapokasi yang dinyatakan dalam
anggaran dasar korporasi, sebagaimana itgoai vires (3) tindak pidana itu dilakukan

oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintatindahngka tugasnya dalam korporasi

122 5ytan Remy Syahdenbid, halaman 77.

123 Dalam hukum pidana, istiladtrict liability dapat diterjemahkan sebagai pertangungjawabantgaag,
tanggungjawab ketat atau tanggungjawab mutlak.rd&lenteks tersebut, maka niat untuk melakuan suatu
perbuatan pidanéguilty of mind)tidak penting untuk dibuktikan bahkan dapat dikéaisama sekali.
Doctrin strict liability, seharusnya dapat membantu penegakan hukum. Ad&edudungan: (aptrict
liability diperlukan untuk memberi perlindungan yang lebdisdr kepada masyarakat. @fyict liability
diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian ykgh besar, jika suatu perbuatan yang melanggar
hukum pidana dibiarkan atau dijatuhi sanksi yadgkitegas.

124 Kata“vicarious” menurut John M Echlos & Hassan Shaddy. Cit, halaman 629 berati “pengalaman
orang lain” atau “dilakukan untuk orang lain seetdah mengalami sendiri.”Vicarious liability pada
mulanya dikenal dalam hukum perdata, terutama ddlabungannya dengan tanggung jawab seorang
majikan atas tindakan/perbuatan melawan hukumkdayawannya, sebagaimana assspondeat superior
yang menganudagium qui facit per alium facit per slaksudnya, seseorang yang berbuat melalui orang
lain, dianggap melakukannya sendit/icarius liability disebut juga respondeat superioratau
tanggungjawab yang dialihkan.

125 Baca selengkapnya dalam Sutan Remy Syahttedj,halaman 117-124.
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yang didasarkan pada ajaran keterkaitan fungsitifdlak pidana tersebut dilakukan
dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi sgbaga ajaran manfaat, (5) pelaku
atau pemberi perintah tidak mempunyai alasan peanb&tau pemaaf yang didasarkan
pada ajarareegal entitybahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidgaelalui
manusia sebaganaturlijk person, (6) sekiranya dalam tindak pidana ternyata
dipersyaratkan unsumens reajmaka niat atau kehendak kalbu tersebut tidak harus
berada pada satu orang saja sebagaimana ajargasigre

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana bagi okasp maka sambil
mengkonstatir pendapat Mardjono Reksodipttfoyang menyebutkan tiga sistem dalam
pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) pengurugodtasi sebagai pembuat dan
penguruslah yang bertanggungjawab, (2) korporabags pembuat dan pengurus
bertanggungjawab, dan (3) korporasi sebagai pemilzt juga sebagai yang
bertanggungjawab ; Sutan Remy Syahdeni menambatakarsistem lagi sebagai sistem
yang keempat, yakni “pengurus dan korporasi kedai@®pagai pelaku tindak pidana,
dan keduanya pula yang harus memikul pertanggurmdjawpidana.”

Sebagai salah satu cabang dari sistem hukum dessehuruhan, sudah barang tentu
hukum pidana memiliki kekhususan dan keistimews&mbicarakan aspek utama yang
merupakan ciri khusus/keistimewaan hukum pidan&amaewy'?’ mengatakan,

"... It is necessary to focus on the single chaesistic that differentiates it from civil
law. This characteristic is punishment. Generadlyivil suit, the basic questions are:
(1) how much, if not all, has defendant injuredimpiiéf, and (2) what remedy or
remedies, if any, are appropriate to compensatenpfa for his loss. In criminal
case, on the other hand, the questions are: (Iyhat extend, if at all, has defendant
injured society, and (2) what sentence, if anypi@sessary to punish defendant for his
transgressions. Since the criminal law seeks toighurather than to compensate,
there should be something about each coure of aindefined as criminal that
renders mere compensation to the victim inadequBtes follows from the truism
that no human being should be made to suffer fesnfgs can not be justified by
concomitant gain to society.”

Jelas sekali dalam kutipan-kutipan di atas bahwkudi tentang tujuan pemidanaan

menjadi penting dan mutlak dalam pembahasan teritgngn hukum pidana, dengan

126 Baca dalam Sutan Remy Syahdébid, halaman 58-59. Tentang Mardjono Reksodipuiaza dalam
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindddai Korporasi, FH. UNDIP, Semarang, 1989.

127 Arnold H.Loewy, Criminal Law In A Nuthsell, Second Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co
1987, halaman 1-2.
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kata lain, pembahasan mengenai tujuan pemidanda diepat dipisahkan dan haruslah
diletakkan pemahamannya dalam kerangka tujuan hykidana. Berbarengan dengan
itu, diharapkan juga bahwa tujuan hukum pidana paklarnya dapat mempertegas
pemahaman mengenai hukum pidana. Arnold H. Lo&f\selanjutnya mengatakan,

"Since criminal law seeks to punish rather than dompesate, there should be
something about each course of conduct define awir@l that renders mere
compensation to the victim in adequate. ... No rafiassessment of the kind of
activity that should be punished can be undertak@hout some analisys of the
puspose of punishment. Those purpose most fregumethtioned are reformation,
restrain, retribution, and detternce (perhaps mesly remembered as thréR”
and a“D” of punishment).”

Reformation'®® dalam bahasa Inggris berasal dari katdorm (re artinya kembali
danform artinya bentuk)to reform,yang artinya membentuk kembali atau memperbaiki.
Dalam pemahaman yang demikian, maka penjatuhanniukwyang bertujuan sebagai
reformasi bagi pelaku kejahatan, tidak lain adalatuk membentuk kembali si pelaku
agar berperilaku sesuai dengan keinginan dan ketaradalam masyarakat. Sedemikian
kuatnya keinginan untuk menghukum pelaku kejahatéengan tujuan untuk
memperbaiki perilaku jahat dari pelaku kejahataakanpara kriminlog>° berpendapat,
“...reformation is...worthwhile goals of punishmerbikatakan,** “Without question,
it is desirable for punishment to reform. Certamtociety gains and nobody loses if an
individual who has transgressed against societytandgards is rehabilitated.”
Kendatipun pada dasarnya masyarakatlah yang akadapat keuntungan paling besar
daripada dipenjarakannya pelaku kejahatan agart dipeformasi, namun kenyataan

bahwa tingginya persentasi atau besarnya angkaufaerygan kejahatan dari para pelaku

128 Arnold H. Loewy, Ibid, halaman 2. Bandingkan dengan Andi Hamzah dabeas-Azas Hukum
Pidana, Op. Cit,halaman 28. Mengutip pembahasan Loewy, Andi Hamzatambahkan bahvektternce
terbagi atasndividual deterrencépencegahan khusus) dgeneral deterrencpencegahan umum).

129 30hn M. Echols & Hassan Shadi@p. Cit,halaman 473. Bandingkan dengan istilehabilitation yang
dikemukakan oleh Terance D. Miethe & Hong Lu, dal&uanishment-A Comparative Historical
Perspectives,University of Nevada, Las Vegas, Cambridge Unitgrs’ress, 2005, halaman 15.
Rehabilitationberasal dari kathabit yang berarti kebiasaan atau hal yang sering dilkugedangkare-
habit dan/ataure-form artinya dibiasakan kembali pada hal-hal yang bBiklam kerangkaehabilitasi,
pelaku lebih dipandang sebagai yang orang perblotig sehingga hukuman yaang dikenakan harusnya
lebih merupakamedicinal penalty.

130 Arnold H. Loewy,Op. Cit,halaman 2.

131 Arnold H. Loewy,lbid, halaman 2.
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yang sudah direformagresidivis) menjadi bukti gagalnya pemidanaan untuk tujuan
reformasi bagi si pelaku. Atas keberatan tersekmmipld H. Loewy**? mengatakan:

Notwithstanding the above analysis, it would beaurib dismiss the noble concept of
reformatin as a total failure. All of us are fanaitiwith instances in which unskilled,
uneducated and apparently incorrigible criminalsveadeveloped skills in prison
which have ttransformed tthem into highly useftizents. Perhaps the real tragedy
of the penal system is that this happens so inéetly that when it does accur, we
hear about it.”

Restrain, dalam kamus Bahasa Inggrs® diartikan sebagai pengekangan atau
pengendalian. Dalam konteks hukuman maka salahtgatan dari pemidanaan adalah
agar pelaku dijauhkan dari masyarakat, dan seredémigan itu pelaku dibina dan
dikendalikan perilakunya sehingga keonaran danhkéga yang dilakukannya tidak
terulang lagi. Andi Hamzah mengatakan:

“Restrain maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari naksya Dengan
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berasyarakat itu akan menjadi
lebih aman. Jadi, adajuga kaitannya dengan sisefommnasi, jika dipertanyakan
berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalanjaperyang bersamaan dengan itu
ia tidak berada ditengah-tengah masyarakat. Masytirmaemerlukan perlindungan
fisikk dari perampok bersenjata dan penodong dasipachng yang melakukan
penggelapan.***

Selanjutnya adalah tujuan ketiga, yaketribution *** yang dalam kamus Bahasa
Inggris diartikan sebagai balas jasa atau pembaldsguan pemidanaan yang ‘retributif’
tidak lain menghendaki agar pelaku kejahatan dsbplda dengan suatu tindakan yang
sama dengan perbuatannya. Dalam literatur disedh#igaiazas talisdan digambarkan
dengan kata-kata “mata ganti mata, tangan gangatah Tujuan pemidanaan yang
didasarkan pada prinsip balas dendam dan retribasipakan pembenaran tertua yang
sangat mendasar dalam soal hukuman, bahwa hardesek@araan antara hukuman dan

gravitasi pelanggaran. Dikatakan oleh Terance @thé & Hong Lu,**°

132 Arnold H. Loewy,lbid, halaman 3.

133 John M. Echols & Hassan Shadilgjd, halaman 482.

134 Andi HamzahQp. Cit,halaman 28.

135 John M. Echols & Hassan Shadilpid, halaman 483. Hubungkan dengan catatan kaki nomor 3
halaman 22, terutama tentaing talianusatau asatalis yang artinya hukum balas membalas.

136 Terance D. Miethe & Hong LuPunishment-A Comparative Historical Perspectivdgniversity of
Nevada, Las Vegas, Cambridge University Press, Atl&man 16.
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“The classical retributive principle of “let the pushment fit the crime” was the

primary basic for criminal basic sentencing praescin much of Western Europe in

the nineteeth century. This principle of punishmemats subsequently modified in
neoclassical thought to recognize that some offiesnddio commit similar offences

may be less blameworthy or culpable due to factarside of their control (e.g.,

diminished capacity, mental disease, or defect, dtanty). Under this revised

retributive theory of just deserts, punishment $thditi primarily the moral gravity of
the crime and, to a lesser extend, the characteridtthe offender.”

Meski demikian, keberatan utama terhadap pemidagaag dialaskan pada azas
retribution ini adalah karena dianggap menerapkan kelak#baric yang sadis dan
sangat kejam. Hal yang demikian, adalah sebagaiuiipestanyakan juga oleh H. J. van
Schavendijk®®’ yang secara retoris mengatakan, “Apakah pantasyda@emerintah
mentjegah kedjahatan orang dengan tjara jang padanja dilarang olehnja sendiri?”

Tujuan pemidanaan yang dibahas terakhir dalanalistiiree “R” and a “D” of
punishmengdalahdeterrence Katadeterrenceberasal dari katto deter**® yang dalam
bahasa Inggrisartinyga menghalangi atau mencegah. Arnold H. LoéWymembagi
pemidanaan untuk tujuagieterrencemenjadi dua yaituindividual deterrencedimana
konsepnya sama dengesformationyang diarahkan pada apa yang diséptecluding
further criminal activity by the particular defendawho is before the court. Unlike
reformastion, it emphasizes the negativ&édangkangeneral deterrencdidak lain
adalah untuk mencegah orang lain atau anggota na&sydainnya melakukan kejahatan
yang sama. Dikatakafgeneral deterrence is that punitive sanctions whare imposed
upon one convicted criminal will deter others wsimilar propensities from engaging in
such conduct.”

Berbeda dengan LoewyakaTerance D. Miethe & Hong Lt® menyebut three R”
sebagaretribution, rehabilitation dan restoratiorserta membagietterrenceke dalam
empat kategori. Walaupun terdapat perbedaan idtitadhm penyebutan di atas, namun
dapat dikatakan bahwa secara umum makna rehabilitation pada dasarnya sama
denganreformation. Akan tetapi yang menarik untuk dibahas secaraistnpdisini

adalah mengenagstoration.

1374, J. van SchravendijlQp. Cit,halaman 15.

138 3ohn M. Echols & Hassan Shadillgid, halaman 178

139 Baca selengkapnya dalam Arnold H. Loevbjd, halaman 6-7.

140 Baca selengkapnya dalam Terance D. Miethe & HandHid, halaman 15-24.
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Dikatakan oleh Evelyn Zellere & Joanna B. Canridh
"One of the most recent goals of punishment derifresn the princilples of
restoration. As an alternative to other punishmgmilosophies..., restorative justice
fundamentally challenges our way of thinking abotine and justice. The global
victims’ rights movement is a relatively new pheapnam, but, general roots of
restorative justice can be traced back to the eéebyal system of Western Europe,
ancient Hebrew justice, and precolonial African &ties.”

Dalam kerangkaesorative justicemaka sebuah proses penyelesaian yang lebih adil
dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakameet dilaksanakan untuk
memulihkan dan/atau mengembalikan keadaan yanp tetgoncang kepada keadaan
sebagaimana sebelum terjadinya perilaku yang meandierjadi. Berangkat dari teori
pemidanaan restoratif inilah maka pelaku harusabggungjawab secara penuh untuk
perilaku buruk yang diperbuatnya, dan karena itjioyaemberi restitusi kepada korban.
Teori pemidanaan restoratif ini bahkan telah diteridan diaplikasikan baik dalam
sanksi hukum pidana maupun sanksi hukum perdata.

Selanjutnya, kategori pertama daeterrenceadalah pencegahan khus{specific
deterrence) termasuk efektivitas hukuman pada perilaku khutais seseorang pada
masa mendatang. Ketogori kedua adalah pencegahan (general deterrenceflimana
dikaakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menaastbkahwa hukuman yang
dijatuhkan pada seseorang dapat secara umum ménzegey lain untuk melakukan hal
yang sama. Kategori ketiga adalah pencegahan nadr@fimarginal detterencelyang
difokuskan pada efektivitas nisbi dari ketegori tnnan yang berbeda, baik pagneral
deterrence maupun padaspecific deterrence.Dikatakan, “debates about capital
punishment often focus on the marginal deterreabgevof life imprisonment compare to
the death penalty as a general deterrence for nrd€ategori keempat adalgfartial
deterrence,yang merujuk pada suatu situasi dimana hukum nienfieéberapa nilai
pencegahan/penghalang sekalipun ancaman hukum#édagamengarah kepada adanya
perilaku yang patuh pada hukum. Dicontohkan, keskaeorang merampok dengan
senjata dan ia akan menghadapi ancaman hukumanmaka orang itu akan memilih
untuk mencopet dompet dari seseorang yang lengtatasBitu akan dipandang sebagai

keberhasilan dari pencegahan parsial ptatial deterrence.

14! Terance D. Miethe & Hong L@p. Cit,halaman 23.
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Akan tetapi Bambang Purnonif tidak sependapat dengan uraian mengenai tujuan
hukum pidana dan tujuan pemidanaan sebagaimantipdikatas dan mengatakan,

“Memang tidak disangkal adanya kaitan antara tujmakum pidana dengan tujuan
hukuman atau pidana, yang biasanya diuraikan bersama di dalam satu bab
tentang strafrechtstheorieen.Apabila mulai menanyakan apa straf itu, maka
jawabannya akan tergantung pada aliran dadfrechtstheorieeryang dianutnya.
Menurut VOS di dalamstraftrechtstheorieenterkandung adanya dasar alasan
pemidanaaride rechtsgrond van de straf idjsatu pihak, dan tujuan susunan hukum
pidana(maar striven een practische inrichting van he@aftcht na)di lain pihak,
yang masing-masing uraiannya akan sampai padantyjigiana dan tujuan hukum
pidana.”

Lebih lanjut tentang teori pemidanagstrafrechstheorieenglan alirannya di Indonesia,
Bambang Purnomd*® menguraikan bahwatrafrechstheorieerterdiri atas (a) teori
pembalasan ataabsolute theorieen/vergelding theorie€h) teori tujuan atawelatieve
theorieen/doeltheorieerdan (c) teori gabungan ata&arenigingstheorieenKetiga teori
pemidanaan tersebut dikutip dan disajikan secagkas sebagai berikut:

a. Teori pembalasan ...yang menganggap sebagai dasamhdi&ri pidana adalah
alam pikiran untuk pembalasame(gelding atau vergeltung... Pada dasarnya
aliran pembalasan itu dibedakan atas corak sulbygktjective vergeldingyang
pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pemlawmah& tercela dan corak
obyektif (objective vergelding)yang pembalasannya ditujukan sekedar pada
perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang ibgkagan

b. Teori tujuan ...yang memberikan dasar pikiran bahasad hukum dari pidana
adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiriafaditu mempunyai tujuan-
tujuan tertentu, maka harus dianggap disampingatujainnya terdapat tujuan
pokok berupa mempertahankan ketertiban masyaréd@at handhaving der
maatschappelijke orde).. aliran-aliran dari teori tujuan:

1. Prevensi umum(generale preventie)iujuan pokok yang hendak dicapai
adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayaaifleepada semua
orang agar tidak melakukan pelanggaran terhada&ptiketn masyarakat.

2. Prevensi khusugspeciale preventie).. mempunyai tujuan agar pidana itu
mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan.

142 Bambang Poernom@®p. Cit, halaman 23 — 25. Dikatakan bahwa tujuan hukumngidataustraft-
rechtscholermengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dik@yt peraturan hukum pidana, yaitu: (1)
aliran klasik, dan (2) aliran modern. Menurut alirelasik (de klassieke school/de klassieke richting),
tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindundiukeaan penguasa atau negara. Sedangkan aliran
modern (de modern school/de modern richting)juan susunan hukum pidana itu untuk melindungi
masyarakat terhadap kejahatan.

143 Baca selengkapnya dalam Bambang Poerndith,halaman 27 sampai dengan 34.
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3. Memperbaiki si pembudtverbetering van de daderyjuan pidana ... adalah
untuk memperbaiki sipenjahat agar menjadi manusamgy baik dan
reclasseringMenjatuhkan pidana harus disertai pendidikan sslaranjalani
pidana.

4. Menyingkirkan penjahatonshadelijk maken van de misdadiger) penjahat
tertentu karena keadaan yang tidak dapat dipertagki.. maka pidana yang
dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari maslat dengan menjatuhkan
pidana seumur hidup atau pidana mati.

5. Herstel van geleden maatschappelijk nadégljan pidana ... mendasarkan
pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkarugian yang bersifat
ideel ... dan oleh karena itu pidana diadakan unteknperbaiki kerugian
yang terjadi pada masa lalu.

c. Teori gabungan, bahwa pidana hendaknya didasarean tajuan unsur-unsur
pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyayakat diterapkan secara
kombinasidengan menitikberatkan pada salah saturiye tanpa menghilangkan
unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Khusus tentang tujuan pemidanaan, dalam RUU KUHRiddal *** dilakukan
pembaharuan untuk lebih memberi perhatian dan nplenigan terhadap HAM dan
martabat manusia sebagai makluk mulia yang dicgrtakuhan. Dalam pasal 43 RUU
KUHP dirumuskan,

“Pemidanaan bertujuan untuk:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menagak&ma hukum demi
pengayoman masyarakat ;

2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinsehingga
menjadikannya orang baik dan berguna ;

3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindatdana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalaranaleety,

4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan tdk diperkenankan
merendahkan martabat manusia.”

Sebenarnya dalam Bab Il RUU KUHP Nasional, di dawudul Pemidanaan,

Pidana dan Tindakarf” khususnya pasal 51-5@emikiran tentang delik adat diintrodusir

144 Marjono ReksodiputraQp. Cit,halaman 73.

145 Baca juga dalam H. J. van Schravend(jlp. Cit, Bab VI dengan judul Hukuman-Hukuman dan
Tindakan-Tindakan, halaman 212 sampai dengan 28@nbhalaman 261, dikatakan bahwa: “Tindakan,
ialah keputusan hakim jang membatasi kemerdekaamgosetjara lain daripada hukuman pendjara atau
hukuman kurungan. Tindakan itu diambil untuk maelingi masjarakat terhadap mereka jang
membahajakan ketertiban hukum. Dengan mempergunihdakan itu, mereka dapat dikeluarkan dari
masjarakat, disendirikan di sesuatu tempat chusnaré mereka itu didjaga dan dipaksa melakukan diri
secara tertib... Menurut KUHP, ada dua golongangtarhadap mana Hakim pidana kadang-kadang dapat
mendjatuhkan sesuatu tindakan, jaitu: (1) merekg jaelum berumur 16 tahun ; dan (2) mereka jang
bertjatjat rohani.”
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kembali terutama dengan memperhatikan kaidah yadgphdalam masyarakat adat
bahwa kejahatan itu ditujukan kepada individu damekanya maka lebih diperlukan
pemulihan melalui restitusi oleh pelaku, bukan pekgman. Tergambar jelas bahwa
delik adat dan restitusi oleh pelaku dipandanghled@suai dengan konsegstorative
justice, dimana tujuan pidana dan pemidanaan diarahkark unemberi dampak pada
direstorasinya kepentingan individu. Pemikiran geaktekafdoening buiten proces&
yang dikemukakan Jan Remmelink memperlihatkan bahwam pidana sesungguhnya
dapat dilaksanakan tanpa penjara. Pidana dan pea@dalibedakan dengan penuntutan
pidana sebagai sarana fungsionalisasi hukum pidalaan menyelesaikan pelanggaran
hukum pidana, tanpa harus berakhir dengan pemeanjaBahkan banyak negara di dunia
sekarang ini telah mengembangkan konsep baru yermpdis padaestorative justice,
yang disebut sebagdiversion progrant*’ atau pengalihan hukuman

2.3 Hukum Pidana dan Hukum Adminsitrasi

Hukum pidana mengandung sifat-sifat yang berbediahdd&um privat atau hukum
sipil, dan karenanya digolongkan sebagai hukumilpuMenurut Indrohartd“® hukum
publik dan hukum privat memiliki perbedaan sebabktim perdata itu cirinya berupa
otonomi pihak-pihak dan hukum publik itu ciri khganterletak pada asas legalitas.”
Kedua kaidah hukum tersebut oleh H. J. van Schadijken*® diidentifikasi sebagai:

“... hukum publik berhubungan dengan keselamataganae Rumawi; hukum sipil
mengenai kepentingan warga chusus, begitulah adii@anus, seorang ahli hukum
Rumawi jang hidup dalam abad ke-lll. Kebanyakan lalkum dewasa ini memakai
definisi ini sebagai pangkal pendjelasan merekdaten hal ini. Seandainya A
melanggar salah satu peraturan padjak sebab iai@mbajar padjaknya, maka ia
merugikan perbendaharaan Negara; teranglah hal beihubungan dengan
keselamatan negara, djadi peraturan padjak ituasrknhukum publik. Akan tetapi
djika A melanggar kaidah djual-beli dengan tidaknmbajar harga barang jang
dibelinja dari B, maka negara tidak rugi, tidalkaaliatu kepentingan umum jang
kena. Karena itu kaidah djual-beli, jang melindukepentingan chusus pendjual dan
pembeli, dianggap sebagai hukum sipil.”

146 3an RemmelinkQp. Cit,halaman 442-450.

147 MenurutBlack’s Law Dictionayhalaman 511giversion program in Criminal Law is a program that
refers certain criminal defendants before trialdommunity program on job training, education and th
like, which if successfully completed may leachtodismissal of the charge

148 |ndroharto Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradila TatdJsaha Negara,Buku I,
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara, ReRadtaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 79.
1494, J. van SchravendijlQp. Cit,halaman 12. Bandingkan dengan R. Tre€hm,Cit,halaman 16-17
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Mengulas lebih jauh tentang hukum publik dan hulsipil, H. J. van Schravendi®

menambahkan,

“Kaidah-kaidah hukum publik dan hukum sipil berbeljaga dalam hal bagaimana

dilaksanakannja. Pemerintah sebagai pelindung kiegem umum mempertahankan

denganlangsungkaidah-kaidah hukum publik, akan tetapi kepentimgepentingan
khusus jang diatur oleh hukum sipil baru dipert&aan oleh pemerintah atas
permintaan mereka yang berkepentingan... Hukumilpualah segala kaidah-kaidah
hukum jang mengatur kepentingan umum dan jang bdi&ksanakan dengan
langsung oleh pemerintah. Hukum sipil, ialah sedaalah-kaidah hukum jang
mengatur kepentingan orang chusus dan jang barehbdilaksanakan oleh
pemerintah atas permintaan mereka jang berkepeamting

Hukum publik memiliki obyek yang sangat luas, selaukum pidana, hukum publik
meliputi juga hukum tata negara dan hukum tata aiseggara atau hukum administrasi
negara. Semua bidang hukum tersebut, menganduntAwmrma atau kaidah dan aturan
mengenai hubungan hukum antara warga masyarakganlemegara atau lebih tepat
dikatakan pemerintah. Hukum pidana dengan sankkinp, dan hukum administrasi
dengan sanksi administrasi. Di sisi yang lain, mkadministrasi adalah bidang hukum
yang didalam dirinya sendiri telah mencakup ruangkup yang sangat luas, termasuk
dan tidak terbatas hanya pada hukum pajak, perbamy@sar modal, perlindungan
konsumen, lingkungan, kesehatan, pendidikan, Ketsegan sosial, narkotika, lalulintas,
tata ruang, agraria perburuhan.

Menurut Black’'s Law Dictionary, sebagaimana dalam Barda Nawawi Arigf
mengatakan bahwa bidang hukum adminstrasi dikatakangat luas karena
adminstrative lawmerupakan'Body of law created by adminstrative agencies he t
form of rules, regulatios, orders, and decisiongaory out regulatory powers and duties
of such agenciesatau yang diterjemahkan oleh BardaNawai Arief gab&eperangkat
hukum yang diciptakan oleh lembaga adminstrasi ndaleentuk undang-undang,
peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-kepuustuk melaksanakan kekuasaan

dan tugas-tugas pengaturan/ mengatur dari lemkaggahersangkutan.”

1504 J. van Schravendijkbid, halaman 13
151 Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

halaman 13.
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Lebih lanjut Barda Nawawi Arief?> mengatakan bahwa hukum administ’apada
hakekatnya adalah tentang hukum yang mengatur latkum pengaturafregulatory
rules) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kelamas@engatur / pengaturan
(regulatory power).Hukum pidana administrasi, oleh karena itu seudimgebut pula
hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum piddad aturan-aturan
(ordnungstrafrecht/ ordeningstraftrechtj’ Oleh karena luasnya obyek pengaturan yang
harus dikandung dalam hukum publik pada umumnya ldé&um administrasi negra
khususnya, maka sudah barang tentu undang-unddaky dapat menampung semua
peraturan itu.

Pengaturan yang lebih terperinci, kiranya mestedian kewenangan pembuatannya
kepada organ pemerintahan negara yang beradagklatigang lebih operasional, seperti
lembaga pemerintah baik departemen dan non-depamtemaupun pemerintah daerah,
baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kofaharapkan bahwa dengan
pemberian kewenangan membuat peraturan perundalagigan kepada perangkat
pemerintahan yang lebih operasional dan/atau kepawterintah di daerah, maka norma
hukum yang diciptakan lebih sesuai dengan konilisnhasyarakat setempat, dan dengan

demikian dapat menjawab serta menyelesaikan pelahasayang ada.

152 Barda Nawawi AriefOp. Cit,halaman 14-15.

153 Yan Pramadnya Puspa dalaamus Hukum Edisi Lengkap yang diterbitkan oleh CV. Aneka IImu
Semarang, 1977, halaman 36 dihubungkan dengan &al@# mengatakar’Administratief Recht /
Hukum Administrasi / Hukum Tata Usaha Negara / Hoklata Usaha Pemerintahan / Adminsitration of
Law adalah hukum yang mengatur kewenangan badamtdghgan lembaga-lembaga pemerintahan baik
dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis yargybentuk keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum.
Dihubungkan denga®bus d’ Assurancesyaitu pelanggaran dari pihak warga negara terhdmaian
pemerintah yang menjalankan fungsinya; selanjuttigatakan bahwa Hukum Administrasi Negara atau
Hukum Tata Usaha Negara Pemerintahan memiliki Bsgriketentuan hukum yang berlaku secara tidak
tertulis: (1) Tiap-tiap badan pemerintahan tidalehanenyalahgunakan kekuasdamijsbruik van macht)
untuk tujuan lain. Pelanggaran terhadap larangaatieini disebutietournement de pouvoir(2) Setiap
anggota warga negara tidak boleh menghalang-halamgigganggu atau merintangi tindakan-tindakan
tiap badan pemerintahan dengan menyalahgunakansifiyagaminan-jaminan yang ada padanya.
Pelanggaran terhadap prinsip ini disedlotis d’ assurance$3) Masing-masing badan pemerintahan dalam
menjalankan fungsinya tidak dibenarkan saling nggan kedaulatan badan pemerintahan lainnya.
Pelanggaran terhadap prinsip ini diselsittrpatie kekuasaan.”

154 Merujuk pada Ruslan Saleh dalam bukunya berjBdiderapa Azas-Azas Hukum PidanaPenerbit
Aksara Baru, Jakarta, 1981, halaman 53-54 ; BardaaN Arief mengatakan ... karena istilah hukum
administrasi terkait juga dengéata pemerintahatisehingga istilah hukum administrasi negara sqtigg
disebut hukum tata pemerintahan maka istilah hukistana administrasi juga ada yang menyebutnya
sebagai hukum pidana pemerintahan sehingga diketalistilah”Verwaltungsstraftrecht” (verwaltungs

= administrasi/pemerintahan) d&estuursstaraftrecht” (bestuur= pemerintahan).”
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Konsekuensi logis dari adanya pemberian wewenatigkumembentuk peraturan
perundang-undangan seperti yang dimaksud di atas ményebabkan peraturan
perundang-undangan hukum publik menjadi bertingkagkat sesuai dengan otorisasi
dari lembaga negara yang membuat dan menetapkatugger perundangan-undangan
tersebut. Sedemikian itu, maka perlu kiranya dilketentuan mengenai hirarki peraturan
perundang-undangan yang ada di IndonEsi&ejak merdeka hingga kini, Indonesia
telah mengalami tiga kali perubahan hirarki/tatatam peratutan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu (1) Tata urutan peraturan pgsog-undangan menurut Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republdonesia (TAP MPRS RI)
Nomor XX/MPRS/1966, (2) Tata urutan peraturan péamg-undangan menurut
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubtibriesia (TAP MPR RI) Nomor
III/MPR/2000, dan yang terakhir adalah (3) Tatatamuperaturan perundang-undangan
menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Menurut TAP MPRS RI Nomor XX/ MPRS/ 1966 tentangr®er Tertib Hukum dan
Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, dikeramlua hal, yakni (1) Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum dan (2p&uhukum negara RI dimana
yang menempati hirarki teratas dari peraturan mkmg-undangan di Indonesia adalah
UUD 1945, kemudian disusul oleh Ketetapan MPR, Wgddndang/PERPPU,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presidemmalig) dan Peraturan Pelaksanaan
lainnya, yaitu Peraturan Menteri, Instruksi Mentdan lain-lainnya.

Melalui TAP MPR RI Nomor [II/MPR/2000, maka hiraftdta urutan peraturan
perundan-undangan di Indonesia diubah sehinggaaséeaurutan menjadi: (1) UUD
1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang dan/B&raturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPPU), (4) Peraturan PemerinighKéputusan Presiden dan (6)
Peraturan Daerah. Terlihat jelas bahwa berdasarkéhMPR Nomor Il / MPR / 2000,

maka telah terjadi perubahan paradigma baru. Selogt Peraturan Daerah tidak

155 Baca selanjutnya dalam Harry Alexander, Panduaat&@n Daerah di Indonesia, Penerbit PT. XSYS
Solusindo, Jakarta, 2004, halaman 22. Sebenarngekinyang ada didasarkan pastfenbau Theoryang
dicetuskan oleh Hans Nawiasky dan dikembangkan Hafsen, yang melahirkan beberapa azas hukum
terkenal yakni: (1) Azakex supperior derogat legi inferioryaitu bahwa undang-undang yang lebih tinggi
tingkatannya mengenyampingkan undang-undang ydsl leendah, (2) Azakex specialis derogat legi
generale, yaitu bahwa undang-undang yang bersifat khususgemm@mmpingkan undang-undang yang
bersifat umum, (3) Azagx posterior derogat legi prioriyaitu bahwa undang-undang yang lahir kemudian
mengenyampinkan undang-undang yang terdahulugjidari muatan perundangan tersebut sama.
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mendapat tempat dalam tata urutan peraturan pergadadangan di Indonesia akan
tetapi sejak amandemen Il UUD 1945, khususnya [dsahemberi alas konstitusional
bagi PERDA hal mana berbarengan dengan itu, Kepatienteri ditiadakan dari tata
urutan peratutran perundangan yang ada. Kemudiada pahun 2004, yaitu sejak
berlakunya UUP3x pasal 7 ayat (1) maka hirarki peraturan perundarggngan di
Indonesia diatur dan ditetapkan berturut-turutditeratas, (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undandddg/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPPU), (3) Peraturarefaah, (4) Peraturan Presiden,
dan (5) Peraturan Daerah.

Walaupun dalam sejarah hukum pidana Indonesia tiParaPemerintah (PPf°
pernah mengatur tentang ketentuan pidana besamkasissanksi pidana didalamnya,
namun secara umum dapat dikatakan bahwa peraterandang-undangan yang dapat
memuat ketentuan pidana dan sanksi pidana hanyaldhng-undang saja. Setelah
Peraturan Daerah dimasukkan dalam tata urutanupanaperundang-undangan menurut
UUP3, maka kemudian dinyatakan bahwa Peraturanabadapat mengatur sanksi
pidana didalamnya, kendati hanya bersifat alterafi

Teori hukum pidana klasik menyatakan bahwa padardga perbuatan pidana atau
perbuatan yang dapat dipidana dan/atau perbuatag perlu dikriminalisasi adalah
segala perbuatan, tindakan dan kelakukan manus@ sgak semula telah mengadung
didalam dirinya sifat-sifat jahat atamala in se,**® bersumber pada aspek moral dan
moralitas yang dianut dalam suatu masyarakat. NMaskilemikian, tidak dapat disangkal
bahwa dalam kehidupan bersama sebagai komuniti@s;nikai moral dan moralitas
bergeser mengikuti perkembangan zaman sehingga patuk diatur pula mengenai
hubungan antar masyarakat. Demikian pula untuk rkkepmn hukum publik pada

umumnya dan hukum administrasi negara khususnyaldikan adanya pengaturan dan

1% |ihat selengkapnya dalam Peraruran Pemerintah Kérfflahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang PerkawiranBab 1X pasal 45.

157 Bandingkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentamghentukan Peraturan Perundang-undaegan
pasal 14, yang berbunyi "Materi muatan menganairkefan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-
undang dan Peraturan Daerah.”

158 | jhat misalnya dalam Terance D. Miethe & Hong LRunishment-A Comparative Historical
PerspectivesDp. Cit,halaman 194. DikatakaiMala in se crimes are wrong in and of themselvad are
said to violate widely held public standarts of addy.”
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sanksi hukum pidana dan karena itu dikenaftetia prohibita,**®

artinya sesuatu yang
memiliki sifat jahat atau buruk karena dilarangadalperaturan perundang-undangan.

Melihat kembali batasan tentang hukum publik padaumnya dan menguraikan
hubungan antara hukum pidana dan hukum administedsagaimana telah diutarakan
oleh H. J. van Schravendijk, ternyata definisigbrg telah diterima secara merata oleh
para sarjana hukum, karena menurut ukuran-ukurarg yanum, maka “hubungan
hukum yang teratur dalam hukum pidana, adalah s&demrupa, bahwa titik berat
berada tidak pada kepentingan seorang individapitgiada kepentingan orang-orang
banyak yang juga dapat dinamakan kepentingan utntfithDikatakan bahwa sifat
hukum pidana yang demikian itu nampak ketika hukpmana dilanggar, maka
penuntutannya tidak tergantung pada korban selfabak yang dirugikan melainkan
pada negara dalam hal ini penegak hukum sebagal daak pemerintah, kecuali untuk
beberapa hal seperti tindak pidana perzinahan gaalput sebagai delik aduékiacht
delik). Demikianlah, hukum pidana pada umumnya adalahmuykublik. Perihal korelasi
antara hukum pidana dan hukum administrasi, dan/at&kum pidana administrasi.
Sudarta'®* mengatakan:

"delik-delik administratif artinya delik-delik yangerupakan pelanggaran terhadap
usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahtetaarketertiban masyarakat,
lalah apa yang dinamakdnegulatory offences” atau "ordnungsdelikte,” dapat
dibenarkan untuk diatur dalam undang-undang temsemtbngan kemungkinan
adanya penyimpangan dari azas-azas umum hukumegpiakam dari hukum acara
pidana yang umum. Namun penyimpangan-penyimpandan tidak boleh
mendatangkan ketidakpastian hukum, yang dapat ibataladanya rasa tidak
tenteram dalam masyarakat, dan juga tidak bolehgataatkan politik kriminal
dari negara tidak efektif, karena adanya kesimparas dalam penegakan
hukumnya.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Suddao merujuk pada definisi dari
administrative crimedalamBlack’s Law Dictionary*®> maka selanjutnya Barda Nawai

Arief mengatakan,

159 ihat lagi dalam Terance D. Miethe & Hong LRunishment-A Comparative Historical Perspectives,
Ibid, halaman 194. Dikatakan bahw#dala prohibita crimes are considered wrong simfilgcause some
legal body deems them as illegal. For those offdheee is not necessary a share consensus about the
moral gravity or seriousness of the fact, but they defined as illegal for a variety of differemason.”

159 Wirjono ProdjodikoroQp. Cit,halaman 14.

161 Sudartg Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, halaman 68.

162 ihat selengpaknya dalaBlasck’s Law DictionaryQp. Cit,halaman 45.
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. hukum pidana administrasi pada hakekatnya pedan perwujudan dari
kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarahak umenegakkan /
melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakantuke fungsionalisasi/
operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidandidang hukum administrasi.
Mengingat begitu luasnya bidang hukum administsaperti dikemukakan di atas,
maka dapat diperkirakan demikian banyak hukum p@ddigunakan didalam
berbagai aturan administrast®®

Pelbagai defenisi tentang hukum publik, hukum pgddan hukum administrasi yang
dikemukakan di atas, menunjukkan salah satu ursemsél dari hukum pidana, yaitu
adanya peraturan perundang-undangan yang ber&iglan dan/atau keharusan yang
mesti ditaati oleh warga masyarakat disertai deng@aaman hukuman dan tatacara
penjatuhan hukuman atas sanksi tersebut. Adanyatupan perundangan yang telah
dengan sengaja dibuat, merupakan prinsip utamandal&kum pidana, sebagaimana asas
184 hullum crimen sine legéannullum poena sine leggang melahirkan asas legalitas.

Labih jauh tentang azasllum crimen sine legdannullum poena sine legéndi
Hamzah'®® mengatakan,

“Azas legalitas yang tercantum di dalam pasal i ayfUHP, kalau kata-katanya

yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalanasa Indonesia kata demi kata

maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatéeit) yang dapat dipidana selain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidaganyamdahuluinya.” Perlu pula
diperhatikan bahwa dengan istiltgit itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa,”
karena dengan istilah feit itumeliputi baik perlaunmatyang melanggar sesuatu yang

dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan segaag diharuskan.”

Perkataan ‘berdasarkan ketentuan perundangiagadapidana’ dalam rumusan
yang dibuat oleh Andi Hamzah di atas, adalah sebeaar dengan apa yang
dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijer dan EirPH. Sutorius-*°

163 Barda Nawawi AriefOp. Cit,halaman 15.

64 Hubungkan dengan catatan kaki nomor 38-halamate@icatatan kaki nomor 83-halaman 39. Disebut
nulla poena sine lege praeviataunullum crimen sine lege strictatau selengkapnya dikemukakan oleh
Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) sggrakar hukum pidana Jermarullum delictum,
nulla poena sine previa lege poenale.

165 Andi HamzahQp. Cit,halaman 39.

188D, Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutori@p. Cit,halaman 14-15.
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"Yang dimaksud dengan undang-undang disni adalateangrundang dalam arti

formal. Pembentuk undang-undang yang lebih rendabatd membuat peraturan
pidana selama diijinkan oleh pembentuk undang-ugpdarmal, tetapi tidak boleh

menciptakan pidana lain selain dari yang ditentusdah undang-undang dalam arti
formal....Pembentuk undang-undang yang lebih rendighat membuat peraturan
pidana (dalam batas-batas yang ditentukan undadgrgndalam arti formal) tetapi
tidak dapat membentuk peraturan acara pidana..ddedgmikian, peraturan acara
pidana sama diseluruh negara.”

Sambil mengkonstatir pelbagai pendapat yang teladntikakan oleh Van Poelje,
Pompe dan Utrech tentang pembagian hukum pidangadetsian berdasarkan berbagai
kriteria maka Andi Hamzah, "menganjurkan istilahribayaitu perundang-undangan
pidana umum dan perundang-undangan pidana khi&u#ngan mana pembagian lebih
ditekankan pada undang-undangnya, bukan berdasaikamm pidananya. Lebih jauh
tentang pembagian perundang-undangan pidana, Aardizeh'®® mengatakan:

"Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP besentaia perundang-undangan
yang mengubah dan menambah KUHP itu, .... sedangleanndang-undangan
pidana khusus ialah semua perundang-undangan dKIUBP beserta perundang-
undangan pelengkapnya, baik perundang-undangamapidsaupun yang bukan
pidana tetapi bersanksi pidana. ... Dapat dikatéledmva hukum pidana dapat dibagi
atas hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukundampa yang tidak
dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan, artinya yamimuat dalam Kitab Undang-
Undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan, ygiog tersebar di luar kodifikasi
dalam perundang-undangan tersendiri. Dengan demikis&kum pidana materil yang
dikodifikasikan tercantum dalam KUHP, sedangkan gydialak terkodifikasikan
tersebar diluar KUHP. Begitu pula hukum pidana felrnjacara pidana) yang
dikodifikasikan tercantum di dalam KUHAP, sedangkamg tidak dikodifikasikan
tersebar dalam perundang-undangan di luar KUHAP.”

Mengenai sanksi dalam hukum pidana administragiicermatan Barda Nawai Arief
menemukan “tidak adanya keseragaman pola formikekijakan penal”*®® dalam

beberapa ketentuan pidana yang mengandung hukurmiattasi. Identifkasi tersebut

disimpulkan, antara lain setelah menemuR&h:

187 Andi HamzahQOp. Cit,halaman 10-13.

188 Andi Hamzah)bid, halaman 13-14.

159 Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidap@p. Cit,halaman 16.
170 Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidaniéid, halaman 17-18.
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Ada yang menganutdouble track system”(pidana dan tindakan), ada yang
“single track system(hanya sanksi piidana), dan bahkan ada yang “s¢nauiya
menyebut sanksi pidana tetapi mengandung/terkessmmyai sanksi tindakan).
Dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang haidgaa pokok dan ada
yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam hal menggunakan pidana pokok, ada yang hhareyaggunakan pidana
denda, dan ada yang menggunakan pidana penjanageuridan denda; bahkan
ada yang diancam dengan pidana mati atau penjanauséhidup (misalnya UU
Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom).

Perumusan sanksi pidananya bervariasi (ada tunggalulasi, alternatif, dan
gabungan kumulasi allternatif)

Ada yang menggunakan pidana minimal (khusus) daryadg tidak.

Ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, ptaada juga yyang
dioperasionalisasikan dan diintegrasikan kedalatersi pidana/pemidanaan.
Dalam hal sanksi administrasi berdiri sendiri, a@g menggunakan iistilah
“sanksi administrasi” (misalnya, Undang-Undang iRddngan Konsumen,
Undang-Undang Pasar Modal, serta Undang-UndangaRleah) dan ada yang
menggunakan istilah “tindakan adminstratif’ (mis@n Undang-Undang
Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Dalam hal sanksi adminstratif dioperasionalisasikaialui sistem pidana, ada
yang menyebutnya (dimasuukan) sebagai “pidana taamjadan ada yang
menyebutnya sebagai “tindakan tata tertib” atamkKseadministratif.”

Ada “pidana tambahan” yang terkesan sebagai (meluga) “tindakan,” dan
sebaliknya ada sanksi “tindakan” yang terkesan gagb@engandung) “pidana
tambahan.”

Ada yang mencantumkan “korporasi’ sebagai subyedai pidana dan ada yang
tidak; dan ada yang memuat ketentuan pertangguabgmwpidananya dan ada
yang tidak.

Ada yang menyebutkan kualifikasi deliknya(“kejamdtatau “pelanggaran”), ada
yang tidak (misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tah864; Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahur91@,dang-Undang
Nomor 8 tahun 1999); bahkan ada undang-undang gemyila mencantumkan
pasal mengenai kualifikasi deliknya, tetapi kemodialam perubahan undang-
undang, pasal itu dihapuskan (misalnya, Undang-bigidédomor 9 Tahun 1994
menghapus pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 tahur).1983

Mengenai sanksi hukum pidana adminstr@déstuurstarfrechtyang pada dasarnya

bersumber dari hubungan antara pemerintah dan wadmgaRemmelink’* mengatakan
bahwa sanksi tersebut secara formal, dapat dijatuianpa melalui penuntutan dari
Jaksa dan penjatuhan hukuman oleh Hakim. Disisi laielihat sifat dan sistem yang

dianut maka dibagi hukum pidana administrasi atas:

171 Baca selengkapnya dalam Jan Rammelink, Hukum Rj@m Cit,halaman 15-17.
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1. Sanksi yang memiliki tujuanpunitif yakni sanksi yang dimaksudkan untuk
mengenakan nestapa kepada pelanggarnya. Karersardida atau lebih ditekankan
padapunitivismemaka unsur kesalahan menjadi penting untuk dipi&era

2. Sanksi situatif yang berkenaan dengan adanya situasi tertentu kdaenanya
mempunyai tujuan untuk memperbaiki situasi yangetgu itu demi kepentingan
pemerintah. Dalam hal yang demikian ini, unsur ke tidak begitu penting.
Bahasan di atas memperlihatkan bat®ematuran Daerah termasuk dan merupakan

peraturan perundangan di bidang hukum administnegjara dan/atau hukum tata

pemerintahan yang dapat bersanksi pidana. Di aisi ienunjukkan bahwa hukum
pidana adalah hukum sanksi istimewa, karena meanpakimum remediunt’? jika

sanksi hukum lain seperti saksi administratif damksi perdata tidak dapat lagi
diandalkan. Perihal sanksi administratif, sankdepa, saksi pidana administratif dalam

Peraturan Daerah, akan dibahas dalam bab 3.

172 Baca selengkapnya dalam P.A.F. LamintaDpg, Cit,halaman 17. Dikatakan bahwa perkatakimum
remidium dipergunakan pertama kali oleh Menteri KehakimasaBda, Mr. Modderman, bahwa yang
dapat dihukum mestinya adalah pelanggaran-pelaagdarkum yang menurut pengalaman tidaklah dapat
ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Prinsipmulth remedium menghendaki agar hukuman itu,
hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhimiRitimum remidiunperlu dibedakan dengammimum
remediumyang berarti pilihan pertama dan utama.
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BAB 3
KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KRIMINALISASI DALAM HUKUM PI DANA
3.1 Kebijakan Penanggulangan Pidana

Sebelum lebih jauh membahas tentang kebijakan hydidama, terlebih dahulu perlu
ditegaskan kembali makna dari istilah kebijakan gyagdalam bahasa Indonesia
mengandung kemiripan dengan kata kebijaksanaarka@ma itu sering dipergunakan
secara keliru, baik karena dianggap memiliki kesamanakna maupun karena sering
dipertukarkan maknanya. Walaupun dalam bahasa &sitnkata kebijakan dan
kebijaksanaan memiliki kemiripan lafal dan penulis@amun pada hakekatnya keduanya
mengandung makna yang sangat berbeda. Kata kebigiparsamakan dengan — dan
merupakan terjemahan dari — kptaicy dalam bahasa Inggris atpalitiek dalam bahasa
Belanda, sedangkan kata kebijaksanaan atau ketagii@ersamakan dengan kata
wisdomdalam bahasa Inggrté®

Kebijakan hukum pidana, bagaimanapun harus dilarakialam kerangka kebijakan
hukum pada umumnya, dan/atau kebijakan pembandbo&om) nasional dalam negara
kesatuan Republik Indonesia. “Negara Indonesiaaadaégara hukum,” demikian bunyi
dari penjelasan atas naskah asli UUD 1945 khusussy@ng sistem pemerintahan
negara. Pernyataan konstitusional tersebut, kemudiapertegas, diperbaharui dan
ditempatkan kembali dalam pasal 1 ayat (3) UUD51&hendemen ketiga pada tanggal
10 November 2010. Pencantuman bentuk pemerintadamdindang-undang dasar atau
konstitusi merupakan wujud dari prinsip negara mukuyaitu bahwa harus ada

pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak sewemsamg. Agar pembatasan

173 Hikmahanto Juwana, dalam tulisan berjuthwal Kriminalisasi Kebijakan yang dimuat di kolom
Opini, Kompas, Rabu 27 Januari 2010 halaman 5 ntakaa, "....Kebijakan(policy) berbeda dengan
kebijaksanaan meski keduanya terkait dengan perigankeputusan. Kebijakan merupakan basis untuk
pengambilan keputusan, sedangkan kebijaksanaarpakem keputusan yang bersumber dari diskresi yang
dimiliki pejabat yang berwenang. Dalam konteks kmmaan, kebijakan dapat bersifat umum ataupun
khusus. Kebijakan yang bersifat umum, antara kebjjakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kkaija
fiskal, dan kebijakan pemberantasan korupsi. Kkbijayang bersifat khusus, antara lain, kebijakan
rekonstruksi pasca tsunami, penyaluran subsididepaiang yang berhak, dan kebijakan ujian nasional.
Sementara kebijaksanaan secara sederhana dapatbdian sebagai polisi yang mengarahkan lalu lintas
untuk berjalan melawan arus yang seharusnya. Toj@adalah untuk mengurangi kemacetan. Apa yang
dilakukan oleh polisi tersebut tentu melanggar mukiNamun, atas dasar diskresi yang dimiliki, polisi
sebagai pejabat yang berwenang diperbolehkan umémkbuat kebijaksanaan yang melanggar aturan demi
kemaslahatan yang besar...”
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kekuasaan pemerintah memiliki landasan hukum yarsg knaka harus dicantumkan
dalam undang-undang dasar. Perumusan yuridis dasgig-prinsip ini dikenal dengan
istilah rechtsstaat(negara hukum) darule of law '"* Secara singkat dapat dikatakan
bahwa prinsip negara hukum menghendaki agar hukjadilhn sebagai panglind®
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disatk, piaa bersamaan dengan itu, ada
penghargaan serta perlidungan terhadap Hak Azasusfa (HAM), dipihak yang lain.

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segeragavnegara Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin &@sepan bagi semua warga negara.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, negara melaksangleambangunan nasional yang
menyentuh segala bidang serta seluruh peri kehidwzaga negara, lahir dan bathin,
jasmani dan rohani. Setiap bidang pembangunan sembidang hukum mempunyai
arah dan kebijakan khusus sehingga upaya pembamgliaeahkan pada pencapaian
tujuan-tujuan khusus demi mencapai tujuan pembagoasional pada umumnya.

Arah dan kebijakan pembangunan nasional pada umactenry pembangunan hukum
khususnya, dapat ditelusuri dalam pelbagai dokuyagry menguraikan mengenai arah
pembangunan nasional sepéffi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan/atau
yang sekarang ini telah diganti dengan Rencana &egoinan Jangka Panjang (RPJP).
Sebagaimana telah diketahui, RPJP sekarang i tifetapkan dengan UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguasiondl dan UU Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangkad@&igaional Tahun 2005-2025.

Selain itu, secara khusus ada Rencana PembangangkaJMenengah yang ditetapkan

174 Baca selengkapnya dalam Miriam Budiardp@sar-Dasar llmu Politik , Penerbit Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2003, halaman 51-52.

175 Baca selengkapnya dala@harles HimawanHukum Sebagai Panglima,Penerbit Buku Kompas,
Jakarta, Cetakan Kedua, Januari 2006.

176 Baca selengkapnya dalam Satya ArinaRwmljtik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca
Reformasi, makalah yang disampaikan sebagai pengantar didkngian tajuk “Visi Indonesia 2030” yang
diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Forum, t3ak07. GBHN adalah haluan Negara dalam garis-
garis berisi, berisi rencana pembangunan nasi@til Bma tahun baik pada masa Orde Lama maupun
pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, GBHNpaien landsana pembangunan nasional yang
disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELI@&), dalam konteks ini merupakan salah satu
sumber terpenting untuk meninjau politik hhukumadalartilegal policy.Perubahan dari GBHN adalah
mengikuti perkembangan ketatangeraan Indonesialunelmmendement UUD 1945, dimana kekuasaan
tertinggi adalah ditangan rakyat, bukan di tangdPRvMmaka semenjak tahun 2004, MPR hasil Pemilihan
umum Tahun 2004 tidak lagi menetapkan GBHN. Oleheka itu maka salah satu sumber untuk
menganalisis politik pembanguna hukum nasional pasoendemen UUD 1945 |-IV adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencanarigemdbdangka Menengah Nasional (RPIJMN).
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dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPREmMor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RAXAANN 2004-2009.

Menururt RPIJMN 2005-2025"" maka arah dan tahapan pembangunan hukum
nasional antara lain difokuskan pada aspek refarimasum dan birokrasi. Sedangkan
berkaitan dengan polittk pembangunan hukum nasibffainaka arah kebijakan yang
ditetapkan dalam PERPRES Nomor 7 Tahun 2005 adalah:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan genataan kembali
peraturan perundang-undangan untuk memperhatikap perundang-undangan
dengan memperhatikan asas umum dan hirarki pergnagaangan, dan
menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan uhukadat untuk
memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pelap@an yurisprudensi
sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hnksrmnal.

2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui pergukélembagaan dengan
meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peaaddlerta kualitas peradilan
yang terbuka dan transparan, menyederhanakan spseadilan, meningkatkan
transparansi agar peradilan dapat diakses oleharast dan memastikan bahwa
hukum diterapkan dengan adil dan tidak memihak.

3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui p#ikdh dan sosialisasi
berbagai peraturan perundang-undangan serta petleteladanan dari kepala
negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaktinhiserta penegakan
supremasi hukum.

Nampak dari tiga pokok pikiran di atas bahwahadan tahapan yang menjadi

k'’® pada pemikiran

fokus pembangunan hukum nasional, masih secaralkeetuju
dari Lawrence Friedmaryang sangat popular dikalangan para sarjana hualam
bukunyaAmerican Law-An Introductiokkhususnya tentangegal SystenDikatakan

bahwalegal systemterdiri 3 (tiga)sub — systemtama yakni(1) substancef law,

7 ihat kembali dan baca selengkapnya dalam UU NaohoFahun 2007, khususnya Lampiran Bab IV-
1.2 dibawah judul “Mewujudkan Bangsa yang Berdawin@ khususnya huruf E tentang Reformasi
Hukum & Birokrasi.

178 Baca selengkapnya dalam PERPES Nomor 7 Tahun 2005

17 satya ArinantoQp. Cit,halaman 11.

180 pemikiran Lawrence Friedman dapat baca selengkapi@fam American Law-An Introduction,
Stanford University, W.W. Norton and Company, Neverk, 1984. Dalam buku tersebut Lawrence
Friedman, mendeskripsikasubstance of lavdengan mengatakd@nother aspect of legal system is its
substance of law. By this is meant the actual rutegms, and behavior patterns of people inside the
system. This is, first of all, “the law” in the polar sense of the term — the fact that the speai i fifty-
five miles an hour, that burglars can be sent tisqm, that “by law” a pickle maker has to list his
ingredients on the label of the jar.Lihat secara khusus padalaman 6

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



74

(2) structure of law,'®! dan (3) culture of law'® Untuk mencapai tiga hal di atas,
maka dalam PERPRES Nomor 7 Tahun 2005 telah diatalima program pokok,
183 yang dapat dikatakan sebagai kebijakan pembandumiaim nasional yakni: (a)
program perencanaan hukum, (b) program pembentikdum, (c) program
peningkatan kerja lembaga peradilan dan lembagaga&an hukum lainnya, (d)
program peningkatan kualitas profesi hukum, dampifeyram peningkatan kesadaran
hukum dan HAM.

Perihal politik hukum ituSudarto dalam Barda Nawawi Arié?* mengajukan dua

pendapat /pengertian yang berbeda, yakni:

"Politik hukum adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yarigdssuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang ée&emang untuk
menetapkan peraturan-peraturann yang dikehendakg ydiperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandal@m masyarakat dan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”

Sementara itu H. Moh. Hatta mencoba memberi perekgrada peranan politik
hukum dalam mengendalikan kebijakan publik atauj&ledn yang umum, baik melalui
kebijakan legislasi maupun kebijakan yang langsdiagnhbil oleh pemerintah, sehingga
tidak terjadi adanya kebijakan publik yang tidakrpigak kepada publik. Dalam
pengantar atas bukunya berjudul Kebijakan Politikrihal — Penegakan Hukum Dalam

Rangka Penanggulangan Kejahatan, H. Moh. Hatta atakan,

181 Tentangstructure of landikatakan“We now have a preliminary, rough idea of what weam when we
talk about our legal system. There are another wiaysinalyze this complicated and important set of
institutions. To begin with, the legal system hascture. The system is constantly changing; butspef it
change at different speeds, and not every part ghas fast as certain other parts. There are ptests
long-term patterns — aspect of the system that \vere yesterday (or even in the last century) aitidbe
around for a long time to come. This is the stroetaf the legal system — its skeleton or framewtré,
durable part, which gives a kind of shape and di@dim to the whole.”Lawrence Friedmanbid, hal. 5.

182 Tentangeulture of lawdikatakan By this we mean people’s attitude toward law ahd tegal system —
their beliefs, values, ideas, and expectationsothrer words, it is that parts of the general cuéuwhich
concerns the legal system. ...The legal culturelerowords, is the climate of social thought andiab
force which determine how law is used, avoidedlarsed. With legal culture, the legal system istine
dead fish lying in a basket, not a living fish swiimg in its sea.'Lawrence Friedmarbid, halaman 6-7

183 Satya ArinantoQp. Cit,halaman 29.

184 Barda Nawawi AriefBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Kencana Prenada Media
Group, Rawamangun-Jakarta, 2008, halaman 22.
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"Peranan politik hukum dalam mengendalikan suatbij&kean publik terutama di
bidang penegakan hukum sangat dominan posisinya sttategis dalam suatu
kegaiatan pemerintahan. Demikian pula halnya dergdrijakan politik kriminal
yang merupakan bagian atau subsistem dari poliikiomal, khususnya dalam
memposisikan kebijakan legislasi di bidang pencagaldan penanggulangan
kejahatan sebagai bagian dari tugas hukum publik sbagai bagian tambahan
integral dari kebijakan sosial untuk meningkatka@sdjahteraan masyarakat sebagai
salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya tingelana yang meresahkan
masyarakat.®
Kedua kutipan di atas, sengaja dikedepankan untekumjukkan bahwa politik
hukum sesungguhnya memiliki makna yang lebih luaspdda politik hukum pidana,
karena mencakup pula politik hukum sipil/perdatditix hukum tata negara serta politik
hukum adminsitrasi atau hukum tata usaha negatddikPnukum pidana, merupakan
bahagian tak terpisahkan dari politik hukum padainmumya dan merupakaronditio sine
guanondari politik pembangunan nasional. Khusus tentaolgik hukum pidana atau
kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arigfmengatakan,

“... kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dangtilahpolitik hukum pidana.
Dalam kepustakaan asing istilpblitik hukum pidanaering dikenal dengan berbagai
istilah, antara lainpenal policy criminal law policy atau strafrechtspolitiek.
Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana taplhat dari politik hukum
maupun dari politik kriminal.”

Memperhatikan secara saksama kutipan di atas, rkaygpaBarda Nawawi Arief
ingin menarik dua kategori penting, yaitu politikkum pidana dan politik kriminal.
Politik hukum pidana, mengandung pengertian yarghlesempit, mencakup politik
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Seétan politik kriminal mencakup,
pertama, politik hukum pidana materil dan hukumapal formil, serta tindakan-tindakan

preventif dan represif dalam hukum pidana.

185 4. Moh. HattaKebijakan Politik Kriminal — Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan
Kejahatan, Penerbit Pustaka Pelajar Jogyakarta, cetakan lareM2010, halaman V. Lebih lanjut
dikatakan, "Dalam menghadapi perkembangan masyayake dinamis, peran kebijakan legislasi dalam
pembuatan berbagai peraturan perundang-undangaidaiig hukum pidana akan memberi arah yang
eksetensif yang tidak hanya akan mempermudah penshanengenai hukum pidana, tetapi juga
bagaimana melaksanakan hukum pidana.”

1% Barda Nawawi Arief|bid, halaman 22.
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Kedua, politik kriminal meliputi pula pembaharuankbm yaitu perumusan dan
penetapan peraturan perundang-undangan hukum pideteui proses legislast®’
penentuann subyek dan obyek dalam proses krimasglisistim pertanggungjawaban
pidana dan teori pemidanaan yang dijadikan acuEmdperaturan perundang-undangan
sampai dengan pengaturan mengenai aplikasi/implasierdan penegakan dari
keseluruhan peraturan hukum pidana. Ketiga, pdttiikinal disamping itu meliputi pula
kebijakan terhadap sumber daya penegakan hukumkbkgknbagaan, fasilitas maupun
personalia. Politik kriminal dalam tiga hal sebagana disebut di atas, telah mencakup
keseluruhan aspek dalamtegrated criminal justice syste@au yang disebut sistem
peradilan pidana yang terintegrasi.

Selanjutnya, penegasan tentang arti dari kebijlditik kriminal dikemukakan oleh
Sudarta'® sebagai berikut:

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan azas dan meyashg menjadi dasar dan
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupaaidan

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari appenegak hukum, termasuk di
dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisn; da

c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgeps#s), keseluruhan kebijakan,
yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bhddan resmi, yang
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentrahaasiarakat.

187 Baca selanjutnya dalarPedoman Praktis Memahami Pembentukan Peraturan Pemdang-
undangan, Bahan Pelatihabegal Drafter,Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, 2008 niete35

dan seterusnya. Dikatakan bahwa, secara umum, sptegeslasi (pembentukan peraturan perundang-
undangan) dibagi menjadi tiga tahap, yakni Pertadalah Proses pra legislasiyaitu proses yang
mengawali pembentukan peraturan perundang-undangdiputi tahap perencanaan dan persiapan. Proses
ini masih bisa dibagi lagi dalam 3 (tiga) tahapagi lyakni: (2) Tahap konseptual yaitu tahap pergola
dan pembahasan materi muatan peraturan perundaaggen. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan
meliputi analisis substansi dari berbagai persps&perti filosofis, sosiologis, yuridis dan pdittermasuk
tentang kewenangan instansi yang mempunyai lingkgas penanganan atas substansi permasalahan yang
diatur. Hal penting lainnya ialah kemungkinan efekidaknya peraturan perundang-undangan
dilaksanakan, bagaimana cara penegakannya, bagadgendekatan pidana, perdata maupun administrasi
(b) Tahap arsitektural yaitu tahapan rancang bardjonulai dengan pembuatan kerangka dasar dalam
bentuk garis besapoutline) sehingga rancangan tersebut tersusun secaradagisistematis termasuk
dasar pembagian, pembagiannya sendiri dan urutaeeparti bab, bagian, paragraf dan pasal; (cagah
verbal / komposisi. Dari istilahnya saja, hampakviba masalah bahasa menjadi sangat dominan, mulai
dari kecermatan dan ketelitian berbahasa, pilihata kdan istilah sedemikian rupa sehingga dapat
menghindari kerancuan dan kemakna-gandaan sertataisir. Disinilah diperlukan seoramdyafter yang

baik dan berpengalaman serta memiliki kemampuaggitidan sejauh mungkin terbebas dari emosi dan
kepentingan individu atau kelompok tententu. KedRrases legislasyaitu proses pembentukan peraturan
perundang-undangan itu sendiri yang meliputi perabah, pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan. KetigRroses pasca legislagaitu proses implementasi berupa penerapan daagpkan
peraturan serta pengembangan hukum tertulis.

188 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukuida®a (perkembangan Penyusunan KUHP
Baru, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jak&wtdakan |, September 2008, halaman 1.
Bandingkan pula dengan Sudarto, Kapita Selekta HionuRidanaQp. Cit,halaman 113-114.
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Dalam kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defngkat sebagaimana yang
telah dikutip pula di atas, yakni "usaha yang raio dari masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan,” yang dikembangkan dafinglecriminal policy yang

dikemukakan Marc Ancel?®

sebagalthe rational organization of the control of crime
by society.” Perihal politik kriminal/kebijakan kriminalcriminal policy) **° diarahkan
justru untuk menanggulangi kejahatan. DikatakanMaapolitik kriminal ataucriminal
policy adalah "usaha rasional untuk menanggulangi kegahiaan dengan demikian
"merupakan bagian dari politik penegakan hukum rdakati luas (law enforcement
policy).
Kebijakan kriminal **? yang oleh banyak pakar hukum pidana dipakai sébaga

» 191

teriemahan dagriminal policy bersarikan tentang penanggulangan kejahatandagey
dilakukan baik melalui kebijakan penerapan sankdama (penal policy and law
enforcement policyilnaupun melalui kebijakan yang tidak bersanksi mad@aon-penal
policy) antara lainmelalui kebijakan administratif, restoratif, reparasi, itesi maupun
kompensasiDengan kata lain, politik hukum pidana merupakalals satu dari sekian
banyak pilihan dalam politik kriminal dan jika ditsuri lebih jauh, pada ghalibnya

merupakan bahagian tak terpisahkan dari politik unukdan politik pembangunan

189 Barda Nawawi Arief|bid, halaman 1.

199 Menurut Yenti Garnasih, dalamiriminalisasi Pencucian Uang (Money Laudering), PPS FHUI,
Jakarta, 2009, halaman 38-catatan kaki 119, istdaminal policy diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia sebagdiebijakan kriminal,berkali-kali digunakan oleh para pakar hukum pidana Indonesia
Misalnya, Sudarto menggunakan istilpblitik kriminal untuk criminal policy (Sudarto, Perkembangan
Masyarakat, halaman 59); Mardjono Reksodiputo jugaggunakan istilakebijakan kriminal(Mardjono,
Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, halaldan Selanjutnya, istilaleriminal policy
diterjemahkan sebagpolitik kriminal dankebijakan kriminaljuga digunakan oleh Muladi. (Lihat Muladi,
Peradilan Pidana halaman 7) d&arda Nawawimenggunakan istilakebijakan kriminalBarda Nawawi
Arief, Hukum Pidanahalaman 1). Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo meng§an kebijakan pidana
untukcriminal policy.

191 Baca selengkapnya dalam Muladi, Makalah yang disékan pada Penataran Hukum Pidana Nasional
Angkatan 1V: Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda diwkerto, Tanggal 18 & 19 Agustus 1990,
sebagaimana juga dimuat oleh Mulatdin Barda Nawawi Ariefdalam Bunga Rampai Hukum Pidana,
Ibid, halaman 1

192 Baca selengkapnya dalam Harkristuti HarkrisnowekdRstruksi Konsep Pemidanaan, Suatu Gugatan
Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Inidpn@sasi pada Pengukuhan Guru Besar Tetap
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 08eM2003. Dalam pada itu, Harkristuti mengatakan:
“Begitu panjang perjalanan tentang pemidanaan diiaduyang menunjukkan terjadinya pergeseran
paradigma, dan pula kembalinya paradigma lama ddtamat baru. Sangat memperihatinkan sekali
Indonesia belum pernah memunjukkan paradigma apg s@lama ini dipakai sebagai acuan. Kendatipun
perumusan kebijakan pidagaiminal policy)nampak menjadi salah satu batu sandung dalam roskam
dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, $etijidu yang terlibat dalam dalam proses legislasi
dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan beritiovdampak jelas, Harkristuti Harkrisnowo
menggunakan istilah kebijakan pidana untuk menefdmnciminal policy.
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nasional. Dalam spektrum seperti itu maka tujuanmrdari politik hukum adalah untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat bangsa Indon&sieda Nawawi Arief '
menegaskan bahwa kebijakan kriminal hanya akanabirjika dibarengi juga dengan
kebijakan atau upaya yang lebih luas yakni kebijagkasial(social policy)yang teridiri
dari kebijakan kesejahteraan sogstcial welfare policy)dan kebijakan perlindungan

masyarakafsocial defence policy).

3.2 Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan dan perilaku menyimpang adalah masalatakesiaan sekaligus masalah
sosial, dan karena keberadaannya hampir bersaneagar usia manusia maka disebut
sebagathe oldest social problem?* Sedemikian itu, maka hukuman menjadi suatu fakta
yang sudah diterima dalam kehidupan manusia. $ekaberbeda-beda bentuk dan cara
pelaksanaannya, tetapi hukuman ad#fehuniversal response to crime and deviance in
all societies!®

Dalam bab-bab terdahulu telah disinggung bahwaikéitisasi'® tidak lain adalah
penetapan yuridis atas suatu perilaku atau tindaeragai perbuatan pidana dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baidphekejahatan maupun berupa
pelanggaran. Perihal perbuatan yang dapat dikrimash, sudah juga disinggung secara
umum dalam bab-bab terdahulu yaitu perbuatan-pt&abugang dalam masyarakat
digolongkan dalammala in sedanmala prohibita.

Sebenarnya perintah dan/atau larangan terhadap peabuatan dalam peraturan
hukum pidana, secara umum telah terlebih dahuludadadiatur dalam bentuk norma,
baik norma agama, norma etika dan kesusilaan, istiiadlat serta kebiasaan yang ada,
dipelihara dan ditaati bersama dalam pergaulanphgliatu masyarakat. Norma atau

aturan dasar yang hidup dalam suatu masyarakatbakkah mengakar dengan begitu

193 Barda Nawai AriefMasalah Penegakan Hukum & Penanggulangan KejahatanPT. Citra Adtya
Bhakti, Bandung, 2001, halaman 73 dan seterusnya.

194 Lihat selengkapnya dalam Is Heru Permdawitik Kriminal, Universitas Atma Jaya Jogyakarta, 2007,
halaman 11. Selanjutnya, bahwa kejahatan adalatalamasosial yang paling tu@he oldest social
problem)dikemukakan oleh Benedict S. Alper. Lihat misalmigdam Changing Concept of Crime and
Criminal Policy, Resource Material Seriéso. 7, Tokyo ; UNAFEI, 1973.

1% Terance D. Miethe & Hong LiRunishment-A Comparative Historical Perspectiv@p, Cit,halaman 1.

19 Hoefnagels dalam Yenti Garnasip. Cit, halaman 38, mengatakan bahwa kriminalisasilah “suatu
perbuatan atau suatu hal menjadikan suatu tindg&ag sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang
dapat dipidana.”

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



79

kuat sehingga dijadikan sebagai ajaran moral, jta anggota masyarakat yang tidak
menaati norma-norma itu maka dinilai imoral.

Hukum pidana, dengan dan melalui proses kriminsilis@mudian menegaskan
kembali kejahatan dan/atau perilaku menyimpangs#bagai perbuatan pidana, dan
karenanya maka setiap orang yang melanggar atersebut, patut dipidana. Kebijakan
yang paling menentukan dalam proses kriminalisaisilahkebijakan legislasi dalam
proses legislasi, meliputi perumusan tindak pidaeactapan besar dan bentuk ancaman
hukuman, siapa saja yang diidentifikasi sebagakpaiian siapa saja yang diposisikan
sebagai korban. Kebijakan legislasi, dilaksanakatand tiga tahapan penting, yakni
tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap ekseklisi

Tahap formulasi, dilakukan melalui kegiatan idek&isi, merumuskan dan
menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu dalam Kbemdtma hukum pidana yang
kemudian dapat dipidana. Proses formufasiting karena konsep mengenai kejahatan
dan/atau pelanggaran pada tataran perbuatan tediéyathas secara mendalam. Disinilah
ukuran-ukuran moral dan moralitas tentang perbuatana yang baik dan mana yang
buruk, menjadi bagian paling penting untuk dicerm&talam pelbagai peraturan
perundang-undangan pidana terutama pada hukum iathamin yang bersanksi pidana,
lebih khusus lagi pada perbuatan yang bertitelngglaran(overtredingen) maka arah
dan pokok pembahasannya terutama bukan tertuju peda in semelainkanmala
prohibita. Tanpa mengurangi pentingnya tahap aplikasi daaptatksekusi sebagai
keseluruhan proses dalam kebijakan legislatif s&b@ana akan dibahas berikut ini,
kiranya perlu ditegaskan bahwa aplikasi dan eksekulsadap suatu perbuatan pidana
hanya akan memenuhi fungsi dan tujuannya jika fumgs tujuan tersebut telah
diperhitungkan dan dipertimbangkan pada saat difakuya formulasi dan reformulasi.

Tahap aplikasiatau implementasi yakni proses penerapan dan penegakianmh
Proses ini dimulai dengan melakukan pemeriksaangternuan baik penyelidikan dan
penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan, pemasaikslisidang pengadilan sampai ada
putusan hakim berkekuatan hukum tetap, yang mekgratidahwa terdakwa telah secara

sah dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan pidan karenanya patut dihukum.

197 Baca selengkapnya dalalarda Nawawi Arief,Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara,Penerbit Genta Publishing-Bandung, Cetakan Keeni@ai7,
halaman 60 dan seterusnya.
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Selanjutnya adalah tahap eksekusi atau pelaksgnaasan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Melalui tahapan eksekaisiseorang terpidana dan/atau
narapidana mestinya mendapatkan pembinaan danialessss mulai sejak, selama
sampai dengan selesai menjalani hukuman. Keduap tafseng disebut terakhir,
merupakan tahapan yang sepenuhnya melibatkan dampaken tanggungjawab dari
sistem peradilan pidana yang terintegiat#fated criminal justice sisterf?® dalam
fungsinya menanggulangi kejahatddalam kerangka inilah, penting untuk memahami
bahwdthe best law and policies are meaningless unldssytare accurately and
effectively implemented:*°
Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro,

“....menanggulangi kejahatan disini berarti berasahtuk mengendalikan kejahatan
agar berada dalam batas-batas toleransi masya@istém ini dianggap berhasil
apabila sebagian besar dari laporan atau keluhayarakat yang menjadi korban
kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannyakypekejahatan ke sidang
pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatgida’
Tujuan sistem peradilan pidana yang terintegrashagaimana dikemukakan oleh
Mardjono Reksodiputré™ adalah, “(1) mencegah masyarakat menjadi korbahagn,
(2) menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang itesghthgga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidalan (3) mengusahakan agar
mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mangullagi kejahatannya.”

Sementara tentang tujuan Sistem Peradilan PidanadvVmengatakan:

198 Mardjono ReksodiputroHak Azasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidanakhususnya Sistem
Peradilan Pidana Indonesia-Peranan Penegak Huklamvare Kejahatan, Pusat Pelayanan dan Pengabdian
Hukum (d/h: LK Ul) Jakarta, 1994, halaman 84. Délain: "Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulanngi kejahataantiiBgkan juga dengan Petrus Irawan Pandjaitan, &
Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo mengenaPemasyarakatan Narapidana,
Penerbit IND HILL CO-IHC, Jakarta, 2008, halaman221

199 pikutip dariLaw and Policy Review July 2008ebuah dokumeyang diterbitkan olelIV/AIDS Asia
Regional Program (HAARR)ekerja sama dengaiNAIDS danAusAlID,2009, halaman 4.

209 Mardjono Reksodiputrd)p. Cit, halaman 84. Baca juga Topo Santd®oljsi & Jaksa, Keterpaduan

atau Pergulatan?; Pusat Studi Peradilan Pidai@entre for Indonesian Criminal Justice SystebBgpok,
2000, halaman 22-24.

201 Mardjono Reksodiputro, Hak Azasi Manusia dan Siskeradilan Pidan@p. Cit, halaman 84-85.
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“Tujuan Sistem Peradilan Pidana, terdiri dari: t(fijnan jangka pendek, apabila yang
hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi petaidak pidana; (2) Tujuan jangka
menengah, apabila yang hendak dituju lebih luasiyedéngendalian dan pencegahan
kejahatan dalam konteks politik krimindtriminal policy} (3) Tujuan jangka
panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kdeegam masyarakafsocial
wefare)dalam konteks politik sosiésocial policy)* 2%2

Formulasi perbuatan pidana selalu dinyatakan demgaasi dan perumusan baku
dalam peraturan perundang-undangan hukum pidan&uBéni disajikan unsur-unsur
perbuatan pidana, yang kendatipun menuai kritiletkartelah mengabaikan kenyataan
adanya kejahatan tanpa korbamime without victim/victimless crimé®® Leonard D.
Savitz?** dalam Tb. Ronny R. Niti Baskoro mengatakan, seaatem perbuatan yang
telah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidanaurseig-kurangnya mesti memenuhi
lima syarat yakni:

An act must take place that in valves harm inflact@ someone by the actor.
The act must be legally prohibited at the time itoammitted.

The perpetrator must have criminal intent (meng melaen he engages in the act.
There must be a causal relationship between thentaty misconduct and the
harm that result from it.

There must be some legally prescribed punishmenarfgone convicted of the
act.

e

o

R. Tresna®® pernah mengajukan dua pertanyaan penting untukjidikbih
mendalam, yaitu yang pertama, “mengapa justerikyataatau tindakan atau perbuatan-
perbuatan itulah yang dijadikan perbuatan pidank@tiua “mengapa pelanggaran
terhadap norma hukum harus dijatuhi hukuman piddaa, tidak misalnya hukuman
perdata atau hukuman tata usaha yang bersifat edrati saja?” Tanpa bermaksud
untuk menjawab kedua pertanyaan yang telah diajolenR. Tresna di atas, melainkan

hanya untuk memberi tekanan pada fungsi hukum d&orhan pidana sebagai hukum

202 Muladi, Makalah, Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Unday-Undang Hukum
Pidana di Indonesia,FHUI, 1998, halaman 1.

203 victimless crimeatau disebut juga kejahatan tanpa korban adalabug@n pidana yang tidak
menimbulkan korban langsung. Lihat misalngéac’s Law Dictionary halaman 399 & 1598;ictimless
crime or crime without victim is a crime that issodered to have no dirrect victim.

204 Th. Ronny Niti BaskoroQp. Cit. Tentang Leonard D. SavitRilemmas in Criminology,McGraw —

Hill Education, First Edition, January 1967, halan?a .

°Baca selengkapnya dalam R. Tresba, Cit, halaman 29. Bandingkan dengan pertanyaan yang, sama
yang juga sering ditemukan dalam literatommon lavwseperti,'Why do we criminalize behavioM¥hy do

we make some behaviors crime?”
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sanksi istimewa, H. J. van Schravendif®® menggarisbawahi dan menegaskan
pentingnya mempelajari kriminologi, khususnya eiiplkriminal ?°’ dan politk kriminal
guna memberikan pertimbangan yang lebih matangaderh kriminalisasi atas suatu
perbuatan atau perilaku manusia

Kriminalisasi pada umumnya berkaitan erat dengamahtas, karena itu maka
penting pula untuk memperhatikan hubungan antarairkalisasi dan moralitas, antara
lain sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Kfi§The only purpose for which
power can be rightfully exercised over any memliex avilized community against his
will is to prevent harm to othersiengan mana hendak dikatakan bahimarorality is
not a sufficient reason for criminalization, sucbhlavior should cause harm to others.”
Masih senada dengan pernyataan Mills di atas mallar®?®*® juga menegaskan bahwa
kriminalisasi diperlukan terhadap perbuatan yanmaral dan mendatangkan kerugian
materil dan spiritual bagi masyarakatDemikian juga Herbert Packer® yang
mengatakarithe moral force of criminal sanction should have determining what
conductshould be treated as criminal.

Meski demikian, Hans Tornsté4 menegaskan, “kriminalisasi hanya dibenarkan jika
ternyata hal itu tidak dapat dihindarkan la@élain ukuran-ukuran moralitas, perlu pula
untuk diperhatikan tentang faktor-faktor korela#lam kriminalisasi yang dikemukakan
oleh Sudarto®*?

(1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tp@etangunan nasional,
yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang menadderil dan spiritual
berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini (pakggunaan) hukum pidana
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mekgadaengurangan terhadap
tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keseajaate dan pengayoman
masyarakat.

206 Baca selengkapnya dalam H. J. Van Schraven@iik,Cit, halaman 15-116.

207 yang dimaksud dengaetiologi criminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus
mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubumgadengan kejahatan.

208 Baca selengkapnya dalassaydari John Stuart Mills berjud@®n Liberty. Untuk kutipan di atas, baca
Herbert L. ParkerThe Limits of the criminal SanctionStanford University Press, Stanford, California,
USA, halaman 261.

209 gydartoHukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1981, halaman 24.

219 Baca dalam Herbert L. Parkdhe Limits of the criminal SanctionQp. Cit,halaman 261.

2! Hans Tornsted, lihat dalam Roeslan Salktasih Saja Tentang Kesalahan,Karya Dunia Fikir,
Jakarta, 1994, halaman 9.

%2 Baca selengkapnya dalam Sudarto, Hukum dan Hukdan®0Op. Cit,halaman 30-36.
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(2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditéamggi dengan hukum
pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak diiddie,” yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materil dan atau saljiatas warga masyarakat.

(3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhiturngkasip “biaya dan hasil”
(cost benefit principle).

(4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatilsikas atau kemampuan
daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaigajfaeampai ada kelampauan
beban tugasverbelasting.

Beranjak dari empat hal di atas, ketk@mformulasi perbuatan yang dikriminalisasi
perlu dipertimbangkan juga beberapa faktor korelatitara lain: (a) perbuatan tersebut
dapat menimbulkan kerugian materil dan immaterik lyang nyata-nyata ada dan dapat
diperhitungan besarannya maupun kerugian yang nmregka atau potensi kerugian
yang akan diderita masyarakat, (b) kesamaan perdegpdara lembaga terkait tentang
pentingnya kriminalisasi terhadap perbuatan diméksmisalnya lembaga penegak
hukum dan lembaga-lembaga yang tugas pokok dansifway berkenaan dengan
penanganan masalah yang akan diatasi, (c) sinksiniantara perbuatan yang
dikriminalisasi dengan ketentuan dalam perundargamya, baik yang setara maupun
yang lebih tinggi hirarkinya, (d) kesiapan aparahggak hukum, baikkill maupun
knowledge,dan (e) kondisi sosial masyarakat terutama kesiapanyanalsat dalam
memberi kontribusi terhadap penerapan dan penegakdak perbuatan yang akan
dikriminalisasi.

Sedemikian pentingnya kriminalisasi di satu sisaragerbuatan yang merugikan
masyarakat mendapatkan hukuman yang setimpal, sa&met sisi lain disadari bahwa
kriminalisasi juga dikhawatirkan akan memicu masakaisis kelebihan kriminalisasi
atauthe crisis of overcriminalizatiof*> dan krisis pelampauan batas dari hukum pidana
atauthe crisis of overreach of the criminal |&% maka pembuat undang-undang perlu
secara saksama memperhatikan kriteria yang dipetkga dalam mengembangkan
kebijakan legislasi dan kebijakan kriminalisasilaBasatu kriteria tentang kriminalisasi
dan dekriminalisasi di Indonesia, dikemukakan d&i&8PHPN tahun 1980,

213 | ihat Barda Nawai AriefKebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan KejahatanDengan Pidana
Penjara, Op. Cit,halaman 39.

4 Barda Nawai Arief|bid.

2% | jhat Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukudafa Nasional, Semarang, 1980. Bandingkan
juga dengan Yenti Garrnasih, Kriminalisasi Penauditang,Op. Cit, halaman 24 atau Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pida@g. Cit,halaman 29.
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“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas tguperbuatan haruslah sesuai
dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsaomekia, yaitu sejauh mana
perbuatan tersebut bertentangan dengan nilaifuifedamental yang berlaku dalam
masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut tetaki patut dihukum dalam

rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

Lebih lanjut SPHPN'® menyatakan bahwa untuk menentukan suatu perbsatmyai

tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umunmtuya

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenciholmasyarakat karena

merugikan, atau dapat merugikan mendatangkan kataandapat mendatangkan
korban.

Apaka biaya mengkriminalisasi seimbang dengan asiy) akan dicapai, artinya
cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan pendyakkam serta beban
yang dipkul oleh korban dan pelaku kejahatan indseharus seimbang dengan
situasi tertib hukum yang akan dicapai.

Apakah akan makin menambah beban aparat penegakmhuylang tidak
seimbang atau nyata — nyata tidak dapat diembah k&mampuan yang
dimilikinya.

Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau hatmg-halangi cita-cita
bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keselumdsyarakat.

Kriteria dari SHPN dapat dipersandingkan dengardaeat M. Cherif Bassioufit’

tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi yaitu,

“The decision to criminalize or decriminalize shdube based on certain policy
factor which take into account a variety of factareluding:

1.
2.
3.

4.

the proportionality of the means used in relatiortlte outcome obtained ;

the cost analysis of the outcomes obtained inigeiab the objective sought ;

an appraisal on the objective sought in relation dther priorities in the
allocation of human-power ; and

The social impact of criminalization and decrimization in terms of its
secondary effects.”

Nampak jelas bahwa keputusan untuk melakukan ataki melakukan kriminalisasi

dan dekriminnalisasi harus didasarkan pada kalkwasg sekuensial dan ketat

sebagaimana diinginkan M. Cherif Bassiouni yaitutgmea, perlu diperhitungkan

keseimbangan antara sumber daya yang digunakahasdinyang dicapai, kedua perlu

analisis biaya terhadap hasil yang dicapati daratugari kriminalisasi itu sendiri, ketiga

perlu secara cermat melihat tujuan dari kriminalisdihubungkan dengan prioritas

18| aporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum PidarsoNal Ibid.

2T M. Cherif BassiouniSubstantive Criminal Law,Charles Thomas Publiser, Spingfield, Illlionis-USA,
1978, halaman 82 sebagaimana dapat dilihat dalamti E&arnasih, Kriminalisasi Pencucian Uarigd,
halaman 24 atau Barda Nawawi, Bunga Rampai keij&kékum Pidanapid, halaman 29.
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alokasi sumber daya yang ada, dan keempat perla m&mperhitungkan dampak
lanjutan yang dapat ditimbulkan atas keputusanyadknmialisasi atau dekriminalisasi.

Selain kriteria keta(limitatif) untuk membatasi fenomermaercriminalizationdan
overreach of criminal lawperlu pula dilakukan dekriminalisasi. Seruan mekak
dekriminalisasi dan depenalis&sf dikemukakan oleh Dewan Eropa bahwa kelakuan
yang kini dipidana dapat didekriminalisasi jika,

1. Kelakuan itu selanjutnya dilihat sebagai sesuangyagitim ;

2. Adanya pendapat lain mengenai peranan negara danhak-hak kemanusiaan
yang mengakibatkan bahwa negara tidak perlu leaith encampuri beberapa
norma tertentu mengenai kelakuan itu ;

3. Jika orang dalam kejadian-kejadian tertentu lekaik lidak dapat melakukan
sama sekali sesuatu walaupun diakui bahwa negaleh boertindak (jadi
upayanya adalah lebih jelek dibandingkan dengaekigla keadaan yang
dihadapi) ;

4. Suatu cara lain bereaksi adalah lebih baik daa oanurut hukum pidana.

Uarain terakhir dari sub-bab ini akan mengetengaltdexara lebih terperinci, teori
kriminalisasi dari Doulas Husak. Dalam bab pendadmultelah dikemukakan bahwa teori
kriminalisasi dari Douglas Husak didasarkan pada teori penting lain, yakni teori
ekonomi dari Richard Posner, teori utilitarianisrdari Jeremy Bentham dan teori
moralitas hukum dari Michael Moore. Teori ekonoraridRichard Posner pada pokoknya
menyatakan bahwa larangan-larangan dasar dalammhpkilana mestinya diletakkan
pada konsep-konsep efisiensi. Sebaliknya dikatak#mva apa yang seharusnya dilarang
dalam hukum pidana adalah perbuatan atau tindakag wefisien. Dalam artikelnya,
Posner mulai dengan mengataktng substantive doctines of the criminal law andoe
given an economic meaning and can indeed be shownomote efficiency.?*° Teori
dari Jeremy Bentham pada pokonya menyatakan sunatakén kriminalisasi dan/atau
pembentukan institusi hukum pidana adalah baik fikh itu dapat memaksimalkan
kemanfaatan kepada negara dan masyargRateori atau fahartilitarianism Bentham
merujuk dan didasakan pada pandangan yang samigaimiega dari Cesare Beccaria,

yaitu “the greatest happiness of the greates numb&t-”

218 Roeslan SaletMasih Saja Tentang KesalahanQp. Cit halaman 10.

219 Douglas HusakQvercriminalizationOp. Cit,halaman 181.

220 Baca selengkapnya dalam Douglas Hu€akercriminalization Jbid, halaman 188-196.

22! cesare Beccari@f Crime and Punishmenttranslated by Jane Grison, Marsilio Publisher Neéwk,
1996, halaman 8.
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Teori ketiga yang dijadikan Husak sebagai dasarukuntnenguraikan teori
kriminalisasinya adalategal moralismdari Michael Moore yang dikemukakan dalam
essayberjudul Placing Blame.??> Dalam tulisannya Moore mengatakéil and only
moral wrongs should be criminally prohibited?*® Perlu digarisbawahi bahwa ketiga
pakar serta teori yang disebut di atas, hanya idgadsebagai dasar untuk mengulas
teorinya. Teori Posner, teori Bentham dan teori Mpoleh Douglas Husak dijadikan
sebagai ilustrasi dan/atau contoh kasus untuk nmemiggkan dan mempertahankan teori
kriminalisasinya, yang disebut sebagai teori kratigasi minimal terbaik saat ini.

Menarik sekali bahwa sebelum menguraikan dalil-dizlam apa yang disebutnya
sebagai teori kriminalisasi, Douglas HusZk terlebih dahulu memperlihatkan hal-hal
penting yang berpotensi menyebabkan hukum pidalek Wapat bekerja sebagaimana
mestinya. Husak menyebutnya sebagaien general principles or constraiterdiri dari
dua bahagian besar, yaitnternal constrainglanexternal constraindnternal constrains
on criminalizationadalah hambatan terhadap kriminalisasi serta bgsioya hukum
pidana dan pemidanaan yang bersumber dari dalamhalikum pidana itu sendiri.
Dikatakan sebagai potensi hambatan internal, kaliermerives from the criminal law
itself.” %?° Sedangkanexternal constrain on criminalizatiomenguraikan tentang
hambatan terhadap kriminalisasi, hukum pidana damigenaan yang bersumber dari
luar hukum pidana. Dikatakan sebagai potensi haanbdari luar, karenghey depent
on a controversial normative theory imported froniside the criminal law itself.?®

Menurut Husak tentanternal constrainterdiri atas empat hal pokok, yaithe
general part of criminal law, from punishment tanesinalization, a right not to be
punished?danmalum prohibitumHusak mengatakameneral part of criminal law?’
atau bagian umum dari hukum pidana dimaksudkankumengidentifikasi empat hal

pokok. Hal pokok pertama adalaontrival harm or evail’”® dimana undang-undang

%22 houglas Husak, Overcriminalizatioibjd, halaman 196.

228 Douglas Husak, Overcriminalizatioibid halaman 197

224 Baca selengkapnya dalam Douglas Husak, Overcriizatian, Loc. Cit, halaman 55-177.

225 Douglas HusakQvercriminalizationOp. Cit,halaman 55.

226 Douglas HusakQvercriminalizationbid.

227 Bandingkan dengan Arnold H.Loewgriminal Law In A Nuthsell, Op. Cit, halaman 273 — 285 atau
Richard G. Singer & John Q. La FoddlamCriminal Law, Op. Cit,halaman 5 — 13, khususnya tentang
the limit of criminal law.

228 Douglas HusakQvercriminalizationbid, halaman 66
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harus membuang jauh-jauh suatu dampak buruk ydal sepele atau suatu kejahatan
serius hanya karena perbuatan tersebut tidak diatlitetapkan sebelumnya dalam
pertaturan perundang-undangan hukum pidana. Kenohatiraiannya tidak dimaksudkan
untuk menyerang azas legalitas, namun disini Hirgaldak menegaskan kembali sifat
hukum pidana yang didasarkan pada azabum delictumbahwa kendatipun suatu
perbuatan telah menyebabkan akibat yang seriusatiemikian jahatnya, namun hukum
pidana tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun kepaldku perbuatan itu, kecuali jika
peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya netdarang perbuatan tersebut.
Hal pokok kedua adalalwrongfulnessdimana penderitaan dan stigma akan dikenakan
baik oleh negara maupun oleh masyarakat hanya &aeseorang melakukan perbuatan
melanggar peraturan perundang-undangan. Hal katlgeahdesertyaitu hukuman atau
ganjaran yang dengan demikian menjadi pantas uitakma oleh seseorang jika telah
melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidse@dangkan hal keempat
berhubungan dengan proses atau lebih tepatnya hakana pidana yaitburden of
proof, dimana dinyatakan bahwa beban pembuktian akamratiisen kepada negara
sebagai pihak yang mengajukan tuntutan pidana dsnu#dian menjatuhkan sanksi
pidana.

Unsur kedua darinternal constrainadalahfrom punishment to criminalizatioff®
dimana Husak menguraikan kecenderungan yang sghalg terjadi dalam proses
kriminalisasi yaitu orientasi pembuat undang-undseiglu dimulai darstatepunishment
atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara menujadeekriminalisasi. Dikatakan,
suatu perbuatan tidak akan dikategorisasi sebagidiuptan yang melanggar hukum
pidana, kecuali jika negara diberi wewenang untugngmukum orang yang akan
melakukan pelanggaran atas perbuatan yang dikristsa **° Unsur ketiga dari
internal constraindinyatakan oleh Husak dalam bentuk pertanyaaniyakight not to
be punished?** Hukuman memiliki dua unsur penting yaihard tretamentatau
perlakuan kasar/menyakitkan dasnsureatau celaan®*? Husak menguraikan bahwa
setiap warga negara pada dasarnya memiliki hakkuidak dipidana dan oleh karena

229 Baca selangkapnya dalam Douglas Hu€alercriminalizationJbid halaman 77-91
2% Douglas HusakQvercriminalization|bid halaman 77.

%1 Baca selangkapnya dalam Douglas Hu€alercriminalizationJbid halaman 92-103
%2 pouglas HusakQvercriminalization|bid halaman 92.
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adanya hak tersebut, maka negara pada hakekatnya baleh menuntut dan memidana
seseorang, jika perbuatan pidanayang dikriminaldam suatu perundang-undangan
pidana berhubungan erat dengan kepentingan suilastaegara. Bahkan kepentingan
substansial negara yang hendak dipertahankan &aragsbanding dengan pelanggaran
atas hak warga negara untuk tidak dihukum baik ahmbentuk maupun isinya. Unsur
keempat dan unsur terakhir damternal constrainadalahmalum prohibitun?*?® yaitu
suatu perbuatan yang menjadi buruk / tidak baikerkardilarang dalam peraturan
perundang-undangan pidana. Menurut Husakgrcirminalization atau fenomena
penggunaan hukum pidana dan pemidanaan yang peramiyya meningkat pesat dan
cenderung berlebihan, disebabkan oleh ada dannimtanya jumlah perbuatan pidana
yang tergolong dalammalum prohibitum.

Berbeda dengaimternal constrain?** makaekternal constrairbersumber dari teori
politik tentang syarat-syarat yang harus dipenaham rangka membatasi pelanggaran
terhadap hak untuk tidak dapat dipidaBaternal constrainterdiri dari tiga hal utama.
Pertama,infringing the right not to be punishedimaksudkan untuk menguraikan
tanggungjawab negara dalam melanggar hak seseardng tidak dipidana. Sebelum
melanggar hak warga negara untuk tidak dipidanaanhalkum pidana seharusnya dapat
menunjukkan kepentingan substansial negara yandakedipertahankan. Selanjutnya
pembentuk undang-undang mesti membuktikan bahwankiegansubstansiahegara
tersebut hanya dapat diperoleh dengan dihadapkases@orang pada tanggung jawab
pidana dan sanksi pidana yang tegas. Perlu dilagakembali bahwa setiap warga
negara memiliki hak untuk tidak dipidana, dan rekebut dilindungi sebagai hak azasi.

External consttrainyang keduathe devil in the detailsdimaksudkan untuk
menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dikrimisalis@an dinyatakan sebagai
perbuatan pidana haruslah dapat diuji dan uraikaara detail. Ada tiga langkah penting
yang mesti dilewati oleh pembentuk undang-undangikumenguji suatu perbuatan
pidana yang detail. Pertama, pembuat undang-unglamg mengidentifikasi secara pasti

adanya suatu kepentingan negara yang hendak dhipekian.

233 Baca selangkapnya dalam Douglas Hu€alercriminalizationJbid halaman 103- 119
%34 Baca selangkapnya dalam Douglas Hu€alercriminalizationJbid halaman 120- 177
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Kedua, pembuat undang-undang mesti memutuskarattauhenetapkan hak dan
kekuasaan negara sehubungan dengan kepentingara rtegeebut. Ketiga dan yang
terakhir, pembuat undang-undang harus menyatakaarssepasti dan memutuskan
substansial tidaknya kepentingan negara tersebut.

External constrain yang ketigarime of risk preventiondimaksudkan untuk
memberi legitimasi terhadap kejahatan yang berhgdnulengan pencegahan ris(kisk
prevention)atau penciptaan risik@isk creation),suatu perbuatan pidana baru bercorak
tunggal yang dalam banyak heénderung diterima dan dibenarkd»alam hal yang
demikian, maka diperlukan kriteria untuk menetukapan dan dalam hal apa sajakah
perbuatan pidana berbentuk tunggal seperti ituditsentuk.

Menurut Husakijnternal constrainditujukan kepada setiap individu yang dihukum.
Jika ada pertanyaan, mengapa ada hukuman atagadiniaka jawabannya adalah bahwa
ia telah melakukan suatu perbuatan jahat sehinggégap untuk menerima hukuman.
Sebaliknya eksternal constrainditujukan tidak hanya kepada seseorang yang telah
dihukum tetapi juga terhadap warga negara yang ntamuntuk menciptakan dan
menjaga sistem sanksi punitif. Meskipun berbed&émaldibatasi satu dengan lainnya,
tetapi Husak berkatajustifications...are relational™® dan karena itu maka ada tumpah
tindih diantarainternal constraindan external constrain.Keduanya ditujukan untuk
membatasi kewenangan negara dalam menggunakan hp#tana dan pemidanaan.

Suatu teori kriminnalisasi yang baik dan dihornmagisti mencakugthe seven general
principles or constrainsyang telah dikemukakan di atas. Hal terpenting deoii
kriminalisasi ialah bahwa seseorang tidak bolehuldim hanya karena alasan
kemanfaatan atau imoralitas belaka. Apa lagi, sdatominalisasi hanya dibenarkan
karena suara mayoritas telah menyetujui perumusadalam peraturan hukum pidana.
Sebagaimana dikatakatf a suffcient number of legislator somehow wesrgueded to
enact an outrageous offense, what principle(snif, would in their way%*° Ada begitu
banyak perbuatan pidana yang memalukan dan mekgakiati, tetapi semuanya tidak
bisa diperdebatkan karena telah mendapat persetujae suara mayoritas pembuat

undang-undang, dengan atau tanpa pertimbanganrapapu

2% Douglas HusakQvercriminalizationbid, halaman 120.
%8 Douglas HusakQvercriminalizationbid, halaman 122.
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3.3 Perumusan Perbuatan Pidana Dalam PERDA

Telah disinggung dalam Bab 1 di depan bahwa peratperundang-undangan yang
menjadi dasar yuridis dan mengatur tentang pemkantieraturan Daerah (PERDA)
adalah UUPD khususnya dalam Bab VI, Pasal 136 satepgan Pasal 149 dan UUP3.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUP3, yang diathldengan pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah suatu prosgs pgda dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, peramysambahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Pasal 1 angkanfatakan bahwa peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis ydremntik oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang dan mengikat secara umulanj@aya, ketentuan Pasal 1
angka 7 menyatakan bahwa Peraturan Da&faadalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daeeigdn persetujuan bersama kepala
daerah, yaitu antara DPR Provinsi bersama dengdrerGur untuk PERDA Provinsi,
DPR Kabupaten bersama dengan Bupati untuk PERDAugpabn, dan DPR Kota
bersama dengan Walikota untuk PERDA Kota.

Tujuan pembentukan PERDA yang sekaligus merupakatermmuatan PERDA®
diatur dalam Pasal 12 UUP3, "materi muatan Pemataerah adalah seluruh materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dadaahtugas pembantuan, dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaraih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.” Ditegaskagi tlalam Pasal 14 UUP3, "materi
muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat didalam Undang-Undang dan
Peraturan Daerah.” Sedangkan Pasal 136 (2) UUPDyats@mn “PERDA dibentuk

dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

#7 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) WaR3asal 26 — 32 UUP3. Menurut Pasal 7 ayat (2)
UUP3, Peraturan Daerah meliputi tiga jenis yai): Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi yang dibuat
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bersama der@gabernur (b) PERDA Kabupaten/ Kota yang
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Ketdama Bupati/ Walikota, dan (c) Peraturan Desa
(PERDES) atau peraturan setingkat, dibuat oleh Bd&Erwakilan Desa atau namanya lainnya bersama
dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

238 Ketentuan Pasal 12 UUP3 memperlihatkan bahwa nupsmbentuan PERDA adalah: (1) sebagai
pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-gadagang lebih tinggi; (2) untuk melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka mengeloferpggahan di daerah, dan (3) untuk mengatasi
permasalahan yang khusus/perilaku bermasalah dildae
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Dalam UUPD, khususnya Pasal 13 ayat (2) mengantarig urusan wajib bagi
Pemerintah Daerah berbunyi: “Urusan pemerintahaopipsi yang bersifat pilihan
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyataladderpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisiagak dan potensi unggulan daerah
yang bersangkutan.” Selanjutnya, ketentuan Pasaya#l (2) mengatur tentang urusan
Pemerintah Daerah yang bersifat pilihan, yang berbu“Urusan pemerintahan
kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urupamerintahan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraaryaredsat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang berdangkleh karena penegasan
yuridis dari pembentukan PERDA sangat limitatif, kmgpembentukan PERDA perlu
dijaga agar, tidak bertentangan dengan peraturag lebih tinggi, tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, tidak tumpang tin@dverlapping) dalam mengatur
kewenangan dammplementing agenctidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah
ciri khas / kondisi khusus daerah, dan tidak béarggan dengan kebutuhan hukum dalam
masyarakat. Secara umum sistematika PERDA ditentdiedam UU P3U, khususnya
lampiran huruf C tentang Batang Tubuh angka 42,-yd3g dikutip sebagai berikut:

42. Batang tubuh peraturan perundang-undangan ntesenmia substansi peratur- an
perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasdl-pasa
43. Pada umumnya substansi dalam batang tubutothpekkan ke dalam:
a. Ketentuan Umum ;
b. Materi Pokok yang Diatur ;
c. Ketentuan Pidana, jika diperlukan ;
d. Ketentuan Peralihan, jika diperlukan ;
e. Ketentuan Penutup®®

Seperti telah dikemukakan di muka, sampai sejauudah puluhan Provinsi dan
Kabupaten/Kota membentuk PERDA tentang PencegaharPdnanggulangan HIV &
AIDS. Untuk membantu tindakan yang bersifat prewenaka semua PERDA yang ada,
telah melakukan kriminalisasi terhadap beberapdagardan mengancam pidana bagi
barangsiapa yang melanggar aturan-aturan tersgbb&hagian besar dari sanksi pidana

yang ditetapkan merujuk pada ketentuan pasal 1480J&° yang menyatakan:

%39 pedoman mengenai sistematika PERDA terlihat saimgam sehingga Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat di daerah berimprovisasi semdgngembangkan sistematika PERDA yang dibentuk.
Improvisasi tersebut, terkadang tidak terkendali.

%49 ihat selengkapnya dalam ketentuan pasal 143 UUPD.
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1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanga féksaan penegakan
hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggaisdengan peraturan
perundang-undangan.

2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paftimg 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima pult# fjupiah).

3. Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda sekfsigaimana dimaksud
pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalantupangperundangan lainnya.”

Demikian pula tentang sanksi administratif, dalawsps pembentukan PERDA perlu
memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Lampltai?3 angka 45 sampai dengan
angka 47 yakni,

a. Substansi yang berupa sanksi administratif atalerklpaan atas pelanggaran
suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasahgan norma yang
memberikan sanksi administratif atau sanksi kepasaa

b. Jika norma yang memberikan sanksi administratii &sperdataan terdapat lebih
dari satu pasal, sanksi administratif atau kepaseatdirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan dieimikindari rumusan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sapé&siata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.

c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain,cpleatan izin, pembubaran,
pengawasan, pemberhentian sementara, denda adatifjisitau daya paksa
polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, alatiaraganti kerugian.

Ruang bagi pengaturan perbuatan pidana dalam PE&{2fhmala prohibita®*

yaitu perilaku yang dijadikan sebagai perbuataramadoleh pembuat undang-undang
bukan karena degradasi/kemerosotan moral. Alasabyet undang-undang menetapkan
suatu ketentuan pidana dalam PERDA bisa bervadasi berbeda-beda satu dengan
lainnya, seperti personal value of legislators, special interespense to threat®*
dan lain sebagainya. Dalam rangka turut membantayaupengembangan kebijakan
hukum (pidana) untuk penanggulangan HIV & AlDBjnt United Nation Program on
HIV/AIDS (UNAIDS) pernah mengeluarkan petunjuk umum yangeli$ “guiding

principles.” ** Petunjuk tersebut dimaksudkan untuk membantu aewggara di dunia

241 Disebut jugamalum prohibitumjihat Black’s Law Dictionary halaman 789 atdL J. Marwoto & H.
Witdarmonodalam Proverbia Latina, Pepatah-Pepatah Bahasa Latin, Penerbit Buku Kgoniaksrta,
Januari 2006, halaman 14Malum prohibitumadalah sebuah perbuatan yang karena alasan tertent
dianggap salah oleh sebuah masyarakat meskipunagtarbitu sendiri tidak sepenuhnya jelek.

242 | ihat selengkapnya dalam Terance D. Miethe & Hawg Punishment-A Comparative Historical
PerspectivesDp. Cit,halaman 195.

243 UNAIDS,Crminal Law, Public Health and HIV Transmition-Apdty Options Paperyang diterbitkan
oleh UNAIDS, 2002, halaman 5.

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



93

dalam mengembangkan kebijakan hukum pidana darnindiisasi guna mencegah HIV
dan AIDS. Dalam petunjuk umum dari UNAIDS ditegaska

“In developing policy regarding the use of criminsanction or coercive mesures
under publik health legislation, government officend the judiciary should be
cognizant of a number of principles:

» the best available scientific evidance regardingodes of HIV transmition and
levels of risk must be the basis for rationallyedetining, if, and when conduct
should attract criminal liability ;

» preventing the transmition of HIV should be ther@aty objective and this, rather
than any other objective, should guide policy-maketrthis area;

» any legal or responses to HIV/AIDS, particularly ime coercive use of state
power, should not only be pragmatig in the ovenaispit of pubblic health but
should also conform to international human rightsrm, particularly the
principles of non-discrimination and of due process

» state action that infringes on human rights musatiequately justtified, such that
policy-makers should always undertake an assessofettite impact of law or
policy on human rights, and shouls prefer the “keiasrusive” measures possible
to achieve the demonstrably justified objectivprefzenting desease transmition.

There are a number of policy consideration thatwtidbe taken into account in

determining criminal law policy in relation to HIXIDS. Firstly, policy-maker must

consider the function of the criminal law, and assevhether, and to what extend,
criminalization will contribute to the objective gdreventing HIV transmition.

Secondly, policy-makers must weight other publiccpdactors that might mitigate

against the use of criminal sanction.”

Pedoman yang dikembangkan oleh UNAIDS sebagaimatipak di atas, secara
tegas menghendaki agar: pertama, tiap-tiap keljdkeminal dan kriminalisasi yang
dilakukan untuk mencegah HIV & AIDS harus didasarkzada pertimbangan yang
berbasis pada bukti ilmiah, balk mengenai cara lpemu maupun mengenai tingkat
resiko dalam masyarakat. Kedua, pencegahan terhdamperlu mendapat perhatian
dan prioritas utama dibandingkan dengan pertimbargpertimbangan lainnya. Ketiga,
penggunaan sanksi dan upaya paksa lainnya dalarcegemn dan menanggulangi HIV
tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM dausiaesuai dengatiue process of
law. Semuanya kriteria yang dijadikgaidanceoleh UNAIDS, pada akhirnya mengarah
pada perlunya pertimbangan yang rasional untuk guerakan hukum pidana dan sanksi
pidana secara terbatas dan terukur, setelah mé&amadtahwa tidak ada lagi sarana
hukum lainnya yang dapat dipergunakan untuk mespatesalah pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS
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Semua uraian dan bahasan yang telah disampaikam dadtiga bab sebelumnya,
baik dalam bab 2 (khususnya mengenai hukum pidpedyuatan pidana, kesalahan
dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana &ergsi dan tujuan dari hukum
pidana) serta bab 3 (khususnya tentang pembanguasaonal, kebijakan pembangunan
hukum secara nasional, kebijakan hukum pidana,sdaara khusus kebijakan legislasi
dan kriminalisasi), telah cukup untuk mengantar dengarahkan pembahasan dalam
tulisan selanjutnya, yakni analisis kriminalisasihtadap perilaku beresiko dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS dalamdgaiPERDA di Indonesia.
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BAB 4
KRIMINALISASI PERILAKU BERESIKO DALAM PERATURAN DAE RAH

Telah diuraikan di depan bahwa kriminalisasi daRiERDA tentang penanggulangan
HIV & AIDS dimaksudkan untuk membantu upaya penbegadan penanggulangan
HIV dan AIDS, yang terutama tertular karena adabgherapa perilaku tertentu dari
warga masyarakat. Perilaku tersebut berkenaan dekg@mungkinan tertular dan/atau
menularkan virus dari seseorang kepada orangPRairu juga diingatkan kembali bahwa
penularan virus HIV sangatlah spesifik, baik pé&dlayang dapat menyebabkan
tertularnya virus maupun cara penularan virusr¥d, yaitu melalui suatu proses
pertukaran/percampuran cairan tubuh, antara Igpatdaelalui melalui donor darah atau
organ/jaringan tubuh, hubungan seks, pemberiansasu ibu kepada bayinya, dan
pemakaian jarum suntik yang tidak steril oleh deaw/aliantara beberapa orang, dimana

salah satu diantara mereka sudah terinfeksi.

4.1 Analisis Terhadap Subyek dan Perilaku yang dikminalisasi

Secara umum ditemukan bahwa judul PERDA berbedaramaerah yang satu
dengan daerah yang lain, walaupun materi muatanDRERecara umum mengatur
tentang upaya mencegah dan menanggulangi Penyakiulkt Seksual (PMS) atau
Infeksi Menular Seksual (IMS) serta HIV dan AIDSstiekh PMS yang dikenal
dikalangan medis hingga awal tahun 2000 digantgdedMS karena penyakit menular
seksual secara umum sebenaragimptomatis’*® dan tidak menimbulkan rasa sakit.
Begitu juga dengan penulisan HIV/AIDS yang dipeddkan sejak virus HIV ditemukan
hingga tahun 2000, diganti dengan istilah/penulidévt & AIDS karena kedua istilah
tersebut berbeda satu dengan lainnya. Hasil kagamadap PERDA yang mengatur
tentang pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDSndonesia, menunjukkan
pelbagai judul PERDA yang dapat dipaparkan seldaeya(ut:

1. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (PERDA /soRiau dan PERDA

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PERDA Kabupatemir).

244 ihat foot notenomor 7 pada halaman 3.
245 Asymptomatia@rtinya tidak menunjukkan gejala yang kasat matdatau kelihatan.
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2. Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (PERDA Previdawa Timur). Tiga
PERDA dari Provinsi Jawa Timur selalu menambahleterangan tempat pada akhir
judul PERDA, misalnya: Penanggulangan HIV dan AlDBSKabupaten Malang
untuk PERDA Kabupaten Malang, dan/atau PencegatariPdnanggulangan Infeksi
Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Bawangi untuk PERDA
Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, PERDA Kabupateirdmayu juga menyebut
keterangan tempat, dengan judul lengkapnya: “Pei@eg dan Penanggulangan
Human Immunodeficiency Virus — Acuired Immune Dificy Syndrome (HIV dan
AIDS) di Kabupaten Indramayu.”

3. Penanggulangan HIV/AIDS (PERDA Provinsi Bali).

4. Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (PERDEAIMI Kalimantan
Barat, PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat).

5. Penanggulangan HIV dan AIDS (PERDA Provinsi DKI ad#, PERDA Provinsi
Jawa Tengah, PERDA Kabupaten Badung).

6. Pemakaian kondom 100% di tempat-tempat hiburan pZERabupaten Nabire).

7. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS [PERabupaten Jayapura
dan PERDA Kabupaten Sorong).

8. Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS (PERBBupaten Manokwari).

9. Pencegahan dan Penanggulangan Human Imunodeficievious/Acquired
Imunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS dan Infeksi Méau Seksual (IMS)
sebagaimana PERDA Kabupaten Merauke.

10.Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (Hd8n Acquired Immuno
Defficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana PERDA RrsviDaerah Istimewa
Jogyakarta dan PERDA Kabupaten Indramayu, dimamaligan HIV dan AIDS
tidak disingkat tetapi tetapi tertulis lengkap.

Penelitian cermat terhadap beberapa PERDAbetrsk atas menunjukkan bahwa
ternyata ada PERDA yang mengatur secara jelasntupeanbentukan PERDA, ada juga
yang mengatur mengenai tujuan PERDA tetapi tidékmiulasikan secara jelas, dan ada
PERDA yang tidak mengatur sama sekali tujuan petokennya. PERDA yang

menyebut tujuan pembentukan PERDA secara limitdih jelas, antara lain adalah
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PERDA DKI Jakarta dan PERDA NTT. Dalam PERDA DKkdda Nomor 5 Tahun
2008 (PERDA DKiI), ditegaskan dalam BaexiPasal 2 dan Pasal 3.

Daftar : 4.2

Maksud dan Tujuan PERDA DKI

Pasal 2:
Maksud penanggulangan HIV dan AIDS adalah meneagngdenularan HIV dan
AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA danyaéehguna NAPZA suntik.

Pasal 3:
Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah melindoragyarakat dan memutus
mata rantai penularan HIV dan AIDS.

Sumber:PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 ]aticoleh penulis.

Selain PERDA DKI, PERDA NTT Nomor 3 Tahun 2007 (FEERNTT) mengatur
tentang tujuan pembentukan PERDA dalam Pasal aga@hana Daftar 4.3 di bawah.
Daftar : 4.3

Tujuan PERDA NTT

Pasal 3:

Peraturan daerah ini bertujuan untuk melindungiyasadkat dari bahaya HIV/AIDS

dengan cara:

a. Meningkatkan promaosi perilaku hidup bersih dan seha

b. Menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyeH&vaAIDS.

c. Menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukunganggbatan da

pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

d. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatalit&s hidup ODHA

Sumber:PERDA Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2007, diolah opemulis.

UJ

-

Dalam penelitian ditemukan, beberapa PERDA tidaknyeabut dan/atau tidak
mengatur mengenai tujuan PERDA, sedangkan bebetapdaranya mencantumkan
pengaturan tujuan pembentukan PERDA namun tida&rrdiflasikan secara jelas.
PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 (PERIEwva Timur) misalnya,
walaupun mengatur perihal sasaran pengaturan PERB#un tidak mencantumkan
tujuan pembentukan PERDA. Demikian juga PERDA RreivRiau Nomor 4 Tahun
2004 (PERDA Riau), walaupun mengatur mengenai dudge obyek dari pengaturan
PERDA namun tidak menetapkan secara jelas danuertufuan pembentukan PERDA.
Di sisi lain, PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor éhidia 2007,ex Bab Il Pasal 2
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mengatur mengenai tujuan dan sasaran PERDA nauheia diformulasi secara pastf?
sebagaimana dapat dilihat pada Daftar 4.4 benikut i
Daftar : 4.4

Tujuan dan Sasaran PERDA Kabupaten Banyuwangi
Bab Il Tujuan dan Sasaran ; Pasal 2:
(1) Tujuan pencegahan dan penanggulangan adalah meaggapa penuruna
resiko IMS dan HIV/AIDS pada tingkat minimal.
(2) Sasaran pencegahan dan penanggulangan IMS dan IBIS/Aadalah

masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
Sumber:PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007atlioleh penulis.

-

Rumusan tujuan seperti dalam PERDA Banyuwangi,kl@ia memenuhi azas
kepastian oleh karena pengukuran terhadap kebkmaBERDA akan sangat sulit
dilakukan, terutama terhadap penerapan ketentudan®i Berdasarkan formulasi
demikian maka komponen Sistem Peradilan Pidana g#neyi tugas dan wewenang
untuk menegakkan PERDA, tidak dapat bertindak tégdkan cendrung terbang pilih
karena penegakan PERDA hanya ditujukan untuk mestgtehasil minimal. Pentingnya
memahami alasan/tujudfl’ yang mendasari pembentukan PERDA tentang pencegaha
dan penanggulangan HIV, terutama untuk menjawatamgaan: mengapa pencegahan
dan penanggulangan HIV perlu diatur dalam PERDAR eeutama, mengapa perlu ada
sarana hukum pidana dalam PERDA tersebut? Benkditampilkan kutipan dari tujuan
pembentukan PERDA DKI sebagaimana termuat dalam1BalPendahuluan, huruf B,

halaman 4, naskah akademis pembentukan PERDA terseb

248 | ihat persyaratan tentang azas “kejelasan tujuiam’ azas “kejelasan rumusan” dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan (PERDA), khususnyal patiuruf a dan f serta azas “ketertiban dan
kepastian hukum” dalam pasal 6 ayat (1) huruf i BUP

247 Bandingkan dengan ketentuan C.1 (Ketentuan Umanmgka72-71 dari lampiran UUP3. Selain itu,
secara metodologis telah menjadi hal yang umum batwatu tujuan yang baik harus memenuhi azas
SMARTyang merupakan singkatan dari: (S) Specific, (Mdasurable, (A) Achieveable, (R) Realistic, (T)
Time-bound.Specifikmenunjuk pada sesuatu yang khusus, terbatas gaahetidak bersifat umum serta
tidak multy-interpretative Measurablemengandung makna bahwa pembentukan dan pengahaiami
muatan dalam PERDA haruslah dapat diukur dan diegsal Achieveable dimaksudkan untuk
mengingatkan pemerintastakeholderslanrole accupansebagai komponen dalam PERDA bahwa tujuan
pembentukan PERDA yang telah ditetapkan dapat dicign digapai tepat pada waktunya, bahkan dapat
dicapai secara efektif sekaligus efisi®ealistikberarti tujuan pembentukan PERDA yang ditetapktaht
sesuai dengan kebutuhan, tidak muluk-muluk, bukarupakan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan
serta sesuai dengan kenyataan kebutuhan yang sddwuapi oleh masyarakalime-boundmenunjuk
pada ketersediaan waktu pelaksanaiame(availability),dengan kata lain, waktu yang tersedia sekarang ini
cukup memadai untuk membentuk dan memenuhi isi PERMaktu (time) penting untuk mengarahkan
dan/atau melihat kesempatan atepportunity, artinya pembentukan PERDA tidgiremature atau
sebaliknyaout of date.
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Daftar : 4.5

Maksud, Tujuan dan Kegiatan dalam PERDA DKI
B. Maksud & Tujuan:
Maksud disusun Peraturan Daerah tentang PenanggmlahllV/AIDS adalah
menekan laju penularan HIV/AIDS serta meningkatkaalitas hidup ODHA.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasamadukif dengan
menitikberatkan pencegahan pada kelompok berisiko;
2. menyediakan pelayanan VCT/KTS, pengobatan, perawat@n dukungat
kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya peneagah
3. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk OD&l&ndberbagai upaya
penanggulangan HIV/AIDS;
4. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antarat@ariemerintah, LSM,
sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi@tabdga donor secara terpadu
dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhaeaaplaran/penyebaran

HIV/AIDS.
Sumber:Naskah Akademis Pembentukan PERDA Penanggulantéi tAIDS DKI.

=

Sebagai bahan pembanding, dikemukakan pula alesabegntukan PERDA NTT
sebagaimana dikemukakan dalam Pokok-Pokok Pikimmbentukan PERDA, yang
dikutip dan ditampilkan dalam daftar 4.6 di bawain i

Daftar : 4.6

Maksud dan Tujuan Pembentukan PERDA NTT

Maksud:

Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan sekarang inmaksudkan untul
mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Penangguolamly dan AIDS yang
diharapkan mampu menjadi dasar hukum (legalitagykumengatur hak-hak dan
kewajiban para pihak dalam program penanggulang@n d&n AIDS sepert
kewajiban Pemerintah Daerah, kewajiban masyarafiat ketwajiban orang yang
sudah tertular HIV baik secara sendiri-sendiri maupersama-sama.

Selain kewajiban-kewajiban, perlu pula diatur lg@mlarangan terhadap perbuatan,
tindakan dan atau perilaku aparat pemerintah daeyanakat yang jelas-jelas
merugikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Ni&8tapi masih tetap
dipraktekan.

Tujuan:

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk cegah dan mengurangi
penularan HIV di kalangan masyarakat NTT, meningkatkualitas hidup orang
dengan HIV dan AIDS disingkat dengan ODHA, sertangueangi dampak sosial
ekonomi sebagai akibat dari meluasnya akibat HIVAEBS dengan cara:
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a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kntsemua lapisa
masyarakat dengan titik berat pada kelompok makgtraerperilaku resike
tinggi;

b. Menciptakan suasana dan atau lingkungan yang kdndladam upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS,;

c. Menyediakan pelayanan tes HIV sukarela, perawatm dukungan kepada
ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;

d. Meningkatkan peran serta masyarakat termasuk OD&lanmd berbagai upaya
penanggulangan HIV dan AIDS;

e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan dan atagga kerjasama antar
lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga syeadzasyarakat (LSM),
sektor swasta dan dunia usaha, organisasi proesieinbaga donor secdra
terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan resgt@dap penularan dan
penyebaran HIV dan AIDS.

O

Sumber:Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan PERDA PencegahBerg&anggulangan HIV/AIDS NTT

Dua kutipan tentang tujuan pembentukan PERDA peiweyg dan penanggulangan
HIV dan AIDS pada ghalibnya menegaskan bahwa seketentuan dalam PERDA
termasuk ketentuan pidana merupakan instrumen gidvegtuk/ dirumuskan / ditetapkan
untuk memenuhi tujuan PERDA. Ketentuan yang menghkalisir perilaku beresiko
tertular dan/atau menularkan HIV disebut juga kie@m hukum pidana lokaf*® karena
hanya berlaku secara lokal, menurut wilayah yuksdorovinsi dan/atau kabupaten/kota
tempat PERDA dibentuk dan diundangkan. Selanjuaikgan disajikan analisis mengenai
ketentuan yang memuat norma dan kriminalisasi dal@berapa PERDA, yang ditunjuk
secarapurposiveoleh penulis, yakni (1) PERDA Provinsi DKl Jakart2) PERDA
Provinsi NTT, (3) PERDA Provinsi Jawa Timur, (4) RBA Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan (5) PERDA Kabupaten Bandung.

4.1.1 Analisis terhadap PERDA DKI Jakarta

Sebelum melakukan analisis, maka terlebih dahulenkean dalam PERDA berupa
beberapa norma hukum pada umumnya dan norma hukiangpdikutip, diolah dan
disederhanakan serta ditampilkan kembali dalam aattlal ini dimaksudkan agar
norma hukum yang ada dalam PERDA, dengan mudaht dbipaca dan dianalisis.

Kutipan dan hasil olahan selengapnya akan ditampitalam daftar 4.7 berikut ini.

%48 Tentang hukum pidana lokal, baca selengkapnyard&iadartoHukum Pidana I, Penerbit Yayasan
Sudarto — FH UNDIP, Semarang, Cetakan Ketiga, 2009, halaman 17.
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Daftar : 4.7

Norma Hukum Dalam PERDA DKI

Pasal 15
Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengat&eg@romosi melalui komunikas

informasi dan edukasi dengan memperhatikan pripsisip pencegahan HIV dan

AIDS, yaitu:

a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belunikale.

b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasanggusaia

c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasaaggrsgh dengan HIV positif.
d

. program pengurangan dampak buruk penyalahguna NARAAK dilaksanakan oleh

penyedia layanan kesehatan.

e. Transplantasi organ tubuh dan transfusi darah heneiglui prosedur operasion
standar{Standard Operating Procedure)

f. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ameim ibu hamil yang tela

mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkamudahan akses dalgm

melakukan pencegahan penularan HIV kepada janig g&andungnya.
g. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpobeuk terjadinya perilak
berisiko tertular HIV wajib:
1. memasang media yang berisi informasi HIV dan AlRS NAPZA suntik.
2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karygarem menjadi tanggun
jawabnya.

h. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yangKoetésjadi kontaminasi darah dan

cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umumetsdal Precaution).
i. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harspopénuh cinta dan kas
sayang.

J.  memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sanmatuk menciptakan generasi

bangsa yang berkualitas.

Pasal 16

al

=

j

ih

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatanvatan berbasis keluarga,

masyarakat, serta dukungan pembentukan persahdbBtdA.

Pasal 17
Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberp@ayanan kepada selur
masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminashtEnjaga kerahasiaan data ODH

Pasal 18

(1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseatangtakan sebagai ODHA.

(2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaidiar@ksud pada ayat (1
diawali melalui proses VCT.

(3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.

(4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaidi@aksud pada ayat (1

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

A.

)

—
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BAB VIII - SANKSI

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempatpetanggar ketentuan Pasal
huruf g, dikenakan sanksi penghentian atau penntppayelenggaraan usaha.

(2) Penghentian atau penutupan tempat penyelenggasadma $sebagaimana dimaks
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuatabadilakukan upaya peringat
dan/atau teguran tertulis.

Pasal 29

(1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab yang melarggentuan sebagaima
dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf h, P&sdhn Pasal 18 ayat (3) dianc
pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bg&n atau denda paling bany
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (d3Jala tindak pidan
pelanggaran.

BAB IX — PIDANA

Pasal 30

(1) Tindak pidana yang berkaitan dengan penularan HiNvgydilakukan secara seng
dan/atau terencana selain dikenakan sanksi sebagmidimaksud dalam Pasal ?
diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturamdaeg-undangan.

aja
Y9,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat &@lglatindak pidana kejahatan.

Sumber:PERDA DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008, diolah gdenulis.

Untuk lebih mudah melihat subyek tindak pidana @&aalifikasi perbuatan yang

dikriminalisasi dalam PERDA, maka ketentuan-ketantyang telah dikutip dalam daft
4.7, selanjutnya diklasifikasi dan dipaparkan dalinsar 4.8 berikut ini.
Iktisar : 4.8

Klasifikasi Subyek & Perbuatan Pidana

ar

Subyek Perbuatan / Perilaku Keterangan

Setiap penanggungl. Tidak memasang media yang berislasal 15 huruf g
jawab tempatyanq informasi HIV dan AIDS dan NAPZA
diduga berpotensi suntik.
untuk terjadinya | 2. Tidak memeriksakan kesehatan secgara

perilaku berisiko berkala bagi karyawan yang menjadi
tertular HIV tanggung jawabnya.

Setiap orang Tidak memberikan pelayanan kepada selurBasal 17
dan/atau masyarakat yang membutuhkan tanpa dis-

penanggung jawab kriminasi dan/atau tidak menjaga kerahasigan
pada penyedia data ODHA.
layanan kesehatar

Konselor Tidak menjaga kerahasiaan data ODHA Pasalat (3)

Sumber:PERDA DKI Nomor 5 Tahun 2008, diolah oleh penulis.
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Tampilan data pada iktisar 4.8 di atas dengan jaksggambarkan bahwa perilaku
yang dikriminalisasi dan diancam dengan pidanairtedari, pertama perilaku tidak
memasang media berisi informasi mengenai HIV & AIB&ta NAPZA, sedangkan
subyek dari perbuatan tersebut adalah penanggualgjeempat usaha. Kedua, perilaku
tidak memeriksakan kesehatan karyawan yang memgadjgungjawabnya sedangkan
subyek dari perbuatan tersebut adalah penanggualgjgampat usaha. Ketiga perilaku
tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yamgnbotuhkan dan/atau
memberikan layanan tetapi dengan perlakuan yangnditatif, sedangkan subyek dari
kualifikasi perbuatan pidana tersebut adalah oraatau penanggungjawab
lembaga/institusi. Keempat, perilaku tidak menjdgsahasiaan data ODHA dengan
subyek hukum pidananya adalah konselor.

Keempat bentuk perilaku di atas lebih merupakabysan yang dapat menghambat/
menghalangi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di D&karta dan dikualifikasi
sebagai pelanggaran. Keempat-empatnya, tidak bemigan langsung dengan perilaku
dapat tidaknya seseorang menularkan dan/atau ritiyaaHIV. Sepertinya rumusan
Pasal 30 PERDA DKI Jakarta diarahkan untuk menjanglan memidana seseorang
yang perilakunya berhubungan langsung dengan panuldlV, karena dikualifisir
sebagai kejahatan. Akan tetapi jika dicermati, fdasi/perumusan subyek hukum
pidana, norma perilaku dan aturan yang dirujukktigasti bahkan tidak ada. Penulis
berpendapat bahwa akan jauh lebih bermanfaat, gielaspasti jika ketentuan pasal 30
dari PERDA Provinsi DKI merumuskan secara terpertan pasti tentang nama/judul
undang-undang serta pasal dan ketentuan pidanadyamgk sebagai pasal yang secara
substansial mengatur kesengajaan menularkan damigdgari HIV. Hal yang demikian
itu akan jauh lebih memenuhi syarat dan prinsigipgrdalam hukum pidana yakni azas

legalitas dan azas kepatian hukoenfainty.

4.1.2 Analisis terhadap PERDA NTT

Sebagaimana pengolahan data dan uraian terhadapA°BRI dalam 4.1.1 di atas
maka terlebih dahulu ketentuan dan norma hukumnpidieetentuan sanksi administrasi
dan sanksi pidana dalam PERDA NTT akan dikutipJaticdan disederhanakan serta

ditampilkan kembali dalam daftar 4. 9 berikut ini.
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Daftar : 4.9

Norma Hukum Pidana Dalam PERDA NTT

BAB V : KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Kewajiban

Pasal 8

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV/AlUD&k keperluan surveilar
dan Pemeriksaan HIV/AIDS pada darah, produk dacairan mani, organ da
jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dergaaunlinked anonymous

(2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV/AlD&IK keperluan pengobatg
dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelolmgelsiko termasuk ib
hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukanseling sebelum dg
sesudah test.

(3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada Eattidak mungkin
dilaksanakan, tes HIV/AIDS dilakukan dengan komgekeluarga.

(4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jalyataatau sebab apap
mengetahui dan memiliki informasi status HIV/AIDSessorang wajil
merahasiakannya.

(5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelaykepada ODHA da
OHIDHA tanpa diskriminasi.

(6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tergifekV/AIDS wajib melindungi
orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.

(7) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorangabddadtahui atau patut didug
bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIVZAMajib melindung
pasangannya dengan menggunakan kondom.

(8) Setiap orang yang memeriksakan darah, produk dashan mani, organ da
jaringan tubuhnya wajib mentaati standar dan praspemeriksaan yang berlaku

(9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jaruntiksumrum tato, jarum
akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainm@apubuhnya sendiri dan at
tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib mengganaya secara steril.

(10) Semua praktek budaya yang potensial menimbulkanl@em HIV/AIDS wajib
melaksanakasaneringsesuai dengan prosedur dan standar kesehatamgmng

Larangan

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang melakuki&randatory HIV Test

(2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tersifek HIV/AIDS
dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairam,raegan dan jaringan tubuhny
kepada orang lain.

(3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produkhdararan mani, organ dg
jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV/AIDS kepaddon penerima donor.

(4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikatusstHIV/AIDS seseoran
kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

ja

au

ya

N
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BAB X : SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16
Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administiaihadap orang ata

1)

(2)

3)

BAB Xll : KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal A{2aPasal 8 ayat (1), ayat (2)

(1)

(2)

lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukamnggaran terhada
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada(hyatdalah sebagai berikut:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

C. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usahaaofesi;
d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usalpaadesi.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebageirdanaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat &¥nt (8), dan ayat (9), Pasal 9 ayat
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengamar@dkurungan paling lama
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.00@0@@ma puluh juta rupiah)
Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dichakada ayat (1
disesuaikan dengan yang diatur dalam perundangangan lainnya.

Sumber:PERDA NTT Nomor 3 Tahun 2007, diolah oleh penulis.

1),
6

N

Untuk lebih mudah melihat subyek dan kualifikasigpatan yang dikriminalisasi

sebagai tindak pidana dalam ketentuan PERDA NTT amia&tentuan — ketentuan

sebagaimana dikutip dalam daftar 4.9, selanjutnjdasifikasi sebagaimana tampak

dalam iktisar 4.10 berikut ini.

Iktisar : 4.10
Subyek dan perbuatan dipidana
Subyek Perbuatan / Perilaku Keterangan
Setiap orang Tidak melakukan test HIV/AIDS untukPasal 8 ayat (1)

sebagai petugas | keperluan  surveilans dan  Pemeriksaan

HIV/AIDS pada darah, produk darah, cairan
mani, organ dan jaringan yang didonorkan
secaraunlinked anonymous

Setiap orang Tidak melakukan konseling sebelum ddpPasal 8 ayat (2)
sebagai petugas | sesudah test HIV/AIDS untuk keperluan

pengobatan, dukungan dan pencegghan
penularan  terhadap  kelompok beresiko
termasuk ibu hamil kepada bayi yang
dikandungnya.
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Setiap orang

Tidak merahasiakan status HIV/A

D%sal 8 ayat (4)

seseorang padahal ia mengetahui dan memiliki
informasi tersebut karena pekerjaan dan/atau

jabatannya atau sebab apapun.

Setiap penyedia
layanan kesehatan

Melakukan diskriminasi pada saat memberi
pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA.

k&asal 8 ayat (5)

Setiap orang yang
telah mengetahui
dirinya terinfeksi
HIV/AIDS

(ODHA)

Tidak melindungi setiap orang lain deng
melakukan upaya pencegahan

dpPasal 8 ayat (6)

Setiap orang

Tidak melindungi  pasangannya

dendrasal 8 ayat (7)

menggunakan kondom pada saat bersetubuh
dengan seseorang yang diketahui atau patut

diduga bahwa dirinya dan/atau pasangan
mengidap HIV/AIDS.

nya

Setiap orang

Tidak mentaati standar dan pros
pemeriksaan yang berlaku pada g
memeriksakan darah, produk darah, ca
mani, organ dan jaringan tubuhnya.

eBasal 8 ayat (8)
aat
ran

Setiap orang

Tidak menggunakan alat cukur, jaruntilsu
jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jar
dan peralatan lainnya secara steril, baik p
tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang
untuk tujuan apapun.

Pasal 8 ayat (9)
um

ada

ain

Semua orang

Tidak melaksanakaanering sesuai denga
prosedur dan standar kesehatan yang |
dalam mempraktekkan semua budaya
potensial menimbulkan penularan HIV/AIDS.

nPasal 8 ayat (10
paku
ang

Setiap orang

Melakukavlandatory HIV Test.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap orang yang
telah mengetahui
dirinya terinfeksi
HIV/AIDS

(ODHA)

Mendonorkan darah, produk darah, cairan m
organ dan jaringan tubuhnya kepada orang |

aRgsal 9 ayat (2)
ain.

Setiap orang yang
telah mengetahui
dirinya terinfeksi
HIV/AIDS
(ODHA)

Meneruskan darah, produk darah, cairan m

angsal 9 ayat (3)

organ dan jaringan tubuhnya kepada calon

penerima donor.

Setiap orang atau
badan

Mempublikasikan status HIV/AIDS seseorani@asal 9 ayat (4)

tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sumber:PERDA NTT Nomor 3 Tahun 2007, diolah oleh penulis.
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Data tentang subyek tindak pidana dalam PERDA Napaddikelompokkan dalam
dua kategori. Kategori pertama adalah subyek hu&tang (naturlijk persoon),terdiri
atas: Kkesatu, setiap orang secara individu (opargorang) sebagaimana disebutkan
dalam beberapa pasal, yaitu: pasal 8 ayat (4)) Baagat (7), pasal 8 ayat (8), pasal 8
ayat (9) dan pasal 9 ayat (1). Kedua, semua dfdrfgaik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dalam satu keompok) sebagalmanaskan dalam pasal 8 ayat
(10). Ketiga, petugas kesehatan, petugas labanatodan/atau konselor sebagaimana
dimaksud oleh pasal 8 ayat (2), pasal 8 ayat (8)p#sal 8 ayat (5). Keempat, adalah
Orang dengan HIV dan/atau AIDS (ODHA) sebagaimanzakisud dalam pasal 9 ayat
(2) dan pasal 9 ayat (3). Kategori kedua, adalatamgpenyedia layanan) atau badan
hukum/korporasirechts persoonkebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 8 ayat (5)
dan pasal 9 ayat (4).

Pembentukan PERDA NTT telah mencoba mengembangkamémperluas subyek
hukum pidana lokal, tidak hanya terbatas pada orpegrang, tetapi juga pada
sekelompok orang yang memiliki perilaku komunaldkepok, serta badan/badan hukum
atau korporasi. Selain itu, perilaku dari subyekum pidana yang dirumuskan sebagai
perbuatan pidana diatur dalam dua pasal dan dikaiisasi. Ada dua pasal berbeda
dalam PERDA NTT, pasal 8 mengatur tentang kewajdeam pasal 9 mengatur tentang
larangan. Baik norma kewajiban maupun norma lamandgpat juga dikelompokkan
dalam dua kategori perilaku, yakni perilaku yangkbraan langsung dengan tindakan
menularkan dan/atau ditulari virus HIV kepada semeg sebagaimana ternyata dari
pasal 8 ayat (6), pasal 8 ayat (7), pasal 8 ayapésal 9 ayat (2) dan pasal 9 ayat (3).
Selain itu, perilaku yang tidak langsung berhubungi@ngan tertularnya virus dari
seseorang kepada orang lain tetapi dapat menghampaya pencegahan dan
penanggulangan HIV yang sedang gencar dilaksanal&n seluruh masyakat NTT,
sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 8 ayat §sg!8 ayat (2), pasal 8 ayat (4), pasal
8 ayat (5) dan pasal 9 ayat (4).

249 Rupanya subyek dan perilaku dalam ketentuan ingaje dirumuskan untuk mengatasi beberapa
perilaku dalam masyarakat setempat, sebagaimariaidilalam Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan
PERDA NTT, yang menyatakan, “di kalangan masyarakatvinsi NTT masih ada dan dipraktekkan
beberapa perilaku yang didasarkan pada kebiasalatdarbudaya setempat, padahal perilaku tersebut
sangat rentan terhadap penularan IMS dan HIV & Alfperti sunat tradisional yang dilanjutkan dengan
sifon, hasai naran, ana bua dan lain sebagainya.”
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Semua norma perilaku yang diatur dalam PERDA NTKualifikasi sebagai
pelanggaran. PERDA NTT tidak merumuskan/mengattur sarma perilakupun yang
dikualifikasi sebagai kejahatan. Disini nampak &dh yang menarik perhatian penulis
bahwa PERDA NTT telah mencoba melakukan kriminaligarhadap perilaku yang
didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan/kehalagetempat sebagai perbuatan
pidana (lihat pasal 8 ayat (10) PERDA NTT) walaupieh masyarakat pemilik budaya,

perilaku tersebut sebelumnya bukan merupakan gerjang dilarang/dibenci.

4.1.3 Analisis terhadap PERDA Provinsi Jawa Timur

Di bawah ini disajikan uraian ketentuan atau nohm&um pidana dalam PERDA
Jawa Timur yang dikutip dan disederhanakan dalamukedaftar 4.11 berikut ini.
Daftar : 4.11

Norma Hukum dalam PERDA Jawa Timur

Pasal 3
(1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah tawggmyvab setiap instansi
Pemerintah dan swasta serta setiap orang dan ketiggyga di Provinsi Jawa Timur.
(2) Pemerintah Provinsi harus selalu berupaya mengegkban kebijakan yan
menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penaggan infeksi HIV/AIDS gung
melindungi setiap orang dari infeksi HIV termas@tdimpok rawan.
(3) Dalam rangka penanggulangan penyebarluasan HIV/AIDBrovinsi Jawa Timur,

Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur bejkean untuk:

a. Melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukesicegahan infeksi HIY
yang benar, jelas dan lengkap, melalui media masgmnisasi masyarakat,
dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Lembagadyaddasyarakat yan
bergerak di bidang kesehatan secara periodik.

b. Melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tengang kompeten untuk
menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melsdékolah maupun luar
sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan pergutinggi milik pemerintah
maupun swasta.

c. Melaksanakan penanggulangan Penyakit Menular SeK3MS) secara terpadu
dan berkala ditempat-tempat perilaku beresiko tinggrmasuk didalamny.
keharusan penggunaan kondom 100%.

d. Mendorong dan melaksanakan test dan konseling lebara sukarela terutama
bagi kelompok rawan.

e. Mengadakan obat anti retroviral obat anti infekgpartunistik yang efektif da
umum digunakan secara murah dan terjangkau.

f. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pel@y kesehatan dasar,
rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun savast

L\ ]
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g. Melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayasahdtan dasar, rujukan
dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sghinigpat mencegah HIV
serta dapat melindungi staf dan pekerjanya.

h. Melaksanakan skrining yang standar terhadap HI\$ aturuh darah, frak
darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepaalagdain.

i. Melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IM&n surveilans perilaku

(4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapkikukan dengan
mengembangkan jejaring untuk:

Surveilans Epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveitaperilaku.

Melakukan pembinaan kewaspadaan umum di saranhdtase

Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan patagolntuk ODHA.

Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 10®©%latasunik steril d

lingkungan kelompok perilaku resiko tinggi.

U

oaoow

Pasal 4

(1) Test HIV dilakukan di laboratorium milik pemerintatau swasta yang ditunjuk.

(2) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dikan secara sukarela dan
didahului dengan memberikan informasi yang bengra#le yang bersangkutan
(informed concent)disertai konseling yang memadai sebelum dan shstest
dilakukan.

(3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujakapeshunjang milik Pemerintah
dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelaykesehatan pada pasien yang
terinfeksi HIV.

(4) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannyamengettdw memiliki informas
tentang status HIV seseorang, wajib merahasiakeunake
a. Jika ada persetujuan/ijin yang tertulis dari orgagg bersangkutan ;

b. Jika ada persetujuan/ijin dari oarng tua atau \@ah anak yang belum cukup
umur, cacat atau tidak sadar ;
c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan stdt\s seseorang dapat
dibuka ;
d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanansndetigan komunikasi antar
dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang deHY&AIDS tersebut dirawat ;

(5) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaipesta ayat (4) dengan
persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan ateygyna alat suntik bersama,
bila:
a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namuaktidau atau tidak kuasa

untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pesgtatrsuntuik bersama;
b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitatia @®HA bahwa untuk
kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahkepada pasangan
seksualnya atau pengguna alat suntik bersama,;
c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi padapgannya;
d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan mrawatan pada
pasangan seksualnya atau pengguna alat suntiknksersa

o
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Pasal 5

(1) Pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hakl siah hak azasi ODHA termasuk
perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
(2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobdtan perawatan sera
dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
(3) Penanggulangan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhkemanusiaan dan
penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

Pasal 6

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tersifeltV, tidak boleh:

a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kebila pasangannya telgh
diberitahu tentang status HIV-nya dan secara sl&arenerima risiko tersebut.

b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik atla@ yang patut diketahui
dapat menularkan virus HIV kepada orang lain.

c. Mendonasikan darah, semen, atau organ/jaringardiepang lain.

d. Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahupatdamenularkan atau
menyebabkan infeksi HIV kepada orang lain baik @angujuk rayu atau dengan
kekerasan.

Bab V — Ketentuan Pidana

Pasal 9

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dichaldam Pasal 3 ayat (B)
huruf ¢, 4 ayat (3), (4), (5), 5 ayat (2) dan p&aliancam pidana kurungan paling
lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. GD@DO0,00 (lima puluh jut
rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adaleEmgegaran.

(3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan depeganlaran HIV/AIDS selain
dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketemqterundang-undangan yang
berlaku.

(4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) adalgh&tan.

[

Sumber:PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004, atiableh penulis.

Mengikuti uraian di atas dan agar lebih mudah raelisubyek dan kualifikasi
perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pddalam ketentuan PERDA, maka
ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip dalamrdafta di atas, selanjutnya dilakukan

klasifikasi dan titampilkan kembali dalam iktisafL.2 berikut ini.
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Iktisar : 4.12
Subyek dan perbuatan dipidana
Subyek Perbuatan / Perilaku Keterangan
Pemerintah Tidak melaksanakan penanggulangan Penydkisal 3 ayat

Provinsi dan/atau
masyarakat Jawa

Menular Seksual (PMS) secara terpadu dan berk@pghuruf c
ditempat-tempat perilaku beresiko tinggi, termasuk

Timur didalamnya keharusan penggunaan kondom 100%.
Seluruh sarana Menolak memberikan pelayanan kesehatan p&tdesal 4 ayat
pelayanan pasien yang terinfeksi HIV. 3

kesehatan dasar,
rujukan dan
penunjang milik
Pemerintah dan
swasta

Setiap orang
karena tugas dan
pekerjaannya

. Mengetahui atau memiliki informasi tenta

. Mengetahui atau memiliki informasi tenta

. Mengetahui atau memiliki informasi tenta

. Mengetahui atau memiliki informasi tenta

status HIV  seseorang namun tid
merahasiakannya padahal tidak :
persetujuan/ijin yang tertulis dari orang ya
bersangkutan.

status HIV seseorang namun tid
merahasiakannya padahal tidak g
persetujuan/ijin dari oarng tua atau wali dari a
yang belum cukup umur, cacat atau tidak sada

status HIV seseorang namun tid
merahasiakannya padahal tidak ada keput
hakim yang memerintahkan status HIV seseof
dapat dibuka.

status HIV seseorang namun tid
merahasiakannya padahal tidak ada kepentir
rujukan medis atau layanan medis den
komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehg

nBasal 4 ayat

ald) huruf a —
adia

ng

ng
ak
hda
nak
A,
ng
ak
san
ang

ng
ak
ngan
gan
atan

dimana orang dengan HIV/AIDS tersebut
dirawat.
Tenaga kesehatan a. Membuka informasi dengan  persetujudPasal 4 ayat

atau konselor

membuka status HIV dari seorang ODHA kep
pasangan seksual dan atau pengguna alat s
bersama, padahal ODHA tidak diberi konsel
yang cukup dan/atau walaupun telah dik
konseling yang cukup namun ODHA tidak m
atau tidak kuasa untuk memberitahu pasar

as) huruf a —
wohtik

ng

Deri

au

gan

seksual dan atau pengguna alat suntuik bersama.
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b. Membuka informasi/status HIV seorang ODHA
kepada pasangan seksual dan/atau penggunga alat
suntik  bersama padahal tidak/  belum
memberitahu pada ODHA bahwa untuk
kepentingan kesehatan  akan  dilakukan
pemberitahuan kepada pasangan seksualnyg atau
pengguna alat suntik bersama.

c. Membuka informasi dengan persetujyan
membuka status HIV dari seorang ODHA kepada
pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik
bersama, padahal tidak ada indikasi bahwa telah
terjadi transmisi pada pasangannya.

d. Membuka informasi status HIV ODHA dengan
persetujuan ODHA vyang berngkutan kepada
pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik
bersama, padahal tidak untuk kepentingan
pemberian dukungan pengobatan dan perawatan
pada pasangan seksualnya atau pengguna alat
suntik bersama.

Seluruh sarana Melakukan tindakan diskriminatif dalam bentuk | Pasal 5 ayat

pelayanan apapun terhadap (ODHA) pada saat memberikan(2)
kesehatan dasar, | pelayanan pengobatan dan perawatan serta
rujukan dan dukungan.

penunjang milik
Pemerintah dan

swasta

Setiap orang a. Dilarang melakukan hubungan seksual dengaasal 6
dengan HIV orang lain, kecuali bila pasangannya telah
dan/atau AIDS diberitahu tentang status HIV-nya dan secgara
(ODHA) sukarela menerima risikonya.

b. Dilarang menggunakan secara bersama-sama alat
suntik atau alat lain yang patut diketahui dapat
menularkan virus HIV kepada orang lain.

c. Dilarang mendonasikan darah, semen, atau
organ/jaringan kepada orang lain.

d. Dilarang melakukan tindakan apa saja yang patut
diketahui dapat menularkan atau menyebahkan
infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk
rayu atau dengan kekerasan.

Sumber:PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004, atiableh penulis.

Data yang tersedia dalam iktisar 4.12 memperlimati@hwa subyek tindak pidana
dalam PERDA Jawa Timur sangat variatif dan luadipuie beberapa kategori. Pertama,
pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat Jawa Tiselbiagaimana Pasal 3 ayat (3)

huruf c. Menurut hemat penulis, ketentuan Pasaye® €é) huruf ¢ yang menetapkan
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pemerintah provinsi dan masyarakat provinsi Jawaufisangatlah terbuka untuk
diperdebatkan, sekurang-kurangnya dapat dipertamyak

Pertanyaan penting dalam hal ini adalah tentangak&h yang harus didudukkan
sebagai subyek tindak pidana (tersangka/terdawa)kudan atas nama pemerintah
Provinsi Jawa Timur? Apakah yang dimaksud olehhmtuk PERDA Provinsi Jawa
Timur adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalatnlaas yang meliputi eksekutif,
legislatif dan yudikatif, atau pemerintah Providsiwa Timur dalam arti sempit, yang
hanya meliputi eksekutif saja. Sekiranya yang dsndkan dalam ketentuan PERDA
adalah pemerintah dalam arti sempit, apakah yamintii pertanggungjawaban pidana
adalah Gubernur, atau Gubernur dan Wakil Gubematay Kepala Dinas/Instansi yang
lingkup tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya puaieli pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS? Dalam kerangka otonda@rah maka pertanyaan
selanjutnya adalah, apakah tanggungjawab pidanat ddikenakan juga kepada
pemerintah Kabupaten/Kota? Tidak jelasnya penerfgeaptapan/perumusan subyek
tindak pidana terutama ‘subyek’ yang ditunjuk untb&rtanggung jawab terhadap
pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 3 ayatuf8f b menyebabkan ketentuan
hukum pidana tersebut menjadi mandul dan tejgMicabledan/atau aplikatif.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini dikemukaketentuan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasilile (UU KIP), yang dalam
ketentuan Pasal 52 mengancam pidana kurungan palng 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (podah juta rupiah) kepada Badan
Hukum Publik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2KIB, “Informasi Publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diki dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara mEnyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Babték Rinnya sesuai dengan UU ini
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepgatinpublik.” Selanjutnya, Pasal 1
angka 3 UU KIP menyatakan,

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatifdikatif dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penggé¥an negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pataamlan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daewmah0oadanisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumtieknfjgaran Pendapatan dan
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Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan daanjBeDaerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.”

Selain itu, menurut Pasal 1 angka 8 UU KIP menyatakPejabat Publik adalah
orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk mendugokisi atau jabatan tertentu pada
Badan Publik. Sedangkan Pasal 1 angka 9 UU KIP gashkan bahwa Pejabat Pengelola
Informasi adalah pejabat yang yang bertanggungjawlabbidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayaftamasi di Badan Publik.”

Khusus tentang ketentuan pidana yang menjadi bakdmandingan, maka dalam
Pasal 52 UU KIP menyatakan,

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediatidak memberikan dan/atau

tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informa3ublik secara berkala,

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara ser@ta, Informasi Publik yang

wajib tersedia setiap saat, dan/atau InformasiilPyling harus diberikan atas dasar

permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dargak#ératkan kerugian bagi
orang lain dikenakan pidana kurungan paling lam@atu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima pult# fupiah).

Perlu ditegaskan bahwa UU KIP adalah bersifat unflex generalis).Ketentuan
Pasal 56 UU KIP menyatakan, “Setiap pelanggaram yhkenai sanksi pidana dalam
UU ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalahtain yang bersifat khusus, yang
berlaku adalah sanksi pidana dari UU yang lebilskBuersebut.” Sedangkan kuaifikasi
dari perbuatan pidana dalam delik UU KIP adalahkdatuan. Pasal 57 UU KIP
menyatakan, “ Tuntutan pidana berdasarkan UU imiedd delik aduan dan diajukan
melalui peradilan pidana. Dari pelbagai ketenuangydikutip dari UU KIP di atas,
segara dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yakgn)adidudukkan sebagai
tersangka untuk selanjutnya diajukan sebagai teralaktas nama Badan Publik, ialah
Pejabat Pengelola Informasi.

Kembali pada kategori kedua dari subyek hukum ddt&RDA Jawa Timur, yaitu
setiap orang karena tugas dan pekerjaannya, sefmuaditetapkan dalam pasal Pasal 4
ayat (4), huruf a — d. Penulis ingin memberi catdtahwa ketentuan dalam pasal ini
sepertinya diarahkan kepada perilaku seseorari@teumpah jabatan dan/atau rahasia
jabatan dan pekerjaan. Ketentuan mengenai rahaSatan dan/atau pekerjaan yang

berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 4 aydtu(dj a — d, telah diatur dalam
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KUHP, dan dapat ditemukan dalam beberapa padalaaiain Pasal 322, 323, 430, 431,
432, 433, 434. Untuk melihat persamaan dan perbedaa kedua pengaturan tersebut,
dikutip ketentuan Pasal 322 KUHP ayat (1) menuegemahan R. Soesilo berbunyi,
“Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu ralyasig, menurut jabatannya atau
pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang daifautliwajibkan menyimpannya,
dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan démada sebanyak-banyaknya Rp.
9.000."

Kategori ketiga, adalah tenaga kesehatan dan/ataelor, sebagaimana Pasal 4 ayat
(5). Kategori keempat adalah seluruh sarana peday&esehatan dasar, rujukan dan
penunjang milik pemerintah dan swasta, sebagainRasal 5 ayat (2), sedangkan
kategori keenam adalah setiap orang dengan HIVatganAIDS (ODHA), sebagaimana
ditetapkan Pasal 6, huruf a — d.

Demikian juga mengenai perilaku yang dikriminalisasecara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni yang ged adalah perilaku yang
berhubungan langsung dengan transmisi HIV baik haekan dan/atau ditulari virus
HIV, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 hurufda kedua, perilaku yang tidak
secara langsung berhubungan dengan kemungkinamaditg@ transmisi, baik
menularkan dan/atau ditulari virus, sebagaimangadaikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal
4 ayat (4) huruf a sampai dengan d, Pasal 4 ayatufuf a — d dan Pasal 5 ayat (2).
Walaupun ketentuan dalam pasal-pasal termaksull deara langsung berhubungan
dengan transmisi virus HIV, akan tetapi pelanggdesthadap ketentuan tersebut dapat
berakibat gagal atau terhambatnya upaya pencegiamgpenanggulangan HIV & AIDS.

Perlu dicatat bahwa baik perilaku yang berhuburlgagsung dengan kemungkinan
terjadinya transmisi maupun perilaku yang tidalggamg berhubungan dengan tranmisi
virus sebagaimana diuraikan di atas, dikualifikeebagai pelanggaran. Disamping itu,
ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) merujulkagarlain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain berkaitan dengan penulBfi&iAIDS akan tetapi tidak
termasuk dalam kelompok perilaku yang telah diteg@asdi atas, dan dikualifikasi
sebagai kejahatan. Sama seperti PERDA DKI Jakpgajmusan yang dibuat secara
rujukan ¢eferal system)seperti ini sangat tidak memenuhi azas kepastigwrh yang

menjadi syarat mutlak dalam hukum pidana, karedaktijelas nama/judul peraturan
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perundang-undangnya, bentuk/rumusan normanya semdgek hukumnya. Jelaslah

bahwa perumusan seperti ini sangat tidpglicable.

4.1.4 Analisis terhadap PERDA Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY)

Sepanjang pengumpulan data dalam kegiatan penejaiag penulis lakukan hingga
akhir Maret tahun 2011, PERDA Provinsi DIY merupalsalah satu PERDA tentang
HIV & AIDS yang paling baru di Indonesia, yang dikan 1 Desember Tahun 2010.
Sebagaimana PERDA Provinsi dan/atau Kabupaten data Kang telah dibentuk
sebelumnya, dalam PERDA Provinsi DIY juga dirumuskditetapkan dan diatur
beberapa ketentuan mengenai hukum pidana lokalj gawutip dan disajikan dalam
daftar 4.13 berikut ini.

Daftar : 4.13

Norma Hukum dalam PERDA Provinsi DIY

Pasal 7

Setiap orang wajib:

a. menghindari perilaku berisiko tertular atau merkdarHIV;

b. menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA; dan

c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untakghindari terjadinys
perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atagnmsttisasi, kecuali ada izin
secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membstkéus HIV.

52

Pasal 8

Setiap ODHA berhak:

a. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai deagaar stang sudah ditetapkan;;

b. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS-nya untakghindari perlakuan tidak
menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan

c. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskniasi dan stigmatisasi.

Pasal 9

Setiap ODHA harus:

a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengopata

b. membuka status HIV-nya kepada pihak yang berkepganti; dan
c. mencegah penularan HIV dari dirinya kepada oraing la

Pasal 13
(1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakulgsatate dengan risiko terjad
kontaminasi darah, cairan tubuh, dan produk doraibwnenjalankan kewaspadagan
universal.
(2) Tata cara menjalankan kewaspadaan universal semagaidimaksud pada ayat (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unddnbatang kesehatan.
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Pasal 14

(1) Tempat usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkahwajib menjalankan
pencegahan penularan.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada agabpéit)berupa:
a. sterilisasi alat-alat yang digunakan pada penggsaha/jasa;
b. menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna/jessha

(3) Pemerintah Daerah mengadakan atau memfasilitagiilgh dan/atau penyuluhg
untuk mendukung pencegahan penularan HIV dan AliR&pat-tempat usaha.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat utéokpat-tempat usaha ya
telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimaaiesdohpada ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembesartifikat sebagaiman
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturanr@ube

Pasal 15

(1) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hulbangeks, setiap orang ya
berhubungan seks dengan seseorang yang diketadnwi pattut diduga bahw
dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV wajitelindungi dirinya dar
pasangannya dengan menggunakan alat yang dapa¢gaéngerpindahnya cair:
tubuh yang mengandung virus HIV.

Pasal 17

(1) Tenaga Kesehatan di sarana pelayanan kesehatah rdapganjurkan Tes HI
kepada pasien yang dirawatnya.

(2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajdahdilui dan diakhir
konseling.

(3) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes K&Bagaimana dimaksl
pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tedetedah memperoleh penjelas
yang memadai tentang HIV dan AIDS.

(4) Pasien berhak menolak dilakukannya Tes HIV sebagaandimaksud pada ayat
jilka persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pibakana pelayanan kesehal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal Tes HIV menunjukan hasil reaktif (pojititenaga kesehats
memberikan rujukan.

Pasal 18
(1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memilikidasles HIV wajib memiliki
konselor.

(2) Sarana pelayanan kesehatan yang melakukan TesaHpd dilengkapi oleh layanan

konselor dikenai sanksi administratif.

(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimagadd ayat (2) dilakukan oleh

instansi yang mengeluarkan izin.

Pasal 19

(1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib melakukaapizan HIV dan penyakit

a

AN

ud
an

1)
tan

AN

lain yang dapat menular melalui produk donor septpatitis B, Hepatitis C, da‘n

Sifilis terhadap produk donor.
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(2) Dalam hal Tes HIV terhadap produk donor sebagaintamaksud pada ayat (1)
menunjukkan hasil reaktif/positiilV, sarana pelayanan kesehatan tersebut I
menganjurkan kepada pendonor mengikuti konselingTas HIV.

(3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakalukpaonor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan prddo&r sebagaimara
dimaksud pada ayat (2).

(5) Tata cara pemusnahan produk donor sebagaimana gilichakada ayat (4
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturandagrg-undangan.

Pasal 28

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat senaraliri dapat:

a. melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS mekdmunikasi, informasi,
dan edukasi; dan/atau

b. melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA, OHIDHAaNnd populasi kunci
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai deegamipuannya.

Pasal 29
(1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pengusaha wagilakeanakan promosi di
perusahaan miliknya secara mandiri atau bekerja skemgan pihak lain.
(2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud padélagetur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

N

Sumber:PERDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomoiafun 2010, diolah oleh penulis.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah bahwamsetika/konstruksi pengaturan
norma dan ketentuan pidana serta sanksi pidanend2EZRDA DIY dirumuskan berbeda
dengan PERDA lain yang sudah ada sebelumnya. 8tigaj untuk lebih mudah
melihat subyek hukum pidana dan kualifikasi perdonayang dikriminalisasi sebagai
tindak pidana dalam ketentuan PERDA, maka Bab B§ap 32 dan pasal 33 tentang
ketentuan pidana akan diolah dan ditampilkan dalaftar 4.14 berikut ini.

Daftar : 4.14
Subyek dan Perbuatan Pidana dalam PERDA DIY

BAB IX — KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 9 huraincPdsal 15 ayat (1), Pasal 18 gyat
(3), dipidana dengan pidana sesuai ketentuan panaperundang-undangan.

Pasal 33
(1) Setiap orang yang menyampaikan atau mengumumkanmasi status HIV atal
AIDS seseorang kepada pihak lain tanpa persetuflzan ODHA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipidana dengamaidkurungan paling lama|3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.0000000ima puluh juta rupiah).

Universitas Indonesia

Suatu tinjauan...,Simplexius Asa,FHUI,2011



119

(2) Setiap orang yang melakukan diskriminasi sehinggdamggar hak seseorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipidangan kurungan paling|3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.0000@00ima puluh juta rupiah).

(3) Pemilik Sarana Kesehatan yang tidak menjalankan akpadaan universal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dgidangan kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RPC&D000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(4) Pemilik tempat usaha yang tidak menjalankan upagacggahan penularan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dgidangan kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RPCG&D000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja memaksakan atakuken tes HIV kepad
seseorang tanpa seijin tertulis orang yang bersaagksebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan kurungimgpama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima pultdn jupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikastufp donor yang diketahui
telah terinfeksi HIV atau AIDS sebagaimana dimaksiatam Pasal 19 ayat (B)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3)(tigdan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(7) Pengusaha yang tidak melaksanakan promosi sebagaidiaaksud dalam Pagal
28 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lanizgd) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ifipasalengan ayat (7) adalah
pelanggaran.

(9) Denda disetorkan ke Kas Negara.

D

Sumber:PERDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NomoiTaaun 2010.

Beberapa temuan menarik yang diperoleh dari tammiftar 4.14 di atas yakni,
pertama tentang subyek hukum pidana. PERDA DIY mkeutybeberapa subyek hukum
pidana yang dapat dikelompokkan dan terdiri atagama setiap orang sebagai individu,
sebagaimana Pasal 33 ayat j(r)cto Pasal 7 huruf c, Pasal 33 ayat [@)cto Pasal 8
huruf ¢, Pasal 33 ayat (5) juncto Pasal 17 ayatr?pmasal 33 ayat (fnctoPasal 19 ayat
(3). Kedua, setiap pemilik sarana kesehatan sefagai Pasal 33 ayatjincto Pasal 13
ayat (1). Ketiga, setiap pemilik tempat usaha gainaana Pasal 33 ayat (dhcto Pasal
14 ayat (1), dan keempat pengusaha sebagaimania3Bamgat (1)juncto Pasal 28 ayat
(1). Catatan penulis, mungkin yang dimaksud olehlpeat undang-undang adalah pasal
29 ayat (1) bukan pasal 28 ayat (1), karena paldlidak terbagi dalam ayat, dan
mengatur tentang peranan masyarakat secara mandiri.
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Nampaknya bahwa dalam kebanyakan PERDA Penangaguiadty di Indonesia,
baik dalam PERDA sebelumnya maupun dalam PERDA Dpkfigelompokan norma
perilaku masih tetap terdiri dari dua kategori, tyaperilaku yang langsung dapat
menyebabkan transmisi virus dari orang yang satwadap orang lain, sebagaimana
Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 hurgéiecto Pasal 32, dan Pasal 17 ayatj(2)cto Pasal 33
ayat (5). Selain itu, ada juga perilaku yang tidakgsung menyebabkan terjadinya
transmisi virus tetapi dapat menghambat upaya pahes dan penanggulangan HIV
dan AIDS di Provinsi DIY, sebagaimana Pasal 33 @asampai dengan ayat (7).

Hal lain yang juga menarik perhatian penulis iddahwa dalam PERDA DIY, Orang
Dengan HIV (ODHA) tidak secara jelas dikategorilsabagai subyek hukum (tindak)
pidana. Sebagaimana telah diketahui, agar trarsmigis dapat terjadi maka ODHA
merupakan sumber utama dimana virus ada dan hidepgan kata lain, perilaku
berhubungan seks, perilaku menggunakan jarum suidék steril, perilaku ibu
memberikan air susu kepada bayi, sama sekali titak beresiko jika tidak dilakukan
oleh dan/atau diantara orang yang sudah positifleerHIV (ODHA) dengan orang yang
negatif HIV (orang yang belum tertular HIV atau BukODHA). Kendatipun Pasal 9
huruf cjuncto Pasal 32 mengatur kewajiban ODHA untuk tidak markan virus HIV
kepada orang lain, akan tetapi formulasi dalam ket tersebut sangat berpotensi
menimbulkan interpretasi gandHlal itu dapat terjadi karena ketidakjelasan rumusan
norma serta peraturan perundang-undangan yangiklid@alam hal mana bertentangan
dengan azasullum delictumkhususnyaullum delictum sine lege stricta.

Ternyata semua delik/tindak pidana dalam PERDA PBSal 33 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) dikualifikasi sebagai pelanggar@alam hal ini, penulis ingin
mengkonstatir dan menggarisbawahi dua rumusan gelilg berbentuk/mengandung
unsur kesengajaan dan/atau yang dilakukan secagajag sebagaimana ternyata dalam
ketentuan pidana dalam Pasal 33 ayaju®gto Pasal 17 ayat (2), dan ketentuan pidana
dalam Pasal 33 ayat (fiincto Pasal 19 ayat (3).

Telah menjadi pengetahuan para sarjana hukum dnésia bahwa perbuatan yang
dilakukan secara sengaja, baik sengaja sebagaudhaljsian, sengaja sebagai kepastian
maupun sengaja sebagai kemungkinan, akan diancatamiam lebih berat jika

dibandingkan dengan perbuatan pidana yang terjadinia kelalaian/karena salahnya
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pelaku®° Kesengajaan termasuk dalam unsur niat’kehendaki/antal-elemenyang

jika dicantumkan secarexplicit sebagai elemen pasal dalam ketentuan hukum pidana,
maka unsur tersebut harus dibuktikan oleh Jaksg partindak selaku Penuntut Umum.
Beban pembuktian yang diberikan kepada Penuntut mymdisatu pihak dapat
menguntungkan pelaku, oleh karena jika unsur ‘dersgagaja’ tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan maka terdakwa harus diputus belem fetapi di sisi yang lain, jika
Penuntut Umum berhasil membuktikan unsur ‘dengamgaga’ yang disebut dalam
rumusan delik maka pelaku/terdakwa akan dijatukiman yang lebih berat.

Ketentuan pasal 33 ayat (6) juncto pasal 19 (2) alat (3), berhubungan dengan
perilaku setiap orang yang sengaja mendistribusgtaduk donor yang telah diketahui
terinfeksi HIV kepada seseorang yang lain. Rumysasal-pasal mengenai perbuatan
pidana dalam ketentuan di atas, menggambarkanasetas unsur-unsur: (1) mengetahui
bahwa produk donor yang akan didonorkan telah fedean HIV dan AIDS, (2) dengan
sengaja, (3) mendistribusikan produk donor tersddepiada orang yang lain. Jelaslah
bahwa pelaku menghendaki/menginginkan agar pengsnoduk donor terinfeksi virus
HIV, dalam hal mana sengaja sebagai maksud. Tephadebuatan yang dilakukan
dengan sengaja sebagai maksud tersebut, malahga Hemcamkan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling bariypk50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 33 (&yatincto Pasal 17 ayat (2),
berhubungan dengan suatu perbuatan yang nyata-mgéamggar hak azasi seseorang
dan/atau keluarganya yakni tidak berinisiatif sersicara sukarela melakukan test HIV
dan/atau tidak menghendaki/tidak memberi ijin aghlakukan test HIV pada
dirinya/anggota keluarganya. Menurut ketentuan l|ghsagka 9 PERDA DIY, tes HIV
adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahtusHIV seseorang yang dilakukan
secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atas aisiatif petugas kesehatan. Akan
tetapi, pelanggaran terhadap hak azasi yang diéakalengan sengaja, hanya diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atauddegraling banyak Rp 50.000.000,00

%0 Bandingkan misalnya pasal 338 KUHP, berbunyi “Bgsiapadengan sengajamenghilangkan jiwa
orang lain dihukum karena makar mati dengan hukusetema-lamanya 15 tahun.” Sedangkan pasal 359
berbunyi: “ Barangsiapkarena salahnyamenyebabkab matinya orang, dihukum penjara selamanya

5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.
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(lima puluh juta rupaih) saja. Hemat penulis, aldatangat tidak adil jika ancaman
hukuman yang ditetapkan terhadap perbuatan pidang glilakukan ‘dengan sengaja’
sedemikian ringan dan/atau sama dengan perbuatlangpiyang dilakukan karena
kealpaan/kelalaian. Penulis ingin menambahkan batalam RUU KUHP tahun 2010,
unsur ‘dengan sengaja’ dalam kebanyakan ketentudahstidak lagi dimuat sebagai
unsur/elemen delik karena sulit untuk dibuktikaklental elementyang masih
dipertahankan adalah ‘kelalaian’ dan ‘dengan maksud

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut ini dkashas tentang hukuman/sanksi
pidana dalam ketentuan pasal 33 ayat (5) dan &)aiPERDA DIY, yang hanya
menetapkan sanksi 3 (tiga) bulan kurungan atauad&pud 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) untuk pelanggaran terhadap dua ketentuag yengandung unsur kesengajaan.
Perumusan ancaman hukuman, tidak merujuk langsetentian ketentuan pasal 143
ayat (2) UUPD?! yang berbunyi: “Perda dapat memuat ancaman pklanmgan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak R@08@M00,00 (lima puluh juta
rupiah)” tetapi merupakan adaptasi dari ketentussapl143 ayat (2) yang dimungkinkan
oleh ketentuan pasal 143 ayat (3), berbunyi: “Pel@zat memuat ancaman pidana atau
denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat &)aisdengan yang diatur dalam
peraturan perundangan lainnya.”

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan pasal 143 UUPS8if&ealternatif, terbuka dan
hanya merupakan pedoman. Kewenangan menetapkan Kesskmya/berat ringannya
sanksi dalam PERDA diberikan kepada pembentuk PERIZA mana berarti bahwa
pembentuk PERDA dapat melakukan adaptasi terhadsgntkian dimaksud. Adaptasi
yang dilakukan atas nama kewenangan otonomi daszphrti dalam PERDA DIY
bukanlah sesuatu yang dilaracmitra legem. Disini, pembahasan penulis lebih
diutamakan untuk memperdebatkan kesesuaian areaaggpnaan kewenangan pembuat
undang-undang di daerah (DIY) dengan norma hukundarma yang mesti
dipertimbangkan dalam kriminalisasi, seperti kdsata(kesengajaan & kelalaian), azas

proporsionalitas serta kepantasan dalam menetdpkaman terhadap perbuatan pidana

21 ihat kembalifoot note238 halaman 91.
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tertentu dalam hukum pidana lokal. Dalam hal iaruan Husak mengenkaifringing the
Right Not to Be Punishe&’® menjadi hal penting sekaligus patut diperhatikan.
4.1.5 Analisis terhadap PERDA Kabupaten Badung

Norma hukum dalam PERDA Kabupaten Badung Nomor Huim&008 dikutip dan

disederhanakan dalam bentuk daftar berikut ini.
Daftar : 4.15

Norma Hukum dalam PERDA Kabupaten Badung

Pasal 7
Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tersifédV wajib melindungi pasanga
seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tersifédV dilarang mendonorkan

darah, produk darah, cairan sperma, organ, dam j@iagan tubuhnya kepada orang

lain.
(2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, pradaah, cairan sperma, orga
dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standasgalur skrining.
(3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produkhdasairan sperma, orga
dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kigpealon penerima donor.

Pasal 9
Setiap orang yang melakukan hubungan seksual Werisiajib melakukan upay;
pencegahan dengan memakai kondom.

Pasal 10

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburajibvmaemberikan informasi atau

penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan &iVAIDS kepada semdu
karyawannya.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburapbwaendata karyawan yarj
menjadi tanggungjawabnya.

(3) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburajfibwaemeriksakan diri da
karyawannya yang menjadi tanggungjawabnya secatkalbeke tempat-tempsa
pelayanan IMS yang disediakan pemerintah, lembatgba dan atau swasta ya
ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Pasal 11
Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jambm tatau jarum akupuntur pa
tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajilnggeinakan jarum steril.

An,

n,

a

g

22| ihak kembalifoot note229 halaman 86.
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Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana:

a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, casjpgrma, organ, dan/atau
jaringan yang didonorkan;

b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkohi&;sunt

c. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang ipdslv kepada bayi yang
dikandungnya,;

d. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik danrenaengan biaya terjangkau;

e. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;

f.  pengembangan sistem pencatatan dan pelaporankasusHIV dan AIDS;

g. pendukung pencegahan lainnya.

Pasal 13

(1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperburveilans dan skrinin
pada darah, produk darah, cairan sperma, orgaratdararingan yang didonorkan
wajib melakukan dengan canalinked anonymous.

(2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk kepemengobatan, dukungan dan
pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepagiaybag dikandungnya waji
melakukan tes sukarela melalui konseling sebelumsdaudah tes.

(3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkamsdtimg sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengarskling keluarga.

(4) Setiap orang dilarang melakukarandatory HIV test.

Pasal 14

(1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebapurmapmengetahui dan

memiliki informasi status HIV seseorang wajib mexrsiakanya.

(2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetufpidd Gebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasa&iksualnya dalam hal:

a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya $etelndapat konseling
yang cukup;

b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasasgiesualnya; dan

c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dukungan pada

pasangan seksualnya.

Pasal 15
Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelaydtepada ODHA tanpa
diskriminasi.

©

(=]

BAB IX - KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7| addasal 9, Pasal 10, Pasal
11, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) alPakayat (1), dan Pasal 15 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bukndenda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lglagdelanggaran.

Sumber:PERDA Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008, diolah penulis.
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Berikut ini akan dilakukan kualifikasi terhadap gek dan perbuatan yang

dikriminalisasi sebagai tindak pidana dalam ketenmtPERDA Kabupaten Badung,

sebagaimana tampak dalam iktisar 4.16 berikut ini.

Iktisar : 4.16

Subyek dan Perbuatan Pidana dalam PERDA Badung

Subyek Perbuatan / Perilaku Keterangan
Setiap orang Telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tetadPasal 7
(ODHA) tidak melindungi pasangan seksualnya dengan

melakukan upaya pencegahan.

Setiap orang
(ODHA)

Telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tets
mendonorkan darah, produk darah, ca
sperma, organ, dan /atau jaringan tubuh
kepada orang lain.

\fPasal 8 ayat (1)
ran
nya

Setiap orang
(petugas)

Tidak mentaati standar prosedur skrining p
saat melakukan skrining darah, produk da
cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubu

aRasal 8 ayat (2)
rah,
h

Setiap orang
(petugas)

Meneruskan darah, produk darah, cai
sperma, organ, dan/atau jaringan tubuh Y
terinfeksi HIV kepada calon penerima dor
padahal diketahui bahwa produk darah, ca
sperma, organ dan/atau jaringan tubuh ters
telah terinfeksi HIV.

r&éasal 8 ayat (3)
ang

nor

ran

ebut

Setiap orang

Melakukan hubungan seksual berisikapit
tidak melakukan upaya pencegahan den
memakai kondom.

ePasal 9
gan

Setiap pemilik
dan/atau pengelolz
tempat hiburan

Tidak memberikan informasi atau penyuluh
1 secara berkala mengenai pencegahan HIV
AIDS kepada semua karyawannya.

drasal 10 ayat (1
dan

Setiap pemilik
dan/atau pengelolg
tempat hiburan

Tidak mendata karyawan yang men;j
1 tanggungjawabnya.

affasal 10 ayat (2

Setiap pemilik
dan/atau pengelolg
tempat hiburan

Tidak memeriksakan diri dan karyawann
1 yang menjadi tanggungjawabnya secara ber
ke tempat-tempat pelayanan [IMS y4g
disediakan pemerintah, lembaga nirlaba
atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Keseh
Kabupaten Badung.

yaasal 10 ayat (3
kala

ng

dan

atan

Setiap orang

Tidak menggunakan peralatan yangl
(seperti: jarum suntik jarum steril, jarum tat
atau jarum akupuntur) pada tubuhnya sen
dan/atau tubuh orang lain.

teasal 11
D,
diri

Suatu tinjauan...,
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Setiap petugas Tidak secanalinked anonymousnelakukan Pasal 13 ayat (1),
tes HIV untuk keperluansurveilans dan
skrining pada darah, produk darah, cairan
sperma, organ, dan/atau jaringan yang
didonorkan

Setiap petugas Tidak secara sukarela melalui kiogsePasal 13 ayat (3
sebelum dan sesudah tes, melakukan tes |HIV
kepada seseorang untuk keperluan pengobatan,
dukungan dan pencegahan serta penularan dari
ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya.

Setiap orang Melakukamandatory HIV test. Pasal 13 ayat (4

Setiap orang yang| Tidak merahasiakan informasi tentang statBssal 14 ayat 1
karena pekerjaan | HIV seseorang.
atau sebab apapun

Penyedia layanan | Memberikan pelayanan yang diskrimingtfPasal 15
kesehatan kepada ODHA.

Sumber:PERDA Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008, dioleh penulis.

Data pada iktisar 4.16 di atas, dengan terang bangememperlihatkan bahwa
subyek tindak pidana menurut PERDA Kabupaten Baderdjri atas, Orang dengan
HIV (ODHA), Setiap pemilik dan/atau pengelola tempéburan, Penyedia layanan
kesehatan, Petugas yang melakukan tugas dengamaisyaiyatan dan/atau pekerjaan dan
Petugas yang melakukan testing HIV dan/atau petkgaseling (konselor). Demikian
pula dengan perilaku yang dikriminalisasi dalam PBRKabupaten Badung, terdiri dari
dua kategori perilaku yakni, pertama perilaku yamrhubungan langsung dengan
transmisi HIV baik menularkan dan/atau ditulariugirHIV, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayaP&rl 9 dan Pasal 11. Kedua adalah
perilaku yang tidak secara langsung berhubungargaerkemungkinan terjadinya
transmisi, baik menularkan dan/atau ditulari virmgmun dapat menghambat upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS, sebagardanyatakan dalam Pasal 8
ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2p|R#&sayat (3) Pasal 13 ayat (1), Pasal 13
ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1 Pdesal 15.

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak tertutugmkingkinan bagi pembentuk
undang-undang (PERDA) di daerah untuk mencantumkasyarakat adat, institusi
pemerintah dan non-pemerintah dan badan hukumikpdbh privat) sebagai subyek
hukum pidana lokal dalam PERDA pada umumnya danD?ERntang pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS. Kedepan perlu dipdréingkan mengenai kedudukan
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korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam PER&Atama mengenai kriteria dan
rumusan delik serta bentuk pertanggungjawaban aigang mungkin dapat diatur dalam
PERDA.

Tiga dari lima PERDA yang dianalisis, yaitu PERDAoWnsi NTT, PERDA
Provinsi Jawa Timur dan PERDA Kabupaten Badung rsémya hanya mengambil alih
secaramutatis-mutandisrumusan pasal 143 ayat 2 UUPD sebagai ancamamgpida
terhadap semua delik/perbuatan pidana dalam PER&#grmasing. Dua PERDA lain,
yaitu PERDA Provinsi DIY dan PERDA Provinsi DKI, takukan adaptasi terhadap
ketentan pasal 143 ayat (2), yakni dengan meredaikginya hukuman kurungan, dari 6
(enam) bulan kurungan, menjadi 3 (tiga) bulan kgam tetapi besarnya denda tetap
seperti ketentuan pasal 143 ayat (2) yaitu sebBpar50.000.000 (lima puluh juta
rupiah). Penulis tidak ingin menduga tanpa bukhvi reduksi atas lamanya hukuman
kurungan dalam PERDA Provinsi DIY dan PERDA ProvibKl telah dimaksudkan
agar kriteria mengenai lamanya hukuman, sesuaiashepgrsyaratan pasal 206 — 210
KUHAP. Penyesuaian tersebut, diduga dilakukan ggglanggaran terhadap tindak
pidana dalam PERDA dapat disidangkan di Pengadigsigan acara pemeriksaan cepat,
dalam hal ini acara pemeriksaan tindak pidana nng&ka asumsi di atas benar, bahwa
kriminalisasi justru didahului dengan pertimbangaengenai lamanya hukuman, maka
kekeliruan pembentuk undang-undang (PERDA), sebwgs telah dipersoalkan
Douglas Husakrom punishment to criminalizatioft> mendapatkan pembenarannya.

Peneliti menemukan dua pasal ketentuan pidana dBRBRDA DIY (lihat Iktisar
4.15, halaman 116-118) yang secara khusus merumpskhuatan yang dikriminalisasi
sebagai perbuatan dengan sengaja. Menurut hemalisygenegakan ketentuan pidana
dengan rumusan seperti itu, tidak dapat dilakuka@haln bentuk pertanggungjawaban
strict liability, oleh karena perlu dibuktikan ada tidaknya niatéaetak galbu berupa
unsur dengan sengaja, sebagai unsur esensial Aphkila proses pembuktian terhadap
tindak pidana tidak mudah, maka pemeriksaan dirfgidengadilan mesti dilaksanakan
dengan acara pemeriksaan biasa walaupun berkaalikbagai pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa secara unfiemtuk pertanggungjawaban
pidana dalam PERDA adalattrict liabilty dan/atauabsolut liability. Perbedaan antara

23 Lihat kembalifoot notenomor 232, halaman 86.
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kedua bentuk pertanggungjawaban pidana terselbetialepada pembuktian ada tidaknya
unsur voluntary dan involuntary. Padaabsolut liability, tidak diperlukan pembuktian
bahwa suatu perbuatan terdakwa mengandung wduntary dan/atauinvoluntary.
Sedangkan padatrict liability, perlu dibuktikan bahwactus reuferbuatan pidana
dilakukan secaraoluntaryatauinvoluntary.

Sebenarnyatrict liability sudah lama dikenal dalam beberapa perundang-uadang
di Indonesia, seperti UU Lalulintas, UU Narkotik#l) Perlindungan Konsumen dan UU
Lingkungan Hidup. Secara teoritis dan dalam kerayatstrict liability ditujukan untuk
tindak pidana yang tidak serius dan sulit dibukiikserta dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan umun(public interest/publik nuisanceWalaupun sudah lama dikenal
dalam peraturan perundang-undangan di Indonsssiet liability masih menyisakan dua
kubu, yang satu mendukung dan kubu yang lain mknd¥ghak yang mendukung
berpendapat bahwa diterapkannya sistem pertanggualgan strict liability dapat
mengcegah seseorang melakukan tindak pidana tertér@hkan dapat mencegah
dijatuhkannya putusan bebas kepada terdakwa. Dlsis, kubu yang menolak
mengatakan bahwstrict liability bertentangan dengan prinsip hak azasi manusia dan
tidak adil karena dapat menyebabkan seseorang tydaig bersalah dijatuhi hukuman
oleh hakim. Dalam RUU KUHP tahun 20&8 pasal 37 dan 38, ditegaskan bahwa pada
prinsipnya azas yang dianut adatzgen straft zonder schyldkan tetapi diperbolehkan
menghukum pelaku tindak pidana tanpa perlu memkarktiadanya unsur kesalahan,
asalkan hal tersebut sebelumnya telah dinyatakaarasetegas dan limitatif dalam
peraturan perundang-undangan.

Kelima PERDA yang dianalisis oleh penulis dalamstési, mengatur pula tentang
sanksi administratif sebagai bentuk sanksi laimmamengatasi perilaku bermasalah di
daerah masing-masing. Akan tetapi dalam beberagf@hakademis yang dikumpulkan,
penulis tidak menemukan adanya identifikasi yanmghaé mengenai perilaku bermasalah
dan cara mengatasi perilaku bermasalah terselddaetah masing-masing. Keadaan ini
tentu akan sangat mempersulit peneliti untuk melden memperbandingkan antara
sanksi pidana dan sanksi administratif terutam&apaanksi pidana merupakan sarana
yang lebih tepat jika tidak dikatakan paling tepatuk mengatasi perilaku bermasalah di

daerah, selain sanksi administratif. Disamping tumusan norma hukum admnistrasi
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beserta sanksi administratif sangat kabur dan tamp#ndih. Sebagai contoh,
dikemukakan tentang sanski administrasi yang diskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) PERDA DIY sebagaimarahtelikutip dalam iktisar 4.14 di
atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32, yangurkyi: “Pelanggaran atas
ketentuan dalam Pasal 9 huruf c, dan Pasal 15hyd&tasal 18 ayat (3), dipidana dengan
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-unudandgenurut hemat penulis,
rumusan ini tentu sangat mengaburkan batas antanksis pidana dan sanksi
administratif, bahkaover—lapping(tumpah tindih) antara satu dengan lainnya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka menurut pekatesntuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Carapdesiapkan Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah &wnhgdJndang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganrBerRresiden, khususnya pasal 5
ayat (1) yang menyatakan bahwa pembuatan naskalteraka dalam pembentukan
peraturan perundang-undanag hanya merupakan kebol@dukan keharusan) perlu
ditinjau kembali. Setidaknya perlu ditegaskan balatam pembentukan PERDA yang
di dalamnya akan memuat tentang ketentuan pidaaka pembuatan naskah akademik
yang menjadi latar belakang perumusan dan penettpaak pidana harus menjadi
kewajiban.

Disamping itu, agar ketentuan pidana dalam PERDAdapatkan pertimbangan
teknis yang memadai maka (tim) pemrakarsa pembantBlEERDA selain melibatkan
akademisi dari Perguruan Tinggi, perlu pula mekbaat seluruh komponen Sistem
Peradilan Pidana, mulai sejak pembuatan naskabeakl, persiapan, perumusan,
pembahasan, penetapan hingga sosialisasi PERDAmMDangka pembenahan sistem
hukum pidana lokal sebagai bahagian tak terpidaht@m hukum pidana nasional
melalui pembentukan PERDA maka Departemen Hukum ldak Azasi Manusia
bersama-sama dalam satu kesatuan sinergis dengaenkérian Dalam Negeri perlu
menerbitkan suatu petunjuk praktis yang lebih ténpe dan jelas, tentang perumusan

norma dan ketentuan hukum pidana dalam PERDA.
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4.2 Analisis Kesesuaian Perumusan Perbuatan Pidana

Hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab 4.1 di atas telah
memberikan gambaran nyata tentang norma hukum gigang dirumuskan, ditetapkan
dan dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana. &eribermasalah tersebut, secara umum
terbagi dalam dua kategori utama, yaitu perilakimasalah yang berhubungan dengan
menularkan dan/atau ditularinya HIV dari seseorkagada orang lain, dan perilaku
bermasalah yang berhubungan dengan hambatan terbpdsta dalam mencegah dan
menanggulangi HIV.

Pembahasan dalam sub bab 4.2 berikut ini, diarabhikark melihat kesesuaian antara
perumusan norma perilaku dengan kriteria krimiaglisUntuk itu, selanjutnya kedua
kategori perilaku bermasalah dalam PERDA akan dpitasi dan ditampilkan dalam
dua lktisar berbeda, yakni iktisar 4.Han iktisar 4.18. Iktisar 4.17 merupakan hasil
kompilasi dari pelbagai perilaku bermasalah yanggdang dapat menyebabkan
terjadinya transmisi HIV. Oleh karena data yan@mpilkan merupakan hasil kompilasi
maka rumusan delik telah diolah melalui proses gebgngan dan adaptasi,
sebagaimana berikut ini.

Iktisar : 4.17

Perilaku Yang Dapat Menyebabkan Transmisi HIV

No. Rumusan Tindak Pidana

A.1 | ODHA dilarang melakukan hubungan seksual dengangolan, kecuali bila
pasangannya telah diberitahu tentang status HIVdayapasangannya itu secara
sukarela menerima risikonya.

A.2 | ODHA telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tetapidak melindungi
pasangan seksualnya dengan melakukan upaya peanegah

B.1 | ODHA dilarang melakukan tindakan apa saja yang tpdilketahui dapat
menularkan atau menyebabkan infeksi HIV kepada godam baik dengan
bujuk rayu atau dengan kekerasan.

B.2 | Telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tetapi mendrkan darah, produk
darah, cairan sperma, organ, dan /atau jaringarhtya kepada orang lain.

C.1| Setiap orang yang tidak melindungi orang lain dengaelakukan upay.
pencegahan.

js

C.2| Setiap orang yang berganti-ganti pasangan seksigak t melindungi
pasangannya dengan menggunakan kondom pada sa&smtubah dengan
pasangannya itu padahal diketahui atau patut didhadmva dirinya dan/atau
pasangannya mengidap HIV/AIDS.
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-

C.3 | Setiap orang dilarang menggunakan alat cukur, jesuntik, jarum tato, jarun
akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainngears steril, baik pada
tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untykatu apapun yang patut
diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orag |

D.1 | ODHA dilarang mendonorkan darah, produk darah,acaimani, organ dan
jaringan tubuhnya kepada orang lain.

D.2 | Petugas kesehatan dan/atau setiap orang dilarangrus&ansecara sengaja
darah, produk darah, cairan sperma, organ, danfat@ogan tubuh yan
terinfeksi HIV kepada calon penerima donor padalhletahui bahwa produ
tersebut telah terinfeksi HIV.

=

D.3 | Setiap petugas kesehaan yang tidak mentaati stdadgorosedur pemeriksaan
yang berlakuuniversal precautionf>* pada saat memeriksakan darah, produk
darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh.

Sumber:PERDA Prov. DKI, NTT, Jawa Timur, DIY, Kab. Badyrdjkompilasi dan diolah oleh penulis.

Iktisar 4.17 dengan jelas menggambarkan beberapdakpe beresiko yang
berhubungan dengan tranmisi (menularkan dan/ataulad) virus HIV. Dalam
pembahasan berikut ini, tiap-tiap tindak pidanagyandah diolah, akan dihubungkan
dengan teori kriminalisasi untuk selanjutnya diesial Hasil analisis diharapkan dapat
menggambarkan ada tidaknya alasan kriminalisashatieyp perilaku bermasalah
menularkan dan/atau tertulari virus HIV. Selanyatnhasil analisis terhadap pengolahan

data dalam iktisar 4.17, dideskripsikan berikut ini

4.2.1 Berhubungan seks berganti-ganti pasangan taapnenggunakan kondom

Penulis percaya bahwa perilaku hubungan seks dilkahinonmaritalinercourse®>
baik yang dilakukan sebelum menikgbrgmarital intercourse)maupunextramarital
intercourseatau adalah sesuatu bertentang dengan ajaran masyfarakat Indonesia.
Secara umumponmarital intercoursgéhubungan seks tanpa pernikahan) dibedakan atas
dua, yaitu: (a)premarital intercourse(hubungan seks sebelum menikah) dan (b)
extramarital intercoursghubungan seks di luar nikah). Dalam Kitab Undandang

Hukum Perdatagxtramarital intercoursedisebutoverspeelpersinahanExtra-marital

%4 yang dimaksud dengamiversal precautiofkewaspadaan universal menurut penjelasan pasayat3
(1) PERDA DIY adalah seperangkat prosedur dan padoyang dirancang dan diterapkan untuk memutus
siklus penularan penyakit infeksi dan melindungimga klien/orang (pasien, petugas kesehatan,
pengunjung dan masyarakat) yang datang ke fagiléks/anan kesehatan.

%% |ihat selengkapnya dalam Topo SantoSeksualitas dan Hukum PidanaPenerbit IND-HILL-CO,
Jakarrta, Cetakan Pertama 1997, halaman 5 — 7.
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intercourséextra marital sexatau hubungan seks di luar nikah inilah yang diseb
sebagai promiskuita&®

Perilaku berhubungan seks secara berganti-gantangas, dengan demikian
bertentangan dengan moralitas masyarakat bangsandsid. Walaupun pada
kenyataannya terus saja dipraktekkan dan mengal@nmgkatan baik kuantitas maupun
frekuensinya, sebagai akibat dari adanya perilalenyimpang yang didasari pada
pelbagai-bagai alasan, akan tetapi tetap saja ban@raarital intercoursedan extra
marital intercouse merupakan perilaku yang dibenci. Kriminalisasi satperilaku
berganti-ganti pasangan seksual masyarakat lokamd® ERDA/hukum pidana lokal
oleh karena itu telah mendapatkan pendasaran moral.

Sehubungan dengan merebaknya penularan HIV & Al@%)wemakin hari semakin
meluas dan memprihatinkan, sementara disisi yangkanyataan bahwa hubungan seks
berganti-ganti pasangan masih sulit dibendung larsgat ini, maka pembentuk PERDA
telah melakukan kriminalisasi terhadap perilakunbbungan seks secara berganti-ganti
pasangan tanpa kondom. Sepertinya tekanan utarnaeddaku itu, tidak lagi terletak
pada adanya hubungan seks yang dilakukan secaantieganti, tidak juga terletak pada
hubungan seks yang dilakukan sebelum menikaémarital intercoursedan/atau
hubungan seks diluar perkawinakstramarital intercourse(lihat: baris A.1, A.2 dan
C.1-iktisar 4.17) tetapi lebih ditekankan pada w@pagencegahan HIV melalui
penggunaan kondom. Tentu hal ini tidak serta-medt@pat diterima sebagai
melonggarnya prinsip dan nilai moral masyarakataéap boleh tidaknya melakukan
hubungan seks secara berganti-ganti pasangan. Eeteritu maka menurut hemat
penulis, kriminalisasi terhadap orang yang berhgbunseks secara berganti-ganti
pasangan tanpa kondom lebih merupakan upaya memgadi terjadinya penularan
virus, dalam hal mana lebih didasarkan pada prinkgmanfatan/ utilitility/
utilitarianisme. Kesimpulan tersebut dapat dibenarkan, karena umhghdapatkan
kemanfaatan yang jauh lebih besar, maka telah gild&ukan kriminalisasi terhadap
perilaku seseorang yang sudah positif HIV (ODHARjberhubungan seks (lihat: baris

%6 | jhat Kamus Bahasa Inggris, John M. Echop. Cit, halaman 450. KataPromiscuity =
promiscousness (promiscouaitinya tidak memilih-milih.Promiscous intercoursartinya bbersetubuh
dengan siapa saja.
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B.1 dan C.1l-iktisar 4.17) dengan pasangannya yaihgsgbagai suami isteri, tanpa
kondom.

HIV adalah virus yang dapat menyebabkan menurumstens kekebalan tubuh.
Upaya perlindungan terhadap orang yang belum &rtutang dilakukan melalui
kriminalisasi atas perbuatan yang dapat secaralgggmenyebabkan seseorang tertular
virus HIV merupakan upaya untuk menjaga dan mermitikgia derajat kesehatan
masyarakat. Selain itu, merupakan upaya yang ggisalilapat menghindari kerugian
materil dan spirituil serta beban yang semakin hegng dipikul oleh negara/daerah
sebagai akibat dari tingginya angka kesakitan ak@sS (cost and benefit principles),
telah pula dipertimbangkan secara matang.

Menarik pula untuk membahas kriminalisasi ataslgdariyang mewajibkan seorang
ODHA untuk melakukan pencegahan (lihat: baris Btisar 4.17), melalui tindakan
tidak berhubungan seks dan/atau tidak menyuntik 2P’ secara bersama-sama dan
berganti jarum suntik. Perihal penyuntikan NAPZA&a bersama-sama dan berganti-
ganti jarum, akan dibahas kemudian. Dalam pembahisapenulis ingin menyoroti
frasa “dengan bujuk rayu atau dengan kekerasanibdingkan dengan penularan virus
HIV melalui hubungan seks.

Bukan tidak mungkin, seseorang yang sudah terinfélké melakukan tindak pidana
pemerkosaan terhadap seseorang. Dalam hal yandidemmaka selain melanggar
ketentuan KUHP?® pelaku juga melanggar ketentuan PERDA. Penulipdmefapat
bahwa tersangka tetap diancam hukuman sesuai Klddengkan ketentuan PERDA,
sepanjang terbukti secara sah dan meyakinkan nmeghat dipertimbangkan sebagai hal
yang memberatkan dan karenanya tersangka/terdakped dijatuhi hukuman maksimal.
Hal ini hanya akan terwujud jika ada koordinasi gydvaik antara Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang menyidik pelanggaran terhadap PERIengan Penyidik Kepolisian

dan Jaksa/Penuntut Umum.

4.2.2 Menyuntik NAPZA secara bersama-sama dengantsgarum suntik

STNAPZA adalah singkatan dari: Narkotika, Psikotropika danAdiktif lainnya.
%8 |ihat selengkapnya dalam ketentuan pasal 285 KUkiftang pemerkosaan terhadap seorang
perempuan yang bukan isterinya, dengan kekeraaareataman kekerasan.
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Penyuntikan NAPZA secara ilegal pada dasarnya nagarp suatu perbuatan yang
dibenci/setidak-tidaknya bertentangan dengan ajamamal dan nilai-nilai kebaikan
dalam masyarakat Indonesia, walaupun dalam bebdrapgenggunaan/penyuntikan
NAPZA ilegal disebut sebagarime without victimatauvictimless crimeDi beberapa
negara, Belanda misalnya, tindakan menggunakan RARIah didekriminalisasi.
Tidak dapat disangkal dan masih menjadi perdebpsanmjang bahwa suatu perbuatan
yang bertentangan dengan moralitas masyarakati téttsak menyebabkan korban
dipihak lain(harm the otherskemudian perlu dikriminalisasi. Dalam hal yang deam
ini, diperlukan kajian dari perspekirictimologysebagai ilmu yang mempelajari tentang
korban sehubungan dengan perbuatan pidana yakgkhla oleh pelaku.

Benjamin Mendelsor>® mengemukakan lima kategori tentang korban, sebagai
berikut: (a) Korban tidak salah sama sekali (byden tidak bersalah (c) Korban sama
salahnya ( d) Korban lebih bersalah dan (e) Korhdalah yang paling bersalah. Atas
kategori ini, Prof. Mardjono mengingatkan agar dakktimologi perlu juga dicermati:
(a) individual victim, (b) unidentify victim dan Ycollective victim.?®° Perkembangan
selanjutnya, mulai dibahas tentang kejahatan deatgun tanpa korbafcrime without
victim) dan/atawictimless victimseperti judi, pelacuran dan/atau penggunaan NAPZA.
Kejahatan tanpa korban disebut jugansensuil crimeatau kejahatan yang disepakati
oleh pelaku dan korban. Berdasarkan dua pengelcampdkatas, terjadi perkembangan
dalam teori-teori tentang korban, yang difokuskadggaya hiduglifestyle)dan / atau
tempat-tempat rawadeviant placesdengan mana hendak digambarkan bahwa gaya
hidup dan/atau tempat dimana seseorang sering jarigiatau tinggal menetap dapat
meningkatkan resiko menjadi korban kejahatan.

Terlepas dari perdebatan tersebut, di Indonesiggueraan NAPZA telah dilarang
dan dikriminalisasi?®* dalam UU Psikotropika dan UU Narkotika karena diap
bertentangan dengan nilai moral dalam masyaralatu Riranya dicatat disini bahwa

walaupun tanpa korban atau korbannya sangat kek#n tetapi kejahatan yang

%9 Tentang lima kategori dari Benjamin Mendelsohn3{@9seorang sarjana hukum Jerman, lihat:
Mardjono Reksodiputro dalam Hak Azasi Manusia daBistem Peradilan Pidanagc. Cit, halaman 102.

%9 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekodamkejahatari,oc. Cit,halaman 35-45.

%! periksa UU Nomor 5 Tahun 1997 tentadPsjkotropikaex pasal 59 ayat (1) a, dan/atau UU Nomor 22
Tahun 1997 tentangarkotika ex pasal 84 dan pasal 85, yang diubah /digangi@et/U Nomor 35 Tahun
2009 tentan@Narkotika, expasal 116 ayat (1) dan ayat (2).
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dilakukan merusak nilai-nilai dan norma yang hidigdam masyarakat. Jadi konsep
"negara mewakili korban”diterima karena anggapan bahwa kejahatan itu rikamg
masyarakat, bukan individu.

Dengan demikian maka pengaturan/perumusan krimasliperilaku penggunaan
NAPZA/penyuntikan narkotika secara bersama danamkganti jarum suntik (lihat:
baris B.1, C.1, C.3-iktisar 4.17) merupakan ketantyang bersifaaanvullend recht®
danberfungsi sebagai pilihan yang melengkapi ketenpeaaturan perundang-undangan
NAPZA yang sudah ada. Rumusan delik dalam PERDAktiganya memberi tekanan
pada perilaku menyuntik NAPZA. Ada juga perilakin]aeperti penggunaan jarum tato,
alat cukur, jarum akupuntur dan/atau jarum lainnya.

Akan tetapi jika memperhatikan data kasus HIV daBab 1,2

nampak bahwa
penularan melalui jarum suntik untuk penggunaan RARang langsung disuntikkan ke
dalam tubuh melalui pembuluh darah, sangat bes@ngioya menularkan virus HIV,
hepatitis dan/atau sipilis, hal mana berbeda depgayuntikan melalui otot pada saat
mendapat tindakan medis dari dokter dan/atau paliamPembahasan ini membawa
penulis pada kesimpulan bahwa kriminalisasi terpap@nggunaan jarum tidak steril
lebih banyak didasarkan pada pringiflitas atau kemanfaatan, dengan disana-sini

mendapat pertimbangan dari aspek efisiensi darifefzk

4.2.3 Mendonorkan/mendistribusikan jaringan yang sdah terinfeksi HIV

Delik-delik yang berhubungan dengan perilaku initujdkan bagi ODHA.
Kriminalisasi terhadap perilaku ini melarang ODHAtuk mendonorkan darah/ jaringan
tubuhnya kepada seseorang yang lain. Selain ddnjukepada ODHA, delik ini
ditujukan juga kepada pemeriksa/petugas laboratitenaga kesehatan yang melakukan
testing/scrining. Apabila dalam pemeriksaan ia mengetahui, bahwayaé darah/
jaringan donor yang diperiksanya terinfeksi HIV, kaapetugas tersebut diwajibkan
untuk tidak meneruskan/mendistribusikannya kepadagplain. Delik ini berhubungan

erat dan tidak dapat dipisahkan dengan adanya #emajmenerapkaruniversal

%2| jhat: Yan Pradnya Pusp@p Cit,halaman 15.
283 Lihat kembalifoot notenomor 4 halaman 3.
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precautionyang dimaksudkan untuk melakuksstingatauscrining pada darah donor,
sebagaimana akan dibahas pada dalam 4.2.4 di bawah.

Maksud dari ketentuan ini adalah, apabila seseotafa terinfeksi HIV maka
menurut ketentuan dalam PERDA, ia dilarang untukndoeorkan darah dan/atau
jaringan tubuhnya (seperti: ginjal, mata, jantuhgti) kepada orang lain. Akan tetapi
dapat saja terjadi kasus dimana seseorang tidakadan bahwa dirinya telah terinfeksi
HIV, bersedia secara sukarela mendonorkan daraiggar tubuhnya kepada orang lain.
Kewajiban melakukanuniversal precautionditujukan untuk mengatasi kasus atau
kenyataan seperti itu. Penulis tidak sependapajaleRERDA yang menyatakan bahwa
perbuatan mendistribusikan darah donor tersebakukhn ‘dengan sengaja’ melainkan
merupakan ‘kelalaian’ pelaku (lihat: baris B.2, 8dn D2-iktisar 4.17).

Mempertimbangkan dampak infeksi HIV terhadap keteh seseorang dan
masyarakat pada umumnya, maka menurut penulisiusgtya tindakan dengan sengaja
mendistribusdikan darah/jaringan tubuh yang tetsimfieksi, selain bertentangan dengan
sumpah jabatan/pekerjaan juga telah ‘dimaksudkamiiku menularkan virus kepada
penerima donor sehingga harus dikualifikasi keginaKejahatan seperti ini, seharusnya
dilarang dan diancam dengan hukuman penjara yabip leerat oleh karena juga
bertentangan dengan ajaran moralitas dan nilai-rkiEbaikan yang dianut oleh
masyarakat global.

Demikian pula, kriminalisasi terhadap ODHA yang wh@morkan darah/jaringan
tubuhnya, lebih merupakan delik yang didasarkarapadsip efisiensi dan efektivitas,
serta untuk memberikan kemanfaatan yang lebih béskm upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV & AIDS. Menurut hemat penulisminalisasi terhadap perilaku
ini telah pula mempertimbangkan prinsipst and benefit.

4.2.4 Menularkan HIV karena tidak menerapkan prinsip universal precaution

Peralatan yang dipergunakan di pusat-pusat pelay&eaehatan, (Rumah Sakit,
Tempa Praktek Dokter, Poliklinik, Pusat Kesehataasyrakat) dapat menjadi sarana
penularan virun HIV jika tidalsteril/suci hama. Telah lama diketahui bahwa banyak
penyakit yang infeksius justeru dapat menular melpéralatan dan sarana kesehatan.

Oleh karena itu maka kebersihan pusat pelayanah&tsm dan sterilisasi peralatan yang
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dipergunakan dalam pelayanan kesehatan merupalkamat sywutlak. Pertugas/tenaga
kesehatan harus dapat menjamin bahwa dirinya @andati pasien yang dilayani, tidak
tertular penyakit lain, pada saat melaksanakanstuyga Untuk itulah, maka petugas
kesehatan diwajibkan melakukan pelayanan dan peavsesuabtandart Operational
Prosedureyang berlaku secara universal.

Delik dalam PERDA yang mengkriminalisir perilakunéga kesehatan, petugas
laboratorium, paramedis dan dokter yang tidak mter@ansip universal precaution
menurut hemat penulis lebih didasarkan pada prie$gktivitas dan efisiensi serta
dimaksudkan untuk mendapatkan kemanfaatan yang lefsiar. Pembahasan pada angka
4.2.1 sampai dengan 4.2.4 mengantar penulis padengelan bahwa perumusan/
penetapak delik dan kriminalisasi terhadap perilakang secara langsung dapat
menularkan virus HIV dari seseorang kepada oramg thdasarkan pada prinslpgal
morality, kemanfaatan yang lebih besar, dan efisieatst and beneffirinciples

Selain kriminalisasi terhadap perilaku yang dikategebagai perbuatan yang secara
langsung dapat menyebabkan terjadinya transmiss Wil dari seseorang kepada orang
lain, PERDA DKI, PERDA NTT, PERRA Jawa Timur danFBA Kabupaten Badung
juga mengkriminalisasi beberapa perilaku lain. Wilan pelanggaran terhadap perilaku
yang dikriminalisasi tidak secara langsung dapany®keabkan seseorang tertular
dan/atau menularkan serta terinfeksi virus HIV, namerat berkorelasi dan dapat
menyebabkan upaya pencegahan dan penanggulanganeHigmbat, bahkan tidak
berhasil. Uraian berikut ini akan mencoba mengaisatiubungan antara kaidah perilaku
dalam delik-delik yang ditetapkan dalam PERDA dimdkan dengan alasan teoritis
yang menjadi dasar kriminalisasi. Sebelum melakuka@alisis, maka pelbagai perilaku
yang telah dikriminalisasi akan diolah, disimpl#g{ serta dikompilasi untuk selanjutnya
disajikan dalam iktisar sebagaimana pada iktise,berikut ini.

Iktisar : 4.18

Perilaku Yang Menghambat Penanggulangan HIV & AIDS

No Rumusan Tindak Pidana

1. | Tidak memasang media yang berisi informasi HIVA®S dan NAPZA
suntik dan/atau tidak melaksanakan penanggulangamyaRit Menular
Seksual (PMS) secara terpadu dan berkala diterapgiat perilaku beresiko

tinggi.
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2 | Tidak memeriksakan kesehatan karyawan yang meigaggung jawabnya
secara berkala dan/atau tidak memberikan informi@si penyuluhan secara
berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepadaiadmryawannys:
dan/atau tidak mendata karyawan yang menjadi targjgwabnya.

1S4

3. | Tidak memberikan pelayanan kepada seluruh malsyayang membutuhkgn
tanpa diskriminasi dan/atau melakukan diskriminzeila saat memberikan
pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA.

4. | Tidak menjaga kerahasiaan data ODHA dan/atausskiV/AIDS seseorang
padahal ia mengetahui dan memiliki informasi teusekarena pekerjaan
dan/atau jabatannya atau sebab apapun.

5. | Tidak melakukan test HIV/AIDS untuk keperluam&ilans dan Pemeriksaan
HIV/AIDS pada darah, produk darah, cairan maniaargan jaringan yang
didonorkan secananlinked anonymoug®*

6. | Tidak melakukan konseling sebelum dan sesudah H&//AIDS untuk
keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan apemulterhadap
kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada baygydkandungnya.

9. | Tidak melaksanakarsanering °> sesuai dengan prosedur dan stamdar
kesehatan yang baku dalam mempraktekkan semua dydeng potensial
menimbulkan penularan HIV/AIDS.

10. | MelakukarMandatory HIV Test®

11. | Membuka informasi status HIV ODHA dengan pelsein ODHA yang
bersangkutan kepada pasangan seksual dan atauupangdat suntik
bersama, tetapi tanpa konseling dan tujuan yaag.jel

12. | Menyampaikan atau mengumumkan informasi stdill¢ atau AIDS
seseorang kepada pihak lain tanpa persetujua®@diA

13. | Dengan sengaja memaksakan atau melakukan dskéflada seseorang
tanpa ijin tertulis orang yang bersangkutan

Sumber:PERDA Prov. DKI, NTT, Jawa Timur, DIY, Kab. Badyrmijkompilasi dan diolah oleh penulis.

Secara umum, kriminalisasi terhadap perilaku yaegghambat upaya pencegahan
dan penaggulangan HIV dan AIDS lebih didasarkaragaihsip efisiensiPerlu digaris
bawahi bahwgencegahan HIV & AIDS merupakan tanggungjawab gairang. Disisi
yang lain, tanggung jawab penanggulangan HIV méapaalah satu tanggungjawab
bersama sebagai komunitas masyarakat. Setiap atangta untuk menjaga dan
meningkatkan kesehatan pribadinya. Pada ghalibhipaya tersebut akan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat bangsa dan negaranH&kmemperoleh kesehatan yang

%4 yang dimaksud dengamlinked anonymousdalam sero survei menurut penjelasan pasal 24(ayat
PERDA DIY adalah hasil pemeriksaan darah sampektithpat dihubungkan dengan nama, jenis kelamin,
pekerjaan, alamat dan identitas lain pemilik daampel. Hasil tes sampel darah hanya untuk mengetah
berapa besar hasil reaktif (hasil positif HIV) tartphu siapa yang memiliki hasil reaktif tersebut.

55 ganeringartinya metode dan peralatan yang diperbaharui.

266 Menurut penjelasan pasal 9 ayat (1) PERDA NTT,gydimaksud dengaMandatory HIV Testing
adalah test HIV yang disertai identitas klien takpaseling sebelum test dan persetujuan klien.
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layak adalah hak azasi setiap warga negara. Peatedalam hal ini bertanggungjawab
menyediakan prasarana dan sarana yang memudahkgaraiat, baik individu maupun
berkelompok dan bersama-sama dapat memperolehapalakesehatan yang memadai,
sekaligus memenuhi hak azasi warga negara. Disgmpin pemerintah berkewajiban
pula melindungi warga negaranya dari kemungkinatulte dan/atau ditularinya virus
HIV & AIDS serta penyakit menular lainnya melaluetkjakan hukum di bidang
kesehatan yang bersumber pada politik hukum nasiona

Dalam kenyataan hidup bernegara ada sejumlah wasggmra tertentu yang
berkedudukan dan/atau mempunyai tanggungjawalntersebagai pengusaha/pemilik
tempat usaha, baik secara individu maupun berked&mpaik berijin maupun tidak
berijin, baik legal maupun ilegal. Dalam menjalamkeegiatan usahanya, ternyata ada
sejumlah aktivitas yang melahirkan potensi besdukumenularkan dan/atau ditulari
virus HIV dari seseorang kepada orang lain. Dalamdisi yang demikian itu, maka
perlu ada kriminalisasi terhadap beberapa perilddw aktivitas yang mereka lakukan
sehingga mereka memiliki tanggungjawab untuk ikeahoegah dan menanggulangi HIV
& AIDS, di tempat mereka masing-masing.

Menurut hemat penulis, semua perilaku yang dikraiisasi dalam iktisar 4.18bih
banyak didasarkan pada pertimbangan efisiensi darakfaatan. Selain itu, kriminalisasi
terhadap perilaku dalam iktisar 4.18 bertujuan puluk melindungi kepentingan umum
(public nuisance/public interesyang dalam kehidupan bersama dan bernegara, menjad
sesuatu yang sangat diperlukan. Kriminalisasi dibleein dapat menakut-nakuti warga
masyarakat sekaligus dapat menimbulkan efek jeemuli® berpendapat, sekiranya
alasan dan tujuan kriminalisasi dapat dicapai melaénegakan yang konsekuen dan
efektif terhadap PERDA maka upaya pencegahan daanggulangan HIV & AIDS
akan berhasil dengan biaya yang murah dan tidak beleami keuangan Pemerintah

Daerah.

4.3 Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penegakan PERDAIIV & AIDS

Diingatkan kembali bahwa dalam bab 1, penulis tel@mgemukakan tiga teori yang
saling berhubungan dan dapat dipergunakan untuiamatisis penegakan PERDA HIV,
yaitu pendapat Soerjono Soekanto tentang faktdofakang mempengaruhi penegakan
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257 teori legal systenf®® dari Lawrence Friedman dan kategB®CCIPPIdari

hukum,
Ann Seidmanet al.?*® Menurut hemat penulis, pendapat Soerjono Soeldaridategori
ROCCIPPI dari Ann Seidmaet al, lebih cocok dipergunakan dalasucio-legal research
yang mempersyaratkan adarfy@d researckpenelitian lapangan. Oleh karena penelitian
yang dilakukan merupakarormative-legal researcdimana tidak diperlukan penelitian
lapangan, maka penulis memutuskan untuk menggunedan yang lebih lugas dan
akomodatif, yakni teoliegal systendari Lawrence Friedman.

Sebelum melakukan analisis, penulis ingin menggawshi padangan Mardjono

Reksodiputro®”®

mengenai kriminalisasi. Diterangkan bahwa, kririgasi terdiri dari
dua macam, yaitu: (a) kriminalisasi abstrak yangkdkan melalui perumusan suatu
perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undafigaian (b) kriminalisasi konkrit
yaitu proses penegakan atas suatu kriminalisagrakbsPada kenyataannya, banyak
dilakukan kriminalisasi abstrak tetapi tidak selditkuti dengan kriminalisasi konkrit
yang bermakna dan sama banyaknya sehingga nampala lzala perbedaan yang besar
antara kriminalisasi abstrak dan kriminalisasi kinkDalam hukum pidana, suatu
perilaku dikriminalisasi secara abstrak karenalgari tersebut menimbulkademage
atau kerusakan dalam masyarakat. Sekiranya masyatidikk merasa dirugikan oleh
perilaku tersebut maka walaupun telah dilakukamialisasi abstrak atas perbuatan,
namun tidak perlu diikuti dengan kriminalisasi kahkDalam hal yang demikian ini
makarestorative justicenenjadi penting untuk diperhhatikan.

Uraian berikut dimaksudkan untuk melihat sejauhméetiga aspek dari teori
Friedmandiperhatikan dan dipertimbangkan dalam pembenti&RDA. Pembahasan

terhadap hasil analisis penulis akan disajikanrsigperikut ini.

4.3.1 Substance of law/Content of law

67| jhak kembalifoot notel7 pada halaman 12.

268 jhak kembalifoot notel8 pada halaman 13.

29 jhak kembalifoot notel9 pada halaman 13.

279 Mardjono Reksodiputro, Menyebarluaskan Pembaruguhi, Komisi Hukum Nasional Republik
Indonesia, Cetakan Pertana, Desember 2009, Jakaléaan 51 dan seterusnya.

21| ihat kembali dan hubungkan dengan pembahasamdaéd 4 khususnya 4.1.
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Sejauh memahami teori Friedman mengessstance of law?’? penulis dapat

mengatakan bahwa aspskibstance of lawdimaksudkan untuk menelaah ketentuan
pidana yang telah tertulis/ditetapkan dalam PER@#e actual rules)dalam bentuk
rumusan norma hukum. Data tentang perumusan daetgpam perilaku beresiko
menularkan dan/atau ditulari HIV dan AIDS dari kedi PERDA yang diolah,
dikompilasi dan ditampilkan dalam iktisar 4.17 ditisar 4.18 memperlihatkan dengan
jelas tentang rumusan norma hukum pidana. Menueadgpat penulis, kebanyakan
norma hukum pidana, masih dirumuskan secara umumadiatrak sehingga dalam
penerapannya akan menimbulkan penafsiran gafddagai contoh, dikemukakan
ketentuan pasal 3 ayat ayat (2) huruf c, PERDA iRsbdawa Timur berbunyi,

“Dalam rangka penanggulangan penyebarluasan HIVEAUDProvinsi Jawa Timur,
Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur begjiean untuk melaksanakan
penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) aetempadu dan berkala
ditempat-tempat perilaku beresiko tinggi, termasukdalamnya keharusan

penggunaan kondom 100%.”

Menurut penulis, perumusan norma yang dikutip disasangatlah deskriptif.
Seharusnya perumusan suatu norma hukum dibentakaspceskriptif, terperinci dan
spesifik serta merupakan terapi untuk mengataprtizg perilaku bermasalah. Perlu
diingat bahwa semakin khusgspesific)suatu norma hukum pidana maka rumusannya
akan semakin jelagclear), dan semakin jelas suatu norma hukum pidana mk#a a
semakin past{certain). Demikianlah, apabila suatu norma hukum pidananadigkan
dengan semakin khusus, semakin jelas dan semakin rpaka norma tersebut akan

mudah untuk ditegakkan.

4.3.2 Stucture of law

Aspek structure of law?”® dalam pandangan/teoRriedman dimaksudkan untuk
menerangkan tentang lembaga yang menerapkan dagakdan hukum (pidana lokal)
serta sumberdaya yang dimiliki untuk tugas itu. &@imana telah diketahui bersama,

penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakafalunesuatu sistem yang

22 Hubungkan dengafioot note186 halaman 73.
273 Lihat kembalifoot notenomor 182 halaman 75.
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terintegrasi, dikenal dengdntegrated Criminal Justice Systef{? terdiri dari empat

komponen utama, vyaitu: Penyidikan, Penuntutan, &lasn, dan Lembaga

Pemasyarakatan. Dalam sistem ini, penyidikan meagmputan pertama dan utama

serta merupakan ujung tombak yang menentukan bletidadknya kinerja kerja Sistem

Peradilan Pidana. Dengan kata lain, jika lembagayigi&kan tidak pernah memulai

penyidikan atas suatu pelanggaran hukum pidanaareak-sistem lainnya tidak akan

melakukan tugas dan fungsinya, kendatipun pelaaggatas ketentuan hukum pidana
nyata-nyata ada. Data dari kelima PERDA yang dit@enunjukkan bahwa pejabat yang
diutamakan dalam tugas penyidikan terhadap ketenpidana dalam PERDA HIV
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangnjdk dan diangkat serta
ditempatkan pada setiap Satuan Kerja PerangkataDd&KPD). Formulasi ketentuan
penyidikan berbeda satu dengan yang lain, sebagaidikemukakan berikut ini:

a. PERDA DKI menetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) bah8&ain pejabat penyidik
POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umunmymbkan atas tindak pidana
peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyrdéigawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatanitggagkan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.”

b. PERDA NTT menetapkan dalam Pasal 17 ayat (1), "lMdni?egawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang ksglaakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalartuRerdaerah ini.”

c. PERDA Jawa Timur menetapkan ketentuan penyidikdanddasal 10, “Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan PemahnProvinsi diberi kewenangan
khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Pamaaerah ini.”

d. PERDA DIY mengatur ketentuan penyidikan dalam P&sal‘Selain oleh Penyidik
POLRI, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dandaPeraturan Daerah ini
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dgkangan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraterangang-undangan.”

e. Sedangkan PERDA Badung merumuskan kewenangan paryidalam Pasal 27
ayat (1) dengan menyatakan, “Penyidik Pegawai Ne&jpil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagajidik untuk melakukan

274 Lihat kembalifoot notenomor 196 — 199 dalam halamz® — 83.
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penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksudrdbladang — Undang Hukum

Acara Pidana yang berlaku.”

Rupanya, pembentuk PERDA hanya ingin menegaskarb&ertugas dan fungsi
PPNS yang ditunjuk dan ditempatkan di setiap Dinatdnsi atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk menegakkan keterttukom pidana dalam PERDA
pada umumnya dan PERDA tentang HIV khususnya. Umiaksud tersebut, Pemerintah
Daerah perlu meningkatkan kapasitas dan kemampeayidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkup Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi #a@bupaten/Kota (serta instansi
terkait) yang dalam PERDA diberi peran utama sebggenyidik. Pengaturan
kewenangan lainnya, seperti kewengan penuntutawerigan mengadili dan/atau
kewenangan lembaga pemasyarakatan, sama sekhldiadar dalam PERDA.

Melihat kenyataan bahwa tenggang waktu sejak gkeara hingga selesainya
penelitian ini (sekitar 3 — 5 tahun), belum adaidedsus pelanggaran PERDA yang
disidik dan atau diajukan kepada Penuntut Umum, lbaeva penulis pada kesimpulan
bahwa komponerstructure of lawdalam hal ini kemampuan dan kapasitas penegak
hukum terutama PPNS, tidak mendapat pertimbangag gatang dalam kriminalisasi
perilaku beresiko di dalam PERDA. Hal ini juga bgrdbahwa maksud pembentuk
PERDA untuk memanfaatkan hukum pidana melalui kratisasi terhadap perilaku
beresiko menularkan dan/atau ditulari virus HIV roapakan sesuatu yang berlebihan.

Diakui bahwa fenomena penuaran HIV dan meningkatnygka kesakitan akibat
AIDS di kalangan remaja dan mereka yang masih Bepreduktif 2 dalam sepuluh
tahun terakhir, sangat mengkhawatirkan dan menikabulkepanikan di kalangan
masyarakat serta Pemerintah Daerah. Akan tetapk s@jval perlu disadari bahwa
kepanikan dan kekhawatiran tersebut, tidak bolgaditan alasan untuk melakukan
kriminalisasi yang berlebihaover criminalization, sedemikian rupa sampai tidak lagi

mempertimbangkan fungsi hukum pidana sebaljaum remidium.

4.3.3 Culture of law

2’ Hubungkan dengafioot notenomor 4 halaman 4.
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Dalam pandangaRriedman,aspekculture of law?®’®

atau yang disebutnya sebagai
the legal cultureadalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sibtgtuom yang
diekspresikan melalui kepercayaan, nilai-nilai, iden harapanThe legal culture
merupakan aspek penting karena bersumber darim@igyarakat dan dikontribusikan
dalam penegakan hukum. Efektif tidaknya penegak#&urm dalam suatu masyarakat
tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber dayaegak hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana, tetapi juga ditentukan oleh bkenaaidaknya kontribusi masyarakat,
dalam bentuk yang paling sederhana berupa ketaathadap aturan. Secara teoritis
dikatakan bahwa suatu norma/ketentuan hukum pidakal) akan serta-merta ditaati
jika norma tersebut dibentuk berdasarkan nilaitrskxta keyakinarfthe legal culture)
dari masyarakat itu.

Sebagai contoh, dikemukakan disini mengenai kritisiasi terhadap perilaku dalam
sunat tradisional pada sebagian masyarakat Puhaari NTT yang semula merupakan
perilaku yang didasarkan pada adat dan kebiasampat. Pertanyaan yang timbul
adalah, pertama: mampukah pemerintah daerah memeygakuran yang jelas-jelas akan
meniadakan adat istiadat dan kebiasaan dalam na&syarKedua, apakah masyarakat
akan memberikan kontribusi dalam bentuk ketaatdratlap perintah dan/atau larangan
dalam PERDA tersebut? Dalam hubungannya dengarpeidanyaan tersebut, penulis
berpendapat bahwa dalam melakukan intervensi tephadatu larangan atau perintah
yang didasarkan pada perilaku adat istiadat tertenéka hal yang paling utama adalah
perlunya melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarpkatilik adat istiadat dan tradisi
tersebut, karenanly the owner of the tradition and culture can makchangeSesuai
konseprestorative justicejika ingin mengubah suatu kebiasaan, adat istiddatatau
budaya tertentu dalam masyarakat maka perlu mkfibaokoh dan masyarakat pemilik
budaya tersebut karena hanya mereka sendirilah mpangdan mampu mengubah semua
perilaku itu.

Penulis menemukan, sepertinya masih cukup banyaterpangan nilai dalam
masyarakat Indonesia pada umumnya maupun secagh dibkdaerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota terhadap beberapa ketentuan daldRDREseperti kontradiksi dalam

pengaturan tentang kondom, penyebutan (pengakuany yamar-samar mengenai

278 Lihat kembalifoot notenomor 190 halaman 76.
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lokasi/lokalisasi pelacuran dan tempat-tempat libyCafe, Bar, Diskotik, Night Club)
yang memungkinkan terjadinya penyuntikan NAPZA dtaunon-marital intercourse,
baik berupapremarital intercoursemaupun extra marital intercoursemerupakan
kendala utama dalam memberi makna terhadap efedtéiknya penegakan ketentuan
pidana dalam PERDA tentang pencegahan dan penamggul HIV & AIDS.
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BAB 5
PENUTUP

Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk mermgésknbali tujuan penelitian
dan penulisan tesis serta mengemukakan dan mekagur&embali sari dari hasil
penelitian dan pembahasan dalam bentuk kesimp8kain itu, penulis menyampaikan
pula beberapa saran yang diharapkan dapat dipé@unaleh para pihak yang
berkepentingan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian dan pembaheg@arinci dalam Bab 4 maka
dapat dipetik beberapa kesimpulan pokok, yakni:
5.1.1. Perilaku bermasalah yang dirumuskan dan dikrimsaali sebagai perbuatan
pidana dalam PERDA tentang penanggulangan HIV dBxsAterdiri atas:

a. Perilaku yang langsung dapat menyebabkan seset@unlgr HIV dan AIDS,
seperti: hubungan seks tanpa kondom; penyuntikaPZ#Adengan jarum
suntik yang tidak steril secara bersama-sama dagaibieganti jarum; tidak
menerapkanuniversal precaution;dengan sengaja mendistribusikan darah
atau organ/jaringan tubuh yang sudah terinfeksi HBpada orang lain.
Sedangkan perilaku yang dapat menghambat upayaegsmn dan
penanggulangan HIV dan AIDS, seperti: tidak menygdmrakan pemberian
informasi/penyuluhan tentang pencegahan HIV dan 2P tidak
memeriksakan kesehatan tenaga kerja yang beradaatibpengawasannya;
tidak merahasiakan status HIV dari seorang ODHAmberikan pelayanan
kesehatan yang diskriminatif; telah membuka stddld seseorang tetapi
tidak melakukan tindakan medis apapun untuk meiitkgk ketahanan dan
kualitas hidup ODHA.

b. Subyek tindak pidana dalam PERDA sangat variatif lies, terdiri atas:
setiap orang sebagai individu; kelompok masyara&eara komunal; petugas
kesehatan; petugas laboratorium; paramedis danerokérta pejabat
pemerintah, badan hukum privat dan/atau badan hyskuoiik.
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c. Secara umum, bentuk pertangggungjawaban pidanandBERDA adalah
strict liability namun oleh karena ada beberapa ketentuan yangahemsur
“dengan sengaja”’ sebagai elemen delik, maka peagtenggawabannya adalah
“geen straf zonder schuldiimana unsur “dengan sengaja” perlu dibuktikan.
Ancaman hukuman dalam PERDA bersifat alternatifup& pidana kurungan
paling paling rendah 3 (tiga) bulan dan paling l&@(anam) bulan atau denda
sebesar-besarnya Rp. 50.000.000, (lima puluh judizn).

5.1.2. Secara umum, perumusan norma hukum pidana dalanbRE&ah sesuai dan
didasarkan pada prinsip-prinsip umum tentang kratisasi dalam hukum pidana
yaitu, pertama: perlindungan terhadap kepentingamunu seperti larangan
berhubungan seks tanpa kondom; larangan menyurAiRZ24 dengan jarum
suntik tidak steril; larangan melakukan NAPZA sedaersama dan/atau berganti-
ganti jarum suntik; kewajiban merahasiakan staths $¢orang ODHA. Kedua:
prinsip efisiensi dan efektivitas terutancast and benefit principlesseperti
kewajiban melakukan penyuluhan dan/atau pemberiaformasi tentang
pencegahan IMS dan HIV & AIDS di tempat kerja; damajiban memeriksakan
kesehatan karyawan yang berada di bawah pengavwseaang pengusaha.
Ketiga: azaskemanfaatan, seperti larangan memberikan pelay&eaghatan
yang diskriminatif, meminta ODHA membuka status Hiya tetapi tidak
melakukan intervensi atau tindakan medis yang dapamberikan manfaat
kepada ODHA dimaksud. Keempat: prindggal morality yang hidup dan
dipelihara dalam masyarakat seperti larangan mktakuhubungan di luar
pernikahan rfon marital intercourse)larangan melakukan hubungan sebelum
menikah (premarital intercourse)dan/atau diluar pernikahaextra marital);
larangan mendistribusikan darah yang sudah tesnfekV & AIDS kepada
orang lain dan/atau larangan bagi ODHA untuk meondan darah/organ/
jaringan tubuh. Dalam keadaan tertentu, suatu nohwleum pidana dapat
didasarkan pada lebih dari satu teori kriminalis&sindati telah secara umum
didasarkan pada teori kriminalisasi yang dikendmehukum pidana, akan tetapi
kriminalisasi terhadap norma hukum pidana tertéidtak diformulasi secara jelas

sesuai dengan keharusan dalam hukum pidanalgaitertadanlex stricta
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5.1.3. Perumusan, pembentukan dan kriminalisasi yang tdil@ngan penetapan norma

5.2

hukum pidana khususnya perbuatan pidana terngktia (belum) memperhatikan
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementisn penegakan hukum,
yaitu aspeksubstance of lavseperti: tidak merumuskan norma hukum pidana
secara preskriptif dan/ataworma hukum pidana mengandung pengertian ganda
sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi diakgan sesama penegak
hukum dan masyarakat. Kriminalisasi juga belum menmgtikan aspegtructure

of law, seperti:belum secara cermat mempertimbangkan kemampuan BFIPNS
lingkup Pemerintah Daerah baik kuantitas mauputitesaya dalam menyelidiki
dan menyidik pelanggaran tindak pidana dalam PERiRIak secara bermakna
menyiapkan tenaga PPNS yang terlatih dan trampitasbelum tersedianya
mekanisme kerja sama diantara sesama PPNS baigklup Pemerintah Daerah
maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah dengaryii&Kepolisian Republik
Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah dan KepatisResot Kabupaten/Kota.
Kriminalisasi juga belum mempertimbangkan aspekure of lawberhubungan
dengan kontribusi dan/atau dukungan yang mungkipatdaliberikan oleh
masyarakat terhadap penegakan PERDA. Kenyataaneinyebabkan ketentuan
hukum pidana dalam PERDA tidak (belum) bisa diimmatasi bahkan sangat

sulit untuk ditegakkan.

Saran

Berikut ini akan dikemukakan saran dari penulisuparhal-hal aplikatif yang dapat

dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dalanmpsan norma hukum pidana,

kriminalisasi perilaku bermasalah, dan penegakaurmuyang berdampak positif di

daerah, yakni:

5.2.1. Pemerintah Daerah perlu secara teratur dan terarahata kembali dan

membenahi sistem hukum pidana di daerah dengan embatjkan secara cermat
proses dan prosedur pembentukan PERDA sebagaintakangkan dalam UUP3
dan PP Nomor 68 Tahun 2005, dan secara cermat ukelakeasibilty study

terhadap kemungkinan menggunakan sarana hukum gpidalam mengatasi

suatu perilaku bermasalah melalui pembentukan PERDA
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5.2.2. Akademisi dan/atau peneliti dari pelbagai Lembagaeftian dan Perguruan

5.2.3.

5.2.4.

Tinggi perlu segera melakukan kajian terhadap peib@#ERDA bermasalah
termasuk PERDA tentang Pencegahan dan Penanggul&tiya& AIDS, dan
memberikan rekomendasi yang spesifik, jelas danti pagngenai teknik
perumusan norma hukum pidana dan kriminalisasiateap perbuatan tertentu
dalam hukum pidana lokal.

Pemerintah Daerah perlu segera meninjau kembali rdarencanakan serta
melakukan amandemen terhadap ketentuan PERDA terRamcegahan dan
Penanggulangan HIV & AIDS, terutama terhadap belzel@entuk dan rumusan
norma hukum pidana yang tidak jelas, tidak cerraatatau tidak lengkap.
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitakdalitas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan menjalin hubungan kerjaasgang erat dengan seluruh
perangka Sistem Peradilan Pidana yang ada di sdRievinsi dan/atau
Kabupaten/Kota guna mewujudkan kinerja yang siseagtara PPNS di lingkup
Pemerintah Daerah, PPNS di luar lingkup PemerinRéderah, Penyidik
Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggk Isebagai PPNS maupun
selaku lembaga yang memiliki hak penuntutan (hafrtopitas) dalam hal ini
selaku Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri daga@édan Tinggi.
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